
Menimbang

BUPATI TORA"IA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAII

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

KODE KLASIFIKASI ARSIP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ES|A

BUPATI TORAJA UTARA,

a. bahwa pengaturan mengenai kode klasifikasi arsip

di lingkungan pemerintah Kabupaten Toraja Utara,

perlu disesuaikan dengan perkembangao

peraturan perundang-undangan guna mendukung

implementasi sistem informasi keiarsipan dinamis

terintegrasi;

b. bahwa berdasarkan ketentuan pada l.a.mpiran

Peraturan Menteri Dalam Neg,eli Nomor 83

Tahun 2A22 tentang Kode Klasifikasi Arsip di
Lingkungan Kementerian Dalarn Negeri dan
Pemerintah Daerah, terdapat perubahan kode

klasifikasi arsip di Lingkungan Kenrenterian Dalam

Negeri dan Pemerintah Daerah;

c. bahwa Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 21

Tahun 2O2O tentang Klasifikasi Arsip Lingkup
Pemerintah Kabupaten Torqja Utara, sudah tidak
sesuai dengan kode klasifikasi arsip yang diatur
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g3

Tahun 2022 sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangarn sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode

Klasifikasi Arsip.



Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undarrg Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Kabupaten Toraja tJtara di Provinsi

Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Repubtik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan

Lembaran Negara Repubhk Indonesia

Nomor 4874);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang

Kearsipan (Lembaran Negara Rep,ublik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor Ii071);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (l,embaran l,Iegara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2144, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimala telah diubah beberapra kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor b Tahun 2O23

tentang Penetapan Peraturax pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tatrun 2022

tentang Cipta Keqja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2Ol2
tentang Pelaksaanaan Undang-Undang Nomor 43

Tahun 2009 tentang Kearsipan (lernbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OL2, Nomor 53,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5286);

6. Peraturan Menteri Dalam Neger.i Nomor Zg

Tahun 201.2 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan pemt:rintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 1282) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135
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Menetapkan

Tahun 2O17 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor i,8 Tahun 2012

Tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan

Kementerian Dalam Negeri Dan Pe:nerintah Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 1953);

7. Peraturan Menteri Dalam Neg,eri Nomor 83

Tahun 2022 tentang Kode Klas:ilikasi Arsip di
Lingkungan Kementerian dalam Negeri dan

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 969);

8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik

Indonesia Nomor 19 Tahun 2Ol2 tentang Pedoman

Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor

3 Tahun 2018 tentang Penyelengga:raan Kearsipan

(l,embaran Daerah Kabupaten Tor4la Utara

Tahun 2018 Nomor 3, TambatLan Lembaran

Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 90).

PERATURAN

ARSIP.

MEMUTUSKAN:

BUPATI TENTANG KODE KLASIFIKASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.

2. Pemerintah Daerah adatah Bupati ,sebagai unsur

Penyelenggara Pemerintahan D'aerah yang

memimpin pelalsanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.

4. Unit Kerja adalah Satuan Kerja atau Unit yartg

menjalankan salah satu tugas dan fungsi



Organisasi.

5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa

dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
yang dibuat dan diterima oleh lembaga Negara,

pemerintahan daerah, lembaga pendidikan,

perusahaan, organisasi potitik, organisasi

kemasyarakatan, dan perseorang€rn dalam
pelaksanaan kehidupan bermasyat:akat, berbangsa

dan bernegara.

6. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunalan secara

langsung dalam kegiatan penc:ipta arsip dan
disimpan selama jangka waktu tertentu.

7. Pencipta Arsip adalah pihak yzrrg mempunyai
kemandirian dan otoritas dalan pelaksanaan

fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang
pengelolaan arsip dinamis.

8. Unit Kearsipan adalah satuan keq'a pada pencipta

arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab
dalam penyelenggzrraan kearsipan.

9. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan
jumlah arsip dengan cara pemindalran arsip inaktif
dari unit pengolah ke unit kearsipa.n, pemusnahan

arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan
penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan.

10. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip
secara beq'enjang dari hasil pelal<sanaan fungsi
dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit
informasi kearsipan.

11. Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda
pengenal suatu struktur fungsi y,ang digunakan
untuk membantu menyusun tata letak identitas
arsip.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan:
a. sebagai pedoman bagi unit keq'a di Lingkungan
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Pemerintah Daerah untuk menciptakan

keseragaman penggunaan Kode Klasifikasi Arsip

dalam pengelolaan Arsip Dinamis;

b. mewujudkan Kode Klasifikasi Arsip sebagai upaya

untuk sinkronisasi informasi kr:arsipan antara

Pusat dan Daerah dalam implernentasi Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik;

c. mewujudkan tertib arsip sesuai tugas dan fungsi

kegiatan di masing-masing unit kerja; dan

d. menunjang kelancaran penataan. berkas dalam

penemuan kembali arsip.

BAB II
FUNGSI DAN KODE KLASIFIKASI ARSIP

Pasal 3

{1) Fungsi Klasifikasi Arsip disusun berdasarkan tugas

dan fungsi pencipta arsip yang me.liputi:

a. fungsi fasilitatif; dan

b. fungsi substantif.

{2} Fungsi Fasilitatif sebagaimana rlimaksud pada

ayat (1) huruf a merupakan kegiatan yang

menghasilkan produk administratif' atau penunjang

dari tugas yang dilakukan di unit kerja;
(3) Fungsi Substantif sebagaimana ,dimaksud pada

ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pelaksanaan

tugas dan fungsi kegiatan pokok pencipta Arsip
yang membedakan antara Pencipta Arsip yang satu
dengan yang lain.

Pasal 4

{1} Klasifikasi Arsip menggunakan I.lode Klasifikasi
Arsip berupa angka.

(2) Kode Klasilikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berfungsi sebagai dasar penomoran surat,
pemberkasan, penataanr p€nJ/usutan, dan
penemuan kembali arsip.

{3} Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada
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ayat (1) tercantum

merupakan bagian

Peraturan Bupati ini.

dalam l-ampiran

tidak terpisahkan

yang

dari

BAB III
PENDANAAN

Pasal 5

Pendanaan Pelaksanaan Kode Ktasilikasi Arsrp

bersumber dari:

a. €rnggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak

mengikat sesuai ketentuan peratu ran perundang-

undangan.

BAB IV
PEMB]NAAN DAN PENGAWTSAN

pasal 6
Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan
penggunaan Kode Klasifikasi Arsip dalam Lingkup
Pemerintah Daerah.

Pasal 7

(1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 6 dilal<sanakan oleh
unit kerja yang tugas pokok dan fungsinya di
bidang kearsipan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksucl pada ayat (1)

dapat dilaksanakan dalam bentuk
teknis kepada Perangkat Daerah.

bimbingan

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

pasal 8
Pada saat Peraturan Bupati ini rnulai berlaku,
Peraturan Bupati Tor4ja Utara Nomor 1l,l Tahun 2O2O

tentang Klasifikasi Arsip Lingkup pemerintah

Kabupaten Tor4ja Utara (Berita Daerah Kabupaten
Toraja Utara Tahun 2020 Nomor 21) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlakur pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Dae:rah Kabupaten

Toraja Utara.

Ditetapkan di Ilantepao
pada tanggal 23 Oktober 2O23

BUPATI TORA.IA UTARA,

Y S BASI}ANG

Diundangkan di Rantepao
23 Oktober

DAE
TO UTARA,

pada tanggal

SEKRETARIS
KAEIUPA?BNa
SALVIUS PASANG

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2023 NOMOR 13
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OOO UMUM
000.1

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TOFIAJA UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
KODE KLASIFIKASI ARSIP

KODE KLASIFIKASI ARSIP

KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN
OOO.1.1 Telekomunikasi
000.1.2 Perjalanan Dinas Da1am Negeri

000.1.2.1 Perjalanan Dinas Kepala Daerah
dan Wakil Kepala" Daerah

0AO1.2.2 Perjalanan Dinas Anggota DPRD
000.1.2.3 Peq'alanan Dinas pegawai

OOO.1.3 Perjalanan Dinas Luar Negeri
000.1.3.1 Perjalanan Dinasr Kepala Daerah

dan Wakil Kepala. Daerah
000.1.3.2 Perjalanan Dinas Anggota DPRD
O0O.1.3.3 Perjalanan Dinas pegawai

O00.1.4 Penggunaan Fasilitas Kantor antara lain:
Permintaan dan penggunaan iRuang, Gedung,
Kendaraan, Wisma, Rumah DinLas dan Fasilitas
Kantor lainnya.

ooo. 1.5 Rapat pimpinan antxa lain: Notuta/Risalah
Rapat

OO0. 1.6 Penyediaan Konsumsi
OOO.1.7 Pengurusan Kendaraan Dinas

000. 1.7.1 Pengurusan surat_surat
kendaraan dinas

OOO.1.7.2 pemeliharaan darr perbaikan
000.1.7.3 pengurusan kehilangan dan

oo0. 1.8 pemeliharaan HH*,uil*;'ti., peralatan
Kantor
OOO.1.8.1 pertamanan/La.ndscape
000.1.8.2 penghijauan
000.1.8.3 perbaikan Gedunlg
000.1.8.4 perbaikan peralatan Kantor
00O.1.8.5 perbaikan Rumah Dinas/Wisma
0O0.1.8.6 Kebersihan Gedung dan Tamanooo.1.9 Pengelolaan Jaringan Listrik, Aii Telepon dan
Komputer
000.1.9.1 perbaikan/pemeliharaan
000. 1.9.2 pemasangan

000.1.10 Ketertiban dan Keamanan
OO0. 1. 10. 1 pengamanan, penjagaan, dan

Pengawalan terhadap pejabat,
Kantor dan Rumah Dinas

000.1.1O.2 Laporan Ketertiban dan
Keamanan

OOO.1.1 1 Administrasi pengelolaan parkir
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000. 1 . 12 Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam,
Petugas Kebersihan dan Pegawai lainnya

PERLENGKAPAN
000.2.1 InventarisasidanPenyimpanarr.

OOO.2.1 .l Data. hasil in'rentarisasi dan
penylmpanan

0OO.2.2.2 Laporan dzLn evaluasi

ooo.2.2 pemeliharaan;Tffi"?Ll# penvimpanan

OOO.2.2.1 Data hasil pemel haraan kantor
OOO.2.2 .2 l,aporan dan evaluasi

pemeliharaan karrtor
000.2.3 Distribusi

00O.2.3.1 Barang habis pal:ai
000.2.3.2 Barang milik daerah
Penghapusan Barang Milik Dae,rah antara lain:
Keputusan Pembentukan Tirr., Berita Acara
Penghapusan Barang Milik Daerah, Daftar
Barang yang dihapuskan, l,a.poran Hasil
Pelaksanaan Penghapusan IIMD termasuk
didalamnya proses lelang penghapusan
Pengelolaan Data Base Barang Milik Daerah

000.2.4

OOO.3 PENGADAAN
000.3. r

000.2

000.2.5

000.3.2

000.3.3

000.3.4

000.3.s

000.3.6

Rencana pengadaan Barang dan jasa antara
lain: Identifikasi dan analir;is kebutuhan
barang/jasa, penyusunan dan penetapan
rencana penganggaran pengadaan, penetapan
kebijakan umum, penyusunan kerangka Acuan
Ke4a {KAK), Pengumuman Rencana Umum
Pengadaan
Pengadaan Langsung antara ,ain: persiapan
pemilihan penyedia, pelaksanaan pemiliiran
penyedia, penandatanganatr kontrak,
pelaksanaan kontrak
Pengadaan Tidak Langsu ng/I*Iatng antara lain:
persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan
pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak,
pelaksanaan kontrak
Swakelola antara lain: perencanaan,
pelaksanaan dan evaluasi
Pengolahan Sistem Informasi perrgadaan attara
lain: Data base pengguna sistim informasi
pengadaan barang/jasa, Data Base kontrak,
Data Base Pengadaan Barang/jar;a
Monitoring dan evaluasi pelakianaan kebijakandan pelaksanaan pengadaan antara lain:
Laporan Hasil Monitoring, l,aporan hasil
evaluasi

PERPUSTAKAAN
000.4.1 Kebijakan di bidang perpustakaan

lingkungan pemerintah Daeral
di
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ooo.4.2

000.4.3

ooo.4.4
000.4.s
ooo.4.6

ooo.4 7

000.4.8

000.4.9
000.4.10

Deposit Bahan Pustaka
000.4.2.1 Serah Simpan Karya Cetak dan

Karya Rekam
OOO.4.2.2 Pangkalan Data Penerbit dan

Pengusaha Rekarnan
OOO.4 .2.3 Terbitan Internasional dal

Regional
OOO.4.2.4 Pemantauan Wajib Serah

Simpan Karya Cetak dan Kar5za
Rekam

OOO.4.2.5 Bibliografi dan Ka.talog
Koleksi Pustaka
000.4.3.1 Pembelian
OOO.4.3.2 Hibah
000.4.3.3 Hadiah
OO0.4.3.4 TtrkarMenukar
000.4.3.5 Implementasi lJndang-Undang

KCKR
000.4.3.6 Terbitanlntemal
000.4.3.7 Pendistribusian bahan pustaka

surplus
000.4.3.8 Inventarisasi koleksi (Buku

Induk)
Pengolahan Bahan Pustaka
Pangkalan Data Katalog Koleksi
Layanan Perpu stakaan
000.4.6.1 Keanggotaan
000.4.6.2 Peminjaman
000.4.6.3 Pengembangangermarbaca
Kedasama Perpu stakaan
OOO.4.7.1 MoU
OOO.4.7.2 Peq'anjiankerjasarna
000.4.7.3 Partisipasi organisasi profesi

kerjasama internarsional
Pe-ngembangan Implementasi Teknologi
Informasi Perpu stakaan
000.4.8.1 Pengembangan situs web
000.4.8.2 Pengembangan l<emas ulang

informasi multimerlia
000.4.8.3 Pengembanganpn)gramaplikasi

perpustakaan
000.4.8.4 Pengembangan p;mgkalan data

kepustakaan digita l
Pangkalan Data Layanan perpu stakaan
Konservasi
000.4.10. 1 Perawatan Bahan perpustakaan
OOO,4.LO.2 Perbaikan Bahan perpustakaan
000.4.10.3 Penjilidan Bahan perpustakaan
Reprograli (Mikrofilm, Reproduksi Foto)
Transformasi Digital
Kurasi Digital
Pengembangan Perpustakaan
000.4. 14.1 Perpustakaan Umum
O0O.4.14.2 Perpustakaan Khusrus
000.4.14.3 Perpustakaan Seko.tah

000.4.1 1

ooa.4.12
000.4. 13
oo0.4.14
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O0O.4.14.4 Perpustakaan Pe:rguruan Tinggi

OOO.5 KEARSIPAN
000.5.1 Kebijakan di bidang kearsiparr di lingkungan

Pemerintah Daerah
000.5.2 PembinaanKearsipan

000.5.2. 1 Pengembangan [tofesi Arsiparis,
antara lain Formasi Jabatan
Arsiparis, Analisis Kebutuhan
Arsiparis

OOO.5.2.2 BimbinganKonsultasiArsiparis
O0O.5.2.3 PenilaianArsiparis
000.5.2.4 Pemilihan Arsiparis Teladan,

antara La:in Berkas
Penyelenggaraan Pemilihan
Arsiparis TeleLdan, Berkas
Penetapan Arsipa.ris Teladan

000.5.2.5 Data Base Arsiparis
000.5.2.6 Bimbingan Konstrltasi Kearsipan
000.5.2.7 Supervisi dan Evaluasi, antara

lain: Perencaan Supervisi dan
Evaluasi, Pelaksanaan Supervisi
dan Evaluasi, Laporan Hasil
Supervisi dan Evriluasi

000.5.2.8 Data Base Bimbingan dan
Konsultasi dan Srrpervisi

000.5.2.9 Fasilitasi Kearsipan, antara lain:
Fasilitasi SDI\4 Kearsipan,
Fasilitasi Prasara.na dan Sarana
Kearsipan

OOO.5.2.10 l_embaga/IJnit Kearsipan
Teladan, antara lain: Berkas
Penyelenggaraan pemilihan
Lembaga/ Unit Kearsipan, Berkas
Penetapan Lembaga/Unit
Kearsipal Teladatr

OOO.5.2.1 1 Jadwal Retensi Arsip, antara
lain: Berkas Usui.an persetujuan
JRA, Surat Persel.ujuan JRA dari
Kepala ANRI

000.5.3 Pengelolaan Arsip Dinamis
000.5.3.1 penciptaan anta::a lain: Buku

Registrasi Naskah Masuk dan
Keluar, Buku ,\genda, Kartu
Kendali, Lembar
Pengantar/Buku llkspedisi

000.5.3.2 pemberkasan ersip Anif antara
lain: daftar berkars dan daftar isi
berkas

000.5.3.3 penataan Arsip Inaktif antara
lain: daftar arsip inaktif, daftar
arsip inaktif tematik

000.5.3.4 penggunaan antara lain: daftar
arsip dinamis berdasarkan
sistem klasifikasi keamanan dan
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000.s.4

ooo.s.s

ooo.5.6

ooo.s.7

akses arsip rlinamis, bukti
peminjaman arsip

000.5.3.5 Autentikasi Arsip Dinamis antara
lain: pembuktiern autentisitas,
pendapat tenaga ahli, pengujian,
penetapan autentisitas arsip
dinamis

Program Arsip Vital antara liain: Identifikasi
Arsip Vital, Perlindungan dan Pengamanan
Arsip, Penyelamatan Arsip Vital dan Pemulihan
Arsip Vital
Pengelolaan Arsip Terjaga antara lain: Daftar
Identilikasi Arsip Tedaga, Daftar Berkas Arsip
Terjaga, Daftar Isi Berkas Arsip Terjaga, Surat
Penetapan Autentifikasi Arsip Terjaga, Surat
Penyerahan Arsip Terjaga, Daftar Salinan
Autentik Arsip Terjaga, Berita Acara
Penyerahan Salinan Autentik Arsip Terjaga.
Penyusutan Arsip
000.5.6.1 Pemindahan Arsip antara lain:

Berita Acara Perrrindahan, Daftar
Arsip yang dipinclahkan

000.5.6.2 Pemusnahan Ar,sip antara lain:
SK Penetapan Panitia Penilai
Arsip, Perlimbangan Panitia
Penilai, Permintilan Persetujuan
Kepala ANRI untuk pemusnahan
arsip dengan retensi sekurang*
kurangnya 10 Tahun atau
Persetujuan Kepala Daerah
selaku Pimpinan Pencipta Arsip
untuk pemusnah.an arsip dengan
retensi di bawah 10 Tahun,
Penetapan .Arsip yang
Dimusnahkan, Berita Acara
Pemusnahan Arsip, Daftar Arsip
Yang Dimusnahkan.

000.5.6.3 Penyerahan Arsip Statis antara
lain: Pembentukan panitia
penilai, Notulen rapat panitia,
Surat pertimbangan panitia
penilai, Surat persetujuan dari
Kepala Lembaga Kearsipan,
Surat pernyataan autentik,
terpercaya, utuh, dan digunakan
dari pencipta ar,sip, Keputusan
Penetapan penyerahan, Berita
Acara Penyerahan Arsip, Daftar
Arsip yang diseralhkan.

Alih Media Arsip antara lain: Kebijakan alih
media, Autentikasi, Berita Acara, Daftar Arsip
yang alih mediakan
Data Base Pengelolaan Arsip Dinamis
000.5.8.1 Data Base pengelolaan Arsip

Aktif

000.5.8
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ooo.5.9

000.5.10

000.5.11
000.5.12

000.5.13

000.5.14

000.5.8.2 Data Base Pengelolaan Arsip
Inaktif

Pengelolaan Arsip Statis
000.5.9.1 Akuisisi antara lain: Monitoring

fisik dan daftar, Verifikasi
terhadap drlftar arsip,
Menetapkan status arsip statis,
Persetujuan untuk Penyerahan,
Penetapan arsip .yang diserahkan
Berita Acara Perqrerahan, Daftar
Arsip yang diserahkan

O0O.5.9.2 PenghargaandanLlmbalan
000.5.9.3 Sejarah Lisan antara lain:

Administrasi k:giatan, Berita
Acara Wawancara Sejarah Lisan,
Laporan Kegjatan, Hasil
Wawancara }(aser/CD/media
lain sesuai perkembangan TI,
dan Transkip

000.5.9.4 Daftar Pencarian Arsip Statis
antara lain: pengumum€Ln,
akuisisi daftar pencarian arsip
statis

000.5.9.5 Menyusun Sarana Bantu Temu
Balik antara lairr: daftar arsip
statis, inventaris arsip statis,
guide

000.5.9.6 Preservasi Preventif antara lain:
penyimpanan, pengendalian
hama terpadu, rreproduksi (alih
media

000.5.9.7 Preservasi Kuratiti
000.5.9.8 Autentikasi Arsip Statis antara

lain: pembuktian autentisitas,
pendapat tenaga ahli, pengujian,
penetapan autentitas arsip statis

000.5.9.9 Akses Arsip Sta.tis antara lain:
Layanan arsip, penerbitan naskah
sumber

Jasa Kearsipan antara lerin konsultasi
kearsipan, Manual kearsipan, penataan arsip,
otomasi kearsipan, p€nyirnpanan arsip,
perawatan dan pemeliharaan arsip
Pengelolaan SIKN dan JIKN
Pelindungan dan penyelamata.n arsip akibat
bencana
Penyelamatan arsip perarLgkat Daerah
digabung dan/atau dibubarkan
Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat
tertutup
Pengawasan Kearsipan
000.5. 15. 1 Pengawasan Kearsipan Internal
000.5.15.2 Pengawasan Kearsipan Eksternal
000.5.15.3 Sanksi

ooo.5.1s
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000.6 PERSANDIAN
000.6.1

000.6.s

o00.7

000.6.2

Kebijakan di bidang Persandian yang dilakukan
oleh Pemerintah Daerah
Pengamanan persandian
000.6.2.1 Pengamana.n sinlial: teknik sandi

dan kripto
00A.6.2.2 Analisis sinyal: t,eknik sandi dan

kripto
000.6.2.3 Materiil sandi: sistem dan

peralatan
Pengkqjian persandian: Kriptografi, Peralatan
Sandi, Komunikasi Sandi
000.6.3.1 Perencanaan Pengkqjian
000.6.3.2 Administrasi Pen;gkajian
000.6.3.3 Pelaksanaan
000.6.3.4 Pelaporan
Pembinaan dan Pengendalian P,ersandian
000.6.4.1 Sumber Daya Manusia (SDM)
400.6.4.2 Jaring Komunikasi
Layanan Serti{ikasi Elektronik
000.6.5.1 Perencanaan dan Administrasi
000.6.5.2 Pelaksanaan Verifikasi
000.6.5.3 Pelaksanaan Perjanjiaa

Kerjasama
000.6.5.4 Penyesuaian Sistr:m dan Testing
000.6.5.5 Pelaksanaan Birnbingan ?eknis

Pengguna
000.6.5.6 Pelaksanaan Penerbitan

Sertifikat Elektrorrik
000,6.5.7 Pelaporan

0o0.6.3

ooo.6.4

PERENCANAAN PEMBANGUNAN
OOO.7.1 Musyawarah Perencanaan Pembangunan

/Musrenbang
000.7.1.1 Musrenbang Provinsi
000.7.1.2 MusrenbangNasional
000.7.1.3 MusrenbangKab,tKota
000.7.1.4 MusrenbangKeceLmatan
000.7.1.5 MusrenbangKelurahan
000.7.1.6 MusrenbangDesa

AAA.7.2 PerencanaanPembangunganDaerah
OOA.7 .2.1 Rencafla Pembangunan Jangka

Panjang
OO0.7 .2.2 Rencana Pembangunan Jangka

Menengah
OAO.7 .2.3 Rencana Anggaran Daerah
AO0.7.2.4 Rencana Pembangunan Tahunan
000.7.2.5 Rencana pembentukan Satuan

Keq'a Perangkat Daerah
O4A.7.2.6 Program kerja tahunan
40CI.7.2.7 Penetapan/Kontrak Kinerja
0AO.7.2.8 Laporan Berkala
4O4.7.2.9 Laporan Insidenti,al
000.7.2.10 Evaluasi program
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o00.7.3

ooo.7.4
ooo.7.5

o00.7.6

oaa.7.7

Koordinasi dan Sinkronisasii Perencanaan
Pembangunan
Konsultasi Perencanaan Pembangunan
Pemantauan, Evaluasi, F'enilaian, dan
Pelaporan Perencanaan Pembangunarl
Aksi Strategis Daerah
000.7.6.1 Rancangarl awal perencanaan

aksi strategi daerah
OOO.7 .6.2 Rapat Pembaha.san rancangan

awal dengan Pereurgkat Daerah
000.7.6.3 Sosisalisasi derrgan Perangkat

Daerah
000.7.6.4 Rancangan akhir perencana€rn

aksi strategi daerah
000.7.6.5 Penerapan perencaan aksi

strategi daerah
Perencanaan Pendanaan Pembeurgunan
OOO.7.7.1 Pendanaan Nasic,nal dan Hibah
4OA.7.7.2 Pendanaan Daeriltr
000.7.7.3 Kerjasama Pembangunan

Nasional
OO0.7.7.4 Surat Berharga Syariah Negara
000.7.7.5 Pendanaan On Ibp atau Inisiatif

Baru

OOO.8 ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
000.8.1 Struktur Organisasi di lingkungan

Pemerintahan Daerah KablKota
000.8.1.1 Pembentukan
000.8.1.2 Pengubahan
000.8. 1.3 Pembubaran

000.8.2 Uraian Jabatan
000.8.2.1 Analisa Jabatan
OOO.8.2.2 Analisa Beban Kerja

000.8.3 Ketatalaksanaan
000.8.3.1 Proses Bisnis
000.8.3.2 Standar Pelayana,n
000.8.3.3 StandarOperasio,nalProsedur
000.8.3.4 Pelayanan Publik

ooo.8.4 standar Kompetensi jabatan struktural dan
fungsional

000.8.5 Evaluasi Kelembagaan
000.8.6 Koordinasi Penguatan Reformasri dan Birokrasi

000.8.6.1 Budaya Keq'a
000.8.6.2 Penilaian Manrliri Refcrrmasi

Birokrasi
000.8.6.3 Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah

PENELITIAN, PENGKAJIAN, DAN PENGEME}ANGAN
000.9.1 Kebijakan di bidang penelitirm, pengkqjiau,

pengembangan yang dilakukan oleh
pemerintah daerah

OOO.9.2 Penelitian, pengkajian dan pengembangan
meliputi: rencana kerja, administrasi

000.q
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ooo.9.3

penelitian, pelaksanaa.n, hasil
penelitian / pengkaj ian / rekomerrdasi
Sosialisasi dan desiminasi hasil penelitian,
hasil pengkajian dan pengemba.ngan
Bimbingan teknis penelitian, pengkajian dan
pengembangan
Forum komunikasi penelitian, pengembangan
dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
Data dan informasi ha.sil penelitian,
pengembangan dan perrerapan ilmu
pengetahuan dan teknologi
000.9.6.1 Data
000.9.6.2 Statistik
000.9.6.3 Jurnal Hasil

Penelitian / Pengkaj ian
Master proceeding/ jurnal penelitian,
pengembangan dan penerapan ilmu
pengetahuan dan teknologi
Hak atas kekayaan intelektual (HaKI)
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakarr
Seminar, lokakarya, temuka rya, workshop

000.9.4

000.9.5

ooo.9.6

1OO PEMERINTAHAN
100.1 OTONOMI DAERAH

100.1.1 Kebijakan di bidang Otonomi Daerah yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah

100.1.2 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Fasilitasi,
Bimbingan, Pengawasan, IVlonitoring dan
Evaluasi)

1OO. 1.3 Penataan Daerah, pembinaan Daerah
Pemekaran, Otonomi Khusus, I)aerah Istimewa
dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
(Fasilitasi, Monitodrg, dan Evaluasi)

100.1.4 Pemilihan Kepala Daerah, DPRD, dan
Hubungan Antar Lembaga (Fasilitasi,
Monitoring, dan Evaluasi)
100.1.4.1 Penyelenggaraan pemilihan

Umum Kepala Daerah
IAO.L.4.2 Administrasi Kepala Daerah dan

DPRD
100.1.4.3 Penyiapan Perumusan Kebijakan

Pemberdayaan Kapasitas Kepala
Daerah dan DP,RD di Bidang
Pemerintahan

100. 1.4.4 Hubungan Antar Lembaga
Daerah (pemerintah Daerah dan
DPRD)

100.1.4.5 AssosiasiDaerah
Otonomi khusus dan daerah istimewa
Peningkatan Kapasitas Dan Evaluasi Kinerja
Daerah {Fasilitasi, Monitodrg, dan Evaluasi)
100.1.6. 1 Kinerja penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah
100.1.6.2 Kemampuan penyelenggaraan

Otonomi Daerah

400.9.7

000.9.8
000.9.9
00o.9.10

100.1.5
100.1.6
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10O. 1.6.3 Pengembangan Ir,apasitas Daerah
100. 1.7 LKPJ I LKPJAMJ dan LppD (Fasilitasi,

Monitoring dan Evaluasi)

100.2 PEMERINTAHAN UMUM
lOO.2.1 Kebijakan di bidang pemerinta-han Umum yang

dilakukan oleh pemerintah Daerah
1OO.2.2 DekonsentrasidanKerjasama

lOO.2.2.l Fasilitasi, Koordi:nasi, pembinaan
dan Pengawasan. serta
Monitoring dan Evaluasi
Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan

1OO.2.2.2 Fasilitasi, Koordirrasi, pembinaan
dan Pengawasan, serta
Monitoring dan Evaluasi T\rgas
Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah

1OO.2.2.3 Fasilitasi, Koordirrasi, pembinaan
dan Pengawrsan, serta
Monitoring dim Evaluasi
Keq'asama Daerah

100.2.2.4 FasilitasiKecamalran
1OO.2.2.5 FasilitasipelayananUmum

100.2.3 Wilayah Administrasi dan perba,hsan
1OO.2.3.1 Toponimi dan Data Wilayah
1OO.2.3.2 pengembangan rlan penataan

Batas Antar Negara
100.2.3.3 Batas Antar Daerah Wilavah
100.2.3.4 penataan Batas Wilayah Antar

Kecamatan, Batas Wilayah Antar
Kelurahan Satu X.ecamatan Dan
Batas Wilayah Kelurahan Antar
Kecamatan

100.2.3.5 pemeliharaanBateLsWilavah

1O0.3 HUKUM
100.3.1 Program Legislasi

100.3.1.1 Bahan/Materi program Irgislasi
Daerah

100.3.1.2 ProgramLegislasi
Rancangan Peraturan perundang-Undangan
Rancangan Peraturan Daerah, termaJuk
naskah akademik, rancangan awal sampai
dengan rancangErn akhir dan telaah hukum
sampai diundangkan
Keputusan/Ketetapan pimpinan Iremerintah
100.3.3.1 Keputusan/Ketetapran Gubernur
199192 Keputusan/Ketetal,anBupati
100.3.3.3 Keputusan/Ketetap,an Wajikota100.3.3.4 Keputusan Sekrer:aris Daerah

Provinsi
100.3.3.5 Keputusan Sekrelaris Daerah

Kabupaten

100.3.2

100.3.3
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100.3.4

100.3.5

100.3.6

100.3.7

100.3.8

100.3.9
100.3.10

100.3.11

100.3.12
100.3.13

100.3.14

100.3.3.6 Keputusan Sekretaris Daerah
Kota

Instruksi / Surat Edaran
100.3.4.1 Instruksi/ urat Edaran Provinsi
100.3.4.2 InstruksilSurat Edaran

Kabupaten
100.3.4.3 Instruksi/ urat Edaran Kota
100.3.4.4 Instruksi/Surat Edaran

Setingkat Eselon II
Surat Perintah
100.3.5.1 Surat Perintah Gubernur
100.3.5.2 Surat Perintah Br"rpati
100.3.5.3 Surat Perintah Walikota
100.3.5.4 Surat Perintah Setingkat

Eselon II
Standar/ Pedoman/ Prosedur Kerja/ Petunjuk
Pelaksanaan/ Petunj uk Teknis
Nota Kesepakatan/Memorandum of
Understanding (MOU)lKorrtrak/Perjanjian
keda sama
1OO.3.7.7 Dalam Negeri
LOA 3.7 .2 Luar Negeri
Dokumentasi Hukum, (antara lain: Undang-
Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan
Presiden dan Peraturan-Peraturan yang
dijadikan referensi)
Sosialisasil Penyuluhan / Pembinaan Hukum
Bantuan/ Konsultasi HukumlAdvokasi
Pemberian bantuan/konsultasi hukum (Pidana,
Perdata, Tata Usaha Negara darr Agama)
Kasus/Sengketa Hukum
100.3.1 1.1 Pidana Kasus/ sengketa pidana,

baik kejahaLrn maupun
pelanggaran

100.3.1 1.2 Perdata Kasus/sengketa
perdataa

100.3.1 1.3 Tata Usaha Negara
100.3.11.4 Perburuhan
100.3.11.5 Arbitrase
100.3.1 1.6 Sengketa Adat
Perijinan
Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
100.3.13.1 Hak Cipta
100.3.13.2 Hak Paten
100.3.13.3 Hak Desain Indusrtri
100.3.13.4 Hak Rahasia Dagang
100.3.13.5 Hak Merk
Permohonan HAKI yang ditolak

2OA POLITIK
204.t KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2oo-1.1 Kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan
Politik yang dilakukan oleh pemr:rintah Daerah

2OO.l.2 Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
2OO.1".2.1 Ketahanan Ideologi Negara
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200.
200.
200.
200.

Wawasan Kebanl3saan
Bela Negara
Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan
Pembauran dan
Kewarganegaraa:t

Kewaspadaan Nasional
200.1.3.1 Fasilitasi d:rn Evaluasi

Kewaspadaan Dini dan
Kerjasama Intelij en Keamanan

2OO.L.3.2 Pasilitasi Bina Masyarakat
Perbatasan Antar Negara dan
Kehidupan Masyarakat
Perbatasan

200.1.3.3 Fasilitasi dzm Evaluasi
Penanganan Konflik
Pemerintahan

200. 1.3.4 Fasilitasi dem Laporan
Penanganan Kontflik Sosial

200. 1.3.5 Fasilitasi Pengrwasan Orang
Asing dan Lembalga Asing

Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, d,an
Kemasyarakatan
2OO.l.4.l KetahananSeni
2OO.1.4.2 KetahananBudal,a
2OO.1.4.3 Agama dan Kepercayaan
2OO.1.4.4 Organisasi Kemasyarakatan
200.1.4.5 Masalah Sosial Kt:masyarakatan
200.1.4.6 Fasilitasi
200.1.4.7 Pelaksanaan Identifikasi dan

Kompilasi Organisasi Masyarakat
2OO.7.4.8 Laporan Hasi.t Kerl'asama

Kegiatan Dengan,Crmas/LNL
2OO.1.4.9 Evaluasi Aktilitas Ormas: Sanksi

Administrasi
2O0.1.4.1O Fasilitasi Sengketa Ormas
200.1.4.11 FasilitasiOrmas
Politik Dalam Negeri
200.1.5. 1 Implementasi Kebl'akan politik
200.1.5.2 Fasilitasi Kelembagaan politik

Pemerintahan
200.1.5.3 Fasilitasi Kelembagaan partai

politik
200. 1.5.4 Verifikasi dan Evaluasi partai

Politik yang Memperoleh Kursi
200. 1.5.5 Partai politik yang Tidak

Memperoleh Kursi
200.1.5.6 Pemerintah Daerah
200.1.5.7 Databaseparpol
20O.1.5.8 PendidikanBudayapolitik
200.1.5.9 PemilihanUmum
Ketahanan Ekonomi
2O0. 1.6.1 Ketahanan Sumtrcrdaya Alam

dan Kesenjangan perekonomian
200.1.6.2 Ketahanan perdagangan

Investasi, Fiskal dan Moneter

1.2.2
1.2.3
t.2.4
1.2.5

200.1.3

200.1.4

200.1.5

200. 1.6
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200.1.6.3 Perilaku
Masyarakat
Ketahanan
Ekonomi

Perekonomian

k:mbaga Sosial

200.2 PEMILU
200.2.1

200.2.2

200.2.3

200.2.4

200.2.s

200.t.6.4

Kebijakan di bidang Pemilu yang dilakukan
oleh Pemerintah Daerah
Pemutakhiran dan Penyusunarr Daftar PemiLih
2OO.2.2 .l Daftar Pendurluk Potensial

Pemilih (DP4) Pernilu
2OO.2.2.2 Daftar Pemilih Sementara (DpS)
200.2.2.3 DaftarPemilihTerrnbahan
2OO.2.2.4 Keputusan KPU tentang Daftar

Pemilih Tetap (DI)T)
200.2.2.5 Rekapitulasi t)aftar pemilih

Tetap (DPT)
Pendaftaran dan Verifikasi Peserta pemilu
2OO.2.3.1 Dokumen pendraftaran peserta

Pemilu dari parta i politik
200.2.3.2 Dokumen hasil verifikasi

administrasi darL faktual partai
politik

2OO.2.3.3 Dokumen pendtrftaran peserta
Pemilu dari Calorr perseorangan

2OO.2.3.4 Dokumen hasil verifikasi
administrasi dan faktual

Penetapan Peserta Pemilu
2OO.2.4.1 Penetapan Daera,h pemilihan dan

Jumlah Kursi Anl3gota
2OO.2.4.2 Xeputusan X.pU tentang

penetapan daerah pemilihan dan
jumlah kursi Anggota DpR

200.2.4.3 Keputusan XpU tentang
penetapan daerah pemilihan dan
jumlah kursi Anggota DpR

2OO.2.4.4 Keputusan KpU tentang
penetapan daerah pemilihan danjumlah kursi 1\nggota DPRD
Kabupaten/Kota

2OO.2.4.5 Peta Daerah pemitihan
Pencalonan Pemilu
200.2.5.1 Petunjukteknisp,gncalonan
2OO.2.5.2 Suratpencalonan pendaftaran
2OO.2.5.3 Daftar bakal calorr
200.2.5.4 Dokumen persya.ratan masing_

masing bakal calon
200.2.5.5 Dokumen verifikasiadministrasi
200.2.5.6 DaJtar Calon Sementara dan

Calon Tetap
Kampanye Pemilu
200.2.6.7 Keputusan KpU tentang

penetapan jadwal kampanye
200.2.6.2 Nama juru kampanye/petut*r..

kampanye

20
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200.2.7

20a.2.8

24A.2.9
200.2.1o

20a.2.11

2OA.2.6.3 Peringatan tertulis/penghentian
kegiatan kampar:Lye

Dana Kampanye
2AO.2.7 .1 Pedoman audit dana kampanye
200.2.7.2 Laporan dana kzrmpanye peserta

Pemilu
2OO.2.7 .3 Laporan hasil audit dana

kampanye
Pemungutan dan Penghitungan. Suara
2AO.2.8.1 Keputusan KPU tentang desain

dan spesifikasi surat suara
2OA.2.8.2 Master surat suara
200.2.8.3 Surat suara yang, terpakai
2OO.2.8.4 Surat Suara Tidak terpakai

(rusak, salah, dan tidak
digunakan)

200.2.8.5 Formulir pemilu di pemerintah
Daerah

Penetapan Hasil Pemilu
Perselisihan Hasil Pemilu
24A.2.rc.1, Surat-surat mengenai

Perselisihan Hasi[ pemilu
24O.2.LO.2 Jawaban dan kesimpulan

termohon
24O.2.1O.3 Salinan putursan lembaga

peradilan
Laporan hasil penyelenggaraan pemilu

3OO KEAMANAN DAN KETERTIBAN
300.1 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

300-1.1 Kebijakan di bidang porisi parzrong praja ya,,g
dilakukan di pemerintah Daeratr

300.1.2 Tata Operasional dan Prasarana Sarana polisi
Pamong Praja
300.1.2.1 Tata Operasiona polisi pamong

Praja
300.L.2.2 Sarana prasaraner polisi pamong

Prda
300. 1.3 peningkatan Kapasitas sDM polisi pamong

praja
3OO.1.4 perlindungan Masyarakat
3O9 1 ! penyidik pegawai Negeri Sipil
300.1.6 perlindungan Hak-Aak sipil dan Hak Asasi

Manusia
300.2 PENANGGULANGAN BENCANA, PENCARIAN, DAN

PERTOLONGAN
3aa.2.1 Kebrjakan di bidang penanggulangan Bencana

yang dilakukan oleh pemerintah Daerah34a.2.2 perencanaan penanggulangan Bencana,
Pencarian, dan pertolongan
30A.2.2.1 Rencana dan sta:ndardisasi dan

30a 2 2 2 fl:Hffi:ruj;T[i1,t111,,*.,
dan monitoring
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00
00
00

3
3
3

2.3
2.4
2.5

3OO.2.2.3 Tenaga pencarian pertolongan,
penyiapan potensi pencarian dan
pertolongan

3OO.2.2.4 Permasyarakatan pencarian dan
pertolongan, sertilikasi pencarian
dan pertolongan

300.2.2.5 Perencanaan dan standardisasi,
penyelenggaraan operasi SAR,
Siaga dan iatihan, tempat latihan

300.2.2.6 RegistrasiBEACO.\I
Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Potensi Pencarian dan Pertolongan
Bina Ketenagaan dan Pemasyarakatan
300.2.5.1 Rencana Pendidikan dan

Pelatihan
300.2.5.2 Penlapan tenagaL dan potensi

Pencarian dan Peniolongan
300.2.5.3 Pemasyarakatan dan Sertifikasi

Pencarian dan Pert:olongan
300.2.5.4 Pemasyarakatan lJencarian dan

Pertolongan (So,sialisasi d.an
Penyuluhan)

300.2.5.5 Sertifikasi Pencarian dan
Pertolongan

Operasi Pencarian dan Pertolongrn
Rencana Pengembangan dan Standardisasi
Komunikasi
Operasi Komunikasi
300.2.8.1 Operasi Peralatan Komunikasi

(Berita SAR)
3OO.2.A.2 Operasi Peralatan Deteksi Dini

(Berita SAR)
300.2.8.3 Registrasi BEACON
Inventarisasi dan Pemeliharaan
Pengembangan Sistem Informasi
Penyajial dan Layanan Informasi
Pelapooran dan Evaluasi
3OO.2.12.1 Laporan Harian
3OO.2.12.2 l,aporanBulanan
3OO.2.12.3 l,aporoanTahunan
3O0.2.12.4 Evaluasi

300.2.6
34O.2.7

300.2.8

300.2.9
300.2.1o
300.2.1 1

300.2.12

400 KESE.'AHTERAAN RAKYAT
400.1 PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

400.1.1 Kebijakan di bidang Pembangunan Daerah
Tertinggal yang dilakukan oleh Pemerintah
Daerah

4OO.l.2 Pembangunan Sumber Daya
400. 1.2. 1 Fasilitasi Pendidikan ketrampilan

Pengembangan Sumber Daya
4OO.l .2.2 Fasilitasi Kesehatan

Pengembangan Sumber Daya
4OO.1,.2.3 Fasilitasi Sumber daya hayati

dan Pengembangan Sumber
Daya
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400.1.3

400.1.4

4OA1.2.4 Fasilitasi MinereLl, energi dan
lingkungan hiduP

400.1.2.5 Fasilitasi Teknolo;gi dan inovasi
400.1.2.6 Koordinasi pelaksanaan

kebijakan Pengembangan
sumber daYa

4OAJ.2.7 Pemantauan dan evaluasi
Penin gkatan Infrastruktur
400. 1.3.1 Fasilitasi Transportasi

peningkatan infra,struktur
4OA.1..3.2 Fasilitasi Informasi dan

Telekomunikasi dalam
peningkatan infraistruktur

400.1.3.3 Fasilitasi Sosial dalam
penin gkatan infreLstruktur

4AAJ 3.4 Fasilitasi Ekc,nomi dalam
peningkatan infrerstruktur

400.1.3.5 Fasilitasi energi dalam
peningkatan infrerstruktur

400.1.3.6 Koordinasi pelaksanaan
kebijakan peningkatan
infrastruktur

4AO.1.3.7 Pemantauan dan evaluasi
Pembinaan Ekonomi dan Dunia. Usaha
400.1.4.1 Fasilitasi Invenstasi pembinaan

ekonomi dan dunia usaha
4OA.t.4.2 Fasilitasi Kelemtragaan ekonomi

dan dunia usaha
400.1.4.3 Fasilitasi Usaha :mikro, kecil dan

menengah
4OO.1.4.4 Fasilitasi Kemitraan usaha
400.1.4.5 Fasilitasi Pengembangan

komoditas unggulan
400.1.4.6 Koordinasi pelaksanaan

kebijakan pembinaan ekonomi
dan dunia usaha

4OO.1.4.7 Pemantauan dan evaluasi
400.1.4.8 Identifikasi dan inventarisasi

pengembangan rrsaha ekonomi
perdesaan tertinggal

4OO.1.4.9 Fasilitasi pengernbangan usaha
ekonomi perdesazrn tertinggal

40O.1.4.10 Monitoring dan e'raluasi Ekonomi
desa tertinggal

400.1 .4.11 Identifikasi darr inventarisasi
pengembangan rnasyarakat dan
desa tertinggal

400.1.4.12 Fasilitasi pengembangan
masyarakat dan clesa tertinggal

400.1.4.13 Monitoring dan evaluasi
Masyarakat tertin.ggal

400.1 .4.L4 Fasilitasi Kerja Serma antar Desa
Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya
400.1.5.1 Penguatan kapasitas lembaga

lokal

400.1.5



400.1.6

404.1.5.2 Penguatan organisasi
masyarakat

400.1.5.3 Pemberdayaan rrrasyarakat
400.1.5.4 Kerjasama antar Lembaga social

dan budaya
400.1.5.5 Ketenagakerjaan
400.1.5.6 Koordinasi pelaksanaan

kebijakan pembinaan Lembaga
social dan budaya

4OO.1 .5.7 Pemantauan dan evaluasi
Pengembangan Daerah Khusus
400.1.6.1 Fasilitasi pengembangan Daerah

Perbatasan
40A.1.6.2 Fasilitasi pengenrbangan Daerah

rawan konflik darr bencana
400.1.6.3 Fasilitasi pengenrbangan Daerah

Perdesaan
4OA.L.6.4 Fasilitasi pengerrrbangan Daerah

pulau terpencil dim terluar
400.1.6.5 Fasilitasi pengembangan Wilayah

strategis
400.1.6.6 Koordinasi pelaksanaan

kebijakan pengenrbangan daerah
khusus

4OO.1.6.7 Pemantauan dan evaluasi

400.2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIND,UNGAN ANAK
4oo -2.1 Kebijakan di bidang pemberdayaan

Perempuan dan perlindungan Anak yang
dilakukan oleh pemerintah Daerah

4oo.2.2 Pengarusutamaan Gender Ek:onomi, politik
Sosial dan Hukum
440.2.2.1 Data gender
4O0.2.2.2 Advokasi dan fasilitasi

400.2.3 perrindungan perempuan {Kekerasan, Masala
Sosial, Tenaga Kerja, Korban perdagangan)
400.2.3.1 Pencegahan Keker.asan terhadap

Perempuan
4OO.2.3.2 Data perlindungan perempuan
44O.2.3.3 Advokasi dan fasilitasi
4OO.2.3.4 Monitoring, evalueLsi dan Analisa

kebijakan perlindungan

400.2.3.s 3i"J,""i'"ffim.""i dan jaringan
informasi gender

400.2.3.6 Analisis dan penyajian informasi
gender

4OO.2.3.7 Partisipasi publik untuk
kesejahteraan ibu444.2-4 perlindungan Anak (Hak sipil, Ilrasarah sosiar,

Kekerasan Terhadap Anak, Anak Berkebutuhan
Khusus, Anak Ilerhadapan Dengzm Hukum)4OO.2.4.1 pencegahan Kekenrsan terhadap

Anak
4OO.2.4.2 Data perlindungan anak
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400.2.5

400.2.6

444.2.7
400.2.8

400.3 PENDIDIKAN
400.3.1

400.3.2

400.3.3

400.3.4

400.3.5

4OA.2.4.3 Advokasi dan fasilitasi
4OA.2.4.4 Monitoring, evaluLasi dan analisa

kebijakan Perlindungan anak
4AA.2.4.5 Partisipasi public untuk

kesejahteraan anak
Tumbuh Kembang Anak (Pendidikan,
Kesehatan, Partisipasi, Lirrgkungan dan
Penanaman NilaiNilai Luhur, Pengembangan
Kota Layak Anak)
4OO.2.5.1 Pemenuhan Hak Anak
4AA.2 "5.2 Data Klaster Hak Anak
400.2.5.3 Data tumbuh kernbang anak
4AO.2.5.4 Advokasi dan fasillitasi
400.2.5.5 Monitoring, evalttasi dan analisa

kebijakan tumbuh kembang
anak

400.2.5.6 Penyelenggaraan parenting pola
pengasuhan anal<

Penghargaan terkait gender (ArLugerah Parahita
Ekapraya/APE)
Penghargaan Kabupaten Layak Anak
Penghargaan Desa Ramah Perempuan Peduli
Anak

Kebijakan di bidang Pendidikan: 1lang dilakukan
oleh Pemerintah Daerah
Pendidikan Anak Usia Dini (PI\UD) Nonformal,
Informal
400.3.2.1 Bahan Ajar (ltlat Permainan

Edukatif)
4OA 3.2.2 Pelatihan Sosial
400.3.2.3 Peringatan Hari emak
400.3.2.4 Block Grant
Pendidikan Masyarakat
400.3.3.1 Penyelenggaraan Program
400.3.3.2 Penilaian da:r pemberian

bantuan sosial
400.3.3,3 Pembinaan Program
400.3.3.4 Lomba/Pemberian Penghargaan
400.3.3.5 Pameran
400.3.3.6 Rakor
400.3.3.7 Sosialisasi
400.3.3.8 Sertifikasi dan Al,rreditasi
Kursus/Pelatihan Pendidik dan Tenaga
Pendidik
Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama
400.3.5.1 Kurikulum, bahan ajar
400.3.5.2 Block Grant
400.3.5.3 Pelatihan, Bimtek, sosialisasi,
400.3.5.4 Lomba, penghargaan,

penganugerahan
400.3.5.5 Bantuan operarsional sekolah

(Bos)
400.3.5.6 Bantuan Siswa Miskin
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400.3.6 Pendidikan khusus/Layanan Khusus
400.3.6.1 Kurikulum, Bahan ajar, alat

bantu pembelajalan
400.3.6.2 Block Grant
400.3.6.3 l,omba, festival
4AO3.6.4 Sosialisasi, bimtek
400.3.6.5 Pendataan
400.3.6.6 Kelembagaan

400.3.7 Pembinaan Pendidik dan Tenag;a Pendidik
4OA 3.7 .l- Pendataan dan P,smeetaan
4AO3.7.2 Uji Kompetensi Guru
400.3.7.3 Sertilikasi Guru
4OO.3.7.4 Penghargaan guru dan tenaga

kependidikan
400.3.7.5 Peningkatan kesejahteraan guru
40O.3.7.6 Sosialisasi, bimtek
4AA 3.7 .7 Block Grant

400.3.8 Sekolah Menengah Atas
400.3.8.1 Kurikulum
400.3.8.2 Bahan Ajar
400.3.8.3 Pelatihan
400.3.8.4 Block grant
400.3.8.5 Bimbingan teknisrfsosialisasi
400.3.8.6 l,omba, Sayembara, festival
400.3.8.7 Bantuan operarsional Sekolah

(Bos)
400.3.8.8 Bantuan siswa miskin

400.3.9 Pendidikan Khusus-Layanan Khusus
400.3.9.1 Bahan ajar
400.3.9.2 Petunjuk Teknis
400.3.9.3 Block grant
400.3.9.4 Sosialisasi, bimtek
400.3.9.5 Lomba, sayembara, jambore,

festival
400.3.9.6 Kurikulum/bahanpembelajaran
440.3.9.7 Alat bantu pembelajaran
400.3.9.8 Pendataan
400.3.9.9 Kelembagaan (Llnit kesehatan

sekolah, Pendidikanjasmani
adaptif, pendidikim inklusi

400.3.10 Pendidik dan Tenaga Pendidik
400.3.10.1 Pendataan dan Pemetaan
400.3.10.2 Uji Kompetensi Guru
400.3.10.3 Setifikasi Guru
400.3.10.4 Penilaian prestasl kerja guru dan

pengawas sekolah
400.3.10.5 Penghargaan gu:ru dan tenaga

kependidikan
400.3.10.6 Peningkatan kes{ahteraan guru

dan tenaga pendirlik
400.3.10.7 Block grant
400.3. 10.8 Bimbingan teknislsosialisasi

400"3.1 1 Penilaian Pendidikan
400.3.1 1.1 Penilaian Akadem.ik
400.3.1 1.2 Penilaian Non Akademik
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400.4

400.3.1 1.3 Analisis dan Sistem Informasi
Penilaian

4OO.3.12 Data dan Statistik Pendidikan
400.3.12.1 Data peserta didik, pendidik dan

tenaga kependidikan
4OO.3.12.2 Data Satuan l)endidikan dan

Proses Pembelaja.ran
400.3.13 Prasarana dan Sarana Pendidil:an

400.3. 13.1 Prasarana Pendi<likan
400.3.13.2 Saranapendidikrn
400.3.13.3 Monitoringdan E)valuasi

KEOLAHRAGAAN
4OO.4.1 Kebijakan di bidang Keolahragaan yang

dilakukan oleh pemerintah Daerah
4OO.4.2 Pengelolaan Olahragapendidikan

400.4.2.1 Olahraga pendidikan Dasar dan
Menengah

4OO.4.2.2 OlahragapendidikanTinggi
4OO.4.2.3 Olahraga pendidikan Nonformal

dan Informal
400.4.3 PengelolaanOlahragaRekreasi

400.4.3.1 OlahragaMassal
400.4.3.2 OlahragaTradisional
400.4.3.3 Olahraga petualangan,

Tantangan dan wisata
4OO.4.4 Pengelolaan pembinaan Sentra dan sekolah

Khusus Olahraga
4OO.4.4.1 Olahragapendidilran
4OO.4.4.2 OlahragaRekreas,i
4OO.4.4.3 Olahragaprestasi
4OO.4.4.4 SekolahKhusus()lahraga

400.4.5 Pengembangan Olahraga Tradisional dan
Layanan Khusus
400.4.5. I Olahraga Tradisional
4OO.4.5.2 l,ayananKhusus

4OO.4.6 Kemitraan dan penghargaan OleLhraga
4OO.4.6.1 KemitraanKeolahragaan
400.4.6.2 penghargaanOlalrraga

40O.4.7 Pembibitan dan IpTEK Olahraga
400.4.7.1 pembibitanOlahnega
4OO.4.7.2 Kompetisi
400.4.7.3 IpTEKOlahraga

400.4.8 Peningkatan Tenaga d"o Organisasi
Keolahragaan
400.4.8.1 TenagaKeolahragaan
400.4.8.2 OrganisasiKeolahragaan

4OO.4.9 Industri dan promosi Olahraga
4OO.4.9.1 IndustriOlahraga
4OO.4.9.2 promosi Olahraga

400.4.10 Olahraga prestasi
4OO.4.1O.1 Daerch
4OO.4.1O.2 Nasional
400.4.10.3 Internasional

4OO.4.l I Standardisasi dan Infrastruktur ,Olahraga
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400.5

400.4.11.1 Standardisasi Keolahragaan
4OO.4.11.2 Akreditasi Dan Sertifikasi

Keolahragaan
400.4.11.3 InfrastrukturOla.hraga

KEPEMUDAAN
400.5.1 Kebijakan di bidang Kepr:mudaan yang

dilakukan oleh Pemerintah Daerah
4OO.5.2 Peningkatan Tenaga dan Sumbr:r Daya Pemuda

400.5.2.1 Penelusuran(Dut:.Kepemudaan)
4OO.5.2.2 Pengkajian (Rekomendasi

Kepemudaan rnelalui forum
kepemudaan)

400.5.2.3 Pengembangan
400.5.3 PeningkatanWawasanPemuda

400.5.3.1 WawasanKebangsaan
400.5.3.2 Wawasan Lingkurrgan
400.5.3.3 Wawasan Sosial d.an Hukum

400.5.4 PeningkatanKapasitasPemuda
400.5.4.1 Kapasitas Iman dan Taqwa
4OO.5.4.2 KapasitasIpTEK
400.5.4.3 Pemanfaatan IPIEK

400.5.5 Peningkatan Kreativitas Pemuda (pemetaan
Kreativitas / seni kepemudaan)
400.5.5.1 Pengkajian
400.5.5.2 Pengembangan
400.5.5.3 Pendayagunaan(frrsilitasi)

400.5.6 Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda
400.5.6.1 Kepemimpinan: Penelusuran,

Pengaderan, Pendilyagunaan
400.5.6.2 Kepeloporan Pemuda:

Kesukarelawanan.
Pengembangan kepedulian,
pendampingan

400.5.7 Kewirausahaan
400.5.7.1 Kelembagaan
4OO.5.7.2 Pengaderan
400.5.7.3 Perintisan

400.5.8 Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan
Kepramukaan
400.5.8.1 Pemberdayaan Organisasi

Kepemudaan: Kelermbagaan dan
Sumberdaya

400.5.8.2 Pemberdayaan Organisasi
Kemahasiswaan: Kelembagaan
dan Sumberdaya

400.5.8.3 Pemberdayaan Organisasi
Kepelajaran: Kelernbagaan dan
Sumberdaya

400.5.8.4 Pengawasan J(epramukaan:
Kelembagaan, R:ogram dan
Sumberdaya

400.5.9 StandardisasidanlnfrastrukturPemuda
400.5.9.1 Standardisasi
4OO.5.9.2 InfrastrukturPemuda
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400.5.10 Kemitraan dan Penghargaan p€,muda
400.5. 10.1 Kemitraan
400.5.10.2 Penghargaan pernuda

400.6 KEBUDAYAAN
400.6. 1 Kebijakan di bidang Ket,udayaan yang

dilakukan oleh pemerintah Daerah
400.6.2 Pelestarian Cagar Budaya dan I)ermuseuman

4OO.6.2.1 RegistrasiNasional
400.6.2.2 pelindungan
400.6.2.3 pengembangandanpemanfaatan
400.6.2.4 EksplorasidanDokumentasi

400.6.3 Pembinaan Kesenian dan perliLnan
400.6.3.1 pembinaan Seni)?ertunjukan
400.6.3.2 pembinaan Seni llupa
400.6.3.3 pembinaan Seni Literasi dan

apresiasi film
400.6.3.4 DokumentasidarLpublikasi

400.6.4 Sejarah dan Nilai Budaya
400.6.4.1 Sejarah
400.6.4.2 pemetaannilai
4OO.6.4.3 Verifikasi dan perumusan Nilai
400.6.4.4 Dokumentasidan publikasi
400.6.4.5 Dokumentasi sejarah dan nilai

sejarah
400.6.4.6 publikasi sejareLh dan nilai

sejarah
400.6.5 Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya

400.6.5.I Intemalisasinilaibudaya
400.6.5.2 Kekayaan budava
400.6.5.B Warisan budaya nasional dan

dunia
400.6.5.4 Diplomasi budaya

4OO,7 KESEHATAN
4OO.7.1 Kebljakan di bidang Kesehatan .yang dilakukaa

oleh pemerintah Daerah
4OO.7.2 Upaya Kesehatan Dasar

4OO.7-2.1 pelayanan kedokteran keluarga
4OO.7.2.2 praktek klinis dokter di

400.7.2.3
400.7.2.4

pelayanan kesehal:an primer
Pelaksanaan kesehatan primer
Kesehatan gigi dan mulut di
puskesmas
Kesehatan gigi ctan mulut di
rumah sakit
ICD 10, Destistry Ea Stomatologr
Infeksi menular l,ewat transfusi
darah
Penyakit mulut di r:ingkat primer
Pembiayaan darah
Penggunaan darah rasional
Unit transfuse darah, bank
darah rumah sakit dan jejaring
pelayanan darah

400.7.2.5

400.7.2.6
400.7.2.7

400.7.2.8
400.7.2.9
400.7.2.1O
400.7.2.t|
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440.7.3

400 "7 .4

44A.7.5

404.7 .6

4OO.7.2.12 Pelayanan Keseh,atan di daerah
terpencil, sangat terpencil dan
kepulauan

4AA.7 .2.L3 Akreditasi puskerimas
400.7.2.14 Puskesmas berprestasi
Upaya Kesehatan Rujukan
400.7.3.1 Pelayanan kesehtttan rujukan
4OA.7.3.2 Pelayanan kedokteran, organisasi

profesi dan konsorsium upaya
kesehatan (KUK)

4AA.7 .3.3 Pelayanan rumahL sakit privat
4OO.7 .3.4 Pelayanan Kesr:hatan rumah

sakit khusus dan fasilitas
pelayanan Kesehra.tan lainnya

400.7.3.5 Pelayanan Kesr:hatan rumah
sakit pendidikan

400.7.3.6 Pelayanan pa,sien jaminan
kesehatan

4AA.7.3.7 Fasilitas pelayanan Kesehatan
asing dan perdagangan jasa

440.7.3.8 Badan pengawas rumah sakit
400.7.3.9 Perizinan dan penetapan kelas

rumah sakit kelas A dan
Penanam Modal l\sing (PMA)

400.7.3.10 Akreditasi rumra.h sakit dan
fasilitas kesehatan lainnya

Keperawatan dan keteknisian nredik
444.7.4.1 Pelayanan Kepererwatan Dasar
4OO.7 .4.2 Pelayanan keperawatan

profesional di rurnah sakit
4OO.7.4.3 Pelayanan Keperawatan di

Rumah Sakit Umum
4OO.7 .4.4 Pelayanan Keperawatan di

Rumah Sakit Khusus
40A.7.4.5 Bina pelayanan kebidanan
Penunjang medik dan sarana kesehatan
400.7.5.1 Mikrobiologi dan imunologi
4OO.7.5.2 Patologi dan toksilogi
400.7.5.3 Radiologi
4OO.7.5.4 Perizinan dan sertifikasi
400.7.5.5 Sarana dan pras€rana kesehatan
440.7.5.6 Peralatan medirs di fasilitas

pelayanan kesehertan
440.7.5.7 Aplikasi sarana dan prasarana

alat kesehatan
Kesehatan Jiwa
400.7.6.1 Kesehatan jiwa di non fasilitas

pelayanan kesehartan
400.7.6.2 Bina Kesehatan .jiwa di fasilitas

pelayanan kesehartan
400.7.6.3 Etikolegal dan as(:smen
4OO.7.6.4 Pencegahan dan penanggulangan

narkotika dan sejenisnya
400.7.6.5 Etikolegal dan asesmen
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400.7.7

400.7.8

400.7.9

400.7.10

400.7.17

400.7.12

400.7.13

400.7.6.6 Kesehatan ji,va kelompok
beresiko

Surveilans, Imunisasi, Xarantina dan
Kesehatan Matra
4OO.7.7.L Surveilans dan respon kejadian

luar biasa
40O.7.7.2 Imunisasi
400.7.7.3 Karantina kesehatan dan

kesehatan di pelabuhan
4OO.7.7.4 Kesehatan matra
Pengendalian penyakit menular langsung
400.7.8.1 Pengendaliantutprkolosis
400.7.8.2 Pengenda.lian AIDS dan penyakit

menular seksual
40O.7.8.3 Pengendalian infeksi saluran

pernaliasan akut
400.7.8.4 Pengendalian diare dan infeksi

saluran pencema.an
400.7.8.5 Pengendalian kusta dan

frambu sia
Pengendalian penyakit bersumt,er binatang
4OO.7.9.7 Pengendalianmai.aria
4OO.7 .9 .2 Pengendalian arbovirosis
4OO.7.9.3 Pengendalianzoonosis
400.7 .9 .4 Pengendalian filariasis dan

kecacingan
Pengendalian penyakit tidak menular
400.7. 10.1 Pengendalian penyakit jantung

dan pembuluh darah
4OO.7 .1O.2 Pengendaiian pe:nyakit diabetes

melitus dan penyakit metabolik
400.7.10.3 Penyakitkanker
4OO.7.1O.4 Penyakit kronis dan generatif
400.7.10.5 Gangguan akibat kecelakaan dan

tindak kekerasan
Penyehatan lingkungan
4OO.7.ll.l Penyehatan air dan sanitasi

400.7.tl.2
400.7.1 1.3
400.7 .11.4
400.7.1 1.5

dasar
Pemukiman dan tr3mpat umum
Kawasan dan sanitasi darurat
Higien sanitasi pa ngan
Pengamanan lirnbah, udara,
radiasi

Pengembangan dan penapisan teknologi
pengendalian penyakit dan pengendalian
lingkungan
Gizi
40O.7.I3.1 Gizi makro
4O0.7.13.2 Gizi mikro
400.7.13.3 Gizi klinik dan diatetik
4OO.7.13.4 Konsumsi makarLan dan jasa

makanan
400.7.13.5 Kewaspadaangizi
Kesehatan ibu
4OO.7.14.1 Kesehatan ibu hanril

400.7.14
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400.7. 15

400.7.16

400.7.t7

400.7,18

44O.7.19

4OO.7.14.2 Kesehatan ibu bersalin dan nifas
4OO.7.14.3 Kesehatan matemal dengan

pencegahan komplikasi
4OO.7.14.4 Keluargaberencana
4OO.7.14.5 Perlindungan kesehatan

reproduksi
Kesehatan anak
400.7.15.1 KelangsunganhiCupbayi
4OO.7.15.2 Kelangsungan anak balita dan

pra sekolah
400.7. 15.3 Kewaspadaan penanganan balita

beresiko
4OO.7.15.4 Kualitas hidup a:rak usia sekolah

dan remaja
400.7.15.5 Perlindungan kesehatan anak
Kesehatan Tladisional alternatif dan
komplementer
400.7 .16.1 Kesehatan tradisional

keterampilan
4OO.7.16.2 Kesehatan tradisional ramuan
4OO.7.16.3 Kesehatan alternatif dan

komplementer
4OO.7.16.4 Penapisan dan kemitraan
Kesehatan kerja dan Olah raga
4OO.7.17 .1 Pelayanan keseha.tan kerja
400.7.17.2 Kapasitaske{a
4OO.7.17.3 Lingkungan keg'a
4O0.7 .17 .4 Kemitraan keseha.tan kerja
4O0.7 .17 .5 Kesehatan perkotean
4OO.7.17 .6 Kesehatan olahra;3a
Obat Publk dan perbekalan keserhatan
400.7. 18. 1 Harga obat publik
400.7.18.2 Pengadaanobat
400.7.18.3 Perbekalan kesehatan
Produksi dan distribusi alat kest:hatan
400.7.19.7 Alatkesehatan
4OO.7 .79 .2 Produsen dan d istributor alat

kesehatan dan obat
400.7 .19 .3 Produk diagrrostic in vitro dan

perbekalan kesehatan rumah
tangga

Kefarmasian
4OO.7.2O.1 Pelayanan kefarmzrsian
4OO.7.2O.2 Farmasiklinis
4OO.7.20.3 Farmasi Komunitas
4O0.7.2O.4 Penggunaan obatr.asiona-l
Produksi dan distribusi kefarmas,ian
4OO.7.2t.1 Obattradisional
4O0.7.21.2 Kosmetik dan makanan
400.7.27.3 Narkotika, psikotropika,

prekursor farmasi dan sediaan
farmasi khusus

4OO.7.2I.4 Kemandirian obat dan bahan
baku obat

Surat Keterangan, Serlifikasi dan perizinan

400.7.20

400.7.2t

400.7.22
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400.7.23

400.7.24

400.7.25

400.7.26

400.7.27

400.7.29

40O.7.22.1 Suratketerangarr
4OO.7.22.2 Sertifikasi dan perizinan
Penanggulangan Krisis Kesehatan
4OO.7.23.1 Pencegahan, mitigasi, dan

kesiapsiagaan
4OO.7.23.2 Tanggap darurat dan pemulihan
40O.7.23.3 Pemantauan dan informasi
4O0.7.23.4 Penanggulangan krisis kesehatan

dalam bidang pengendalian
penyakit dan penyehatan

4OO.7.23.5 Pelayanan Kesehatan reproduksi
situasi bencana

Pengembangan dan Jaminan Kr:sehatan
4OO.7.24.1 Tersedianya dala NHA setiap

tahun
40O.7.24.2 Tersedianya dokumen teknis

penguatan pelaksanaan JKN
Intelegensia Kesehatan
4OO.7.25.1 Pemeliharaan dan peningkatan

kemampuan inteligensia
kesehatan

4OO.7.25.2 Penanggulangan masalah
inteligensia keseh atan

Kesehatan Haji
400.7.26.1 Pelayanan dan pendayagunaan

sumber daya Kesehatan haji
4OO.7.26.2 Peningkatan Kr:sehatan dan

pengendalian faktor risiko
kesehatan hqii

Promosi Kesehatan
400.7.27.1 Sarana Promosi Kesehatan
4OO.7.27.2 Pembinaan a<lvokasi dan

kemitraan serta pemberdayaan
peran

4OO.7.27.3 Pengembangan pesan promosi
kesehatan

4OO.7.27.4 HariKesehatan
Data dan Informasi
400.7.28.1 Statistikkesehatan
4O0.7.28.2 Analisis dan diseminasi

informasi
4OO.7.28.3 Pengembangan system informasi

dan bank data kes,ehatan
Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik, dan
Produk Komplimen
400.7 .29 .1 Penilaian obat tradisional,

suplemen malcanan dan
kosmetik

4OO.7 .29.2 Standardisasi obat tradisional,
kosmetik dan produk komplimen

4OO.7.29.3 Inspeksi dan sertifikasi obat
tradisional, kosmetik dan produk
komplimen

4OO.7.29.4 Obat Asli IndonesirL

400.7.2A



400.7.30 Keamanan Pangan dan Bahan

Penilaian keamaman pangan
Standardisasi produk pangan
Inspeksi dan sertifikasi produk
pangan
Surveilan dan. penyuluhan
keamanan pangan
Pengawasan prorJuk dan bahan
berbahaya

400.7.31 Rekam Medis

AGAMA DAN KEPERCAYAAN
400.8.1 Kebijakan di bidang Agama da.n Kepercayaan

yang dilakukan oleh PemerintalL Daerah
400.8.2 Fasilitasi

4OO.8.2.L Data Forum Kornunikasi Umat
Beragama (FKUB)
Prov/Kab/Kota

4OO.8.2.2 Pelaksanaan Ket:ukunan Umat
B er agama dan Ke p er c ay aan

400.8.2.3 Pelestarian Nilai-Nilai
Keagamaan dan X.epercayan

4OO.8.2.4 KasusKeagamaarr
4OO.8.2.5 Kasus Aliran Kea6;amaan

400.8.3 Pembinaan Kepercayaan Kepad,a. Tuhan yME
400.8.3.1 Kelembagaandankepercayaan
400.8.3.2 Pembinaan Keruikunan Hidup

Beragama
400.8.3.3 KomunitasKepercayaan
400.8.3.4 Pengetahuan clan ekspresi

budaya tradisional
400.8.3.5 Lingkungan Budaya dan pranata

Sosial

Pengawasan
Berbahaya
400.7.30. i
400.7.30.2
400.7.30.3

400.7.30.4

400.7.30.5

400.8

400.9 SOSIAL
400.9.1

400.9.2

Kebijakan di bidang Sosial yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah
Kesejahteraan Sosial Anak
4OO.9.2.1 Kesejahteraan sosial anak balita
4OO.9.2.2 Kesejahteraan sosial anak

terlantar
4OO.9 .2.3 Kesejahteraan social anak

berhadapan denga:n hukum
4OO.9 .2 .4 Kesejahteraan social anak

dengan kecatatan
4OO .9 .2.5 Kesejahteraan social anak yang

membutuhkan perlindungan
khusus

Rehabilitasi Sosial
400.9.3.I Rehabilitasi sosial orang dengan

kecacatan tubuh dan bekas
penderita penyakit kronis, netra
dan rungu wicara, :mental

4OO.9.3.2 Kelembagaan dan a.dvokasi social

400.9.3



400.9.3.3 Asistensi dan pemeliharaan
kesejahteraan social

4OO.9.4 Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial
400.9.4.1 Gelandangan, pengemis dan

pemulung
4OO.9.4.2 T\rna Susila dan korban traffking

400.9.4.3 f""#;"*"* bina*n Lembaga
pemasyarakatan meliputi
penyiapan, reintr:grasi

4OO.9.4.4 Pelayanan social orang dengan
HIV /AIDS dan kelompok
minoritas

400.9.5 Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan
NAPZA

4OO.9.6 Pelayanan sosial lanjut usia
400.9.6.1 Pelayanan sosial dalam dan luar

panti
400.9.6.2 Pengembangan kelembagaan

meliputi pembinaan lembaga,
kerjasama Temba,ga

400.9.6.3 Advokasi dan pelayanan sosial
kedaruratan

4OO.9.7 Pengumpulan dan Pengelolaa:r sumber dana
bantua sosial

404.9.8 Perlindungan Sosial Korban Ti:ndak Kekerasan
dan Pekerja Migran

400.9.9 Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
400.9.9.1 Ketahanan sosial masyarakat

meliputi keserasian sosial,
penguatan Sumb,er Daya

4OO.9.9.2 Tanggap daruirat meliputi
bantuan darurat, advokasi social

400.9.9.3 pemulihan sosial meliputi
penguatan sosial, reintegrasi
sosial

4OO.9.9.4 Ke4'asama meliputi kerjasama
pemerintah, Keq'asama non
pemerintah

400.9.10 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
400.9.10.1 Kesiapsiagaan da:e mitigasi
4OO.9.1O.2 Tanggap darurat meliputi

bantuan darurat, advokasi sosial
400.9.10.3 pemulihan social dan penguatan

400-9.1r

sosial
400.9.10.4 Kerl'asama
Jaminan Sosial
400.9.1 1.1 Seleksi dan vrifikaLsi
4OO.9.11 .2 Asuransi kesejaltteraan sosial

meliputi kelembagaan,
pengelolaan premi

400.9. 1 1 .3 Bantuan lan;gsung dan
tunjangan berkelanjutan
meliputi pendarnpingan dan
penyaluran
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400.9.t2

400.9.13

400.9.14

400.9.15

4OO.9.11.4 Kerjasama
Pemberdayaan keluarga dare kelembagaan
Sosial
400.9.12.1 Ketahanan keluarga
4OO.9.12.2 Asistensi keluarga dan

pemberdayaan perempu€rn
400.9 .12.3 Tenaga kesejahteraan social

masyarakat dan ,crganisasi sosial
4OO.9.12.4 Kemitraan dunia usaha
400.9.12.5 Karang taruna meliputi

kelembagaan, pengembangan
kapasitas

Pemberdayaan komunitas adat terpencil
400.9.13.1 Persiapan pemberdayaan
400.9.13.2 Pemberdayaan sumber daya

manusia
400.9.13.3 Penggalian dan pengembangan

potensi
400.9.13.4 Keserasian dan penguatan

komunitas adat terpencil
4OO.9.13.5 Kerl'asama kelem'bagaan
Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan
Perdesaan
400.9.14.1 Identifikasidan analisis
4OO.9.14.2 Pengembangan kapasitas
4OO.9.14.3 Penataan sosial lingkungan

kumuh
4OO.9.14.4 Advokasi sociai dan

pengembangan aksesibilitas
400.9.14.5 BantuanLangsurLg
4OO.9.14.6 Kery'asama Kelemltagaan
Kepahlawanan, Keperintisan dan
Kesetiakawanan Sosial
400.9.15. 1 Penghargaan darr kesejahteraan

keluarga pahlawan
4OO.9.15.2 Pelestarian nilai-nilai

kepahlawanan dan keperintisan
400.9.15.3 Pengembangan l<esetiakawanan

sosial
400.9.15.4 Pengelolaan taman makam

pahlawan

4OO. 10 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
400. 10.1 Kebijakan di bidang pemberdayaan Masyarakat

Desa yang dilakukan oleh pemerintah Daerah
400. 10.2 Pemerintahan Desa dan Kelurahan

4O0. 10.2. I Fasilitasi pengenrbangan Desa
dan Kelurahan

4OO.1O.2.2 Administrasi pemr:rintahan Desa
dan Kelurahan

4OO. 10.2.3 Fasilitasi permusy,awaratan Desa
4OO.1O.2.4 Fasilitasi pengelolaan Keuangan

dan Aset Desa
400.10.2.5 pengembangan Kapasitas Desa400.10.3 Kelembagaan dan pelatihan Mas;iarakat
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400.10.4

400.10.5

400. 10.6

400. 10.3.1 Lembaga Masyarakat
400.10.3.2 Pembangunan P.rrtisipatif
40O. 10.3.3 Pendataan Potensi Masyarakat
400. 10.3.4 Pengembangan Kawasan

Perdesaan
400.10.3.5 Pelatihan Masyalakat
Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya
Masyarakat
400.10.4.1 BudayaNusantara
4OO.1O.4.2 Pemberdayaan Pt:rempuan
4OO.10.4.3 Pemberdayaan dan

Kesejahteraan Keluarga
4OO.1O.4 .4 Kesejahteraan Sosial
400.10.4.5 Tenaga Keq'a Per<lesaan
Usaha Ekonomi Masyarakat
4OO. 10.5.1 Usaha Pertanian ,Can Pangan
400. 10.5.2 Usaha Perkreditzu:r dan Simpan

pinjam
400.10.5.3 Produksi dan Pernasaran
400.10.5.4 Usaha Ekonomi dan Keluarga
400. 10.5.5 Ekonomi penlesaan dan

Masyarakat TertirLggal
Sumberdaya Alam dan Teknokrgi Tepat Guna
Perdesaan
400.10.6.1 Fasilitasi Konservasi dan

Rehabilitasi Lingkungan
Perdesaan
Fasilitasi Pemanfaatan Lahan
dan Pesisir Perdesaan
Fasilitasi Prasararra dan Sarana
Perdesaan
Fasilitasi Pemetarm Kebutuhan
dan Pengkajiarr Teknologi
Perdesaan
Pemasyarakatan <lan Kerjasama
Teknologi Perdesarm
Milik Desa (Bumdes)

400.10.6.2

400. 10.6.3

400.10.6.4

400.10.6.5

4OO.IO.7 Badan Usaha

4OO.I1 PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN
400. 1 1.1 Kebijakan di bidang pertimanan dan

Pemakaman yang dilakukan oleh pemerintah
Daerah

4OO.ll.2 Pertamanan
400.11.2.1 Perencanaan pertamanan
4OO.Ll.2.2 Taman Kota
400. 1 1.2.3 Tata Hias dan Ornamen Kota

400. 1 1.3 Pemalaman
400.11.3.1 Perencanaan pema.kaman
400.11.3.2 pemakaman
400.1 1.3.3 pelayanan pemaka:nan

400. 1 1.4 Jalur Hijau
4OO.11.4.1 perencanaan Jalur Hijau
4OO.11.4.2 Jalur Hijau Jalan
400.11.4.3 Jalur Hijau penyr:mpuma dan

Tepian Air
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400.1 1.5
400.1 1.6
44O.11.7
400.1 1.8

Peran Serta Masyarakat
Pengawasan dan Penindakan
Pengelolaan Data
Evaluasi dan Pelaporan

4OO.I2 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
4OA.t2.1 Kebijakan di bidang Keperndudukan dan

Catatan Sipil yang dilakukan oleh Pemerintah
Daerah.

4AO.12.2 Pendaftaran Penduduk
4O0.12.2.1 Identitas Penduduk
444.n.2.2 Pindah Datang Penduduk Dalam

Wilayah NKRI
404.12.2.3 Pindah Datang Penduduk Antar

Negara
4OA.n.2"4 Pendataan Pendr"rduk Rentan
400.12.2.5 Monitoring Bvaluasi dan

Dokumentasi
400.12.3 Pencatatan Sipil

400.12.3.1 Kelahiran dan Kematian
44A.12.3.2 Perkawinan dan l?erceraian
400.12.3.3 Pengangkatan Pengakuan dan

Pengesahan Anak serta
Perubahan

4OO.L2.3.4 Pencatatan Kewarganegaraan
400.12.3.5 Monitoring Evaluasi dan

Dokumentasi
4OO.12.4 Pengelolaan Informasi Administrasi

Kependudukan
4OO.12.4.1, Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan
444.t2.4.2 Kelembagaan Informasi

Administrasi Kep,endudukan
4OO.12.4.3 Pengelolaan data Administrasi

Kependudukan
404.72.4.4 Penyajian dan Layanan Informasi

Administrasi Kepr:ndudukan
4OO .12.4.5 Monitoring Evaluasi dan

Dokumentasi
400.12.5 Pengembangan Kebijakan Keperrdudukan

400. 12.5. 1 Kuantitas Penducluk
400.12.5.2 Kualitas PenduduLk
400.12.5.3 Mobilitas Penduduk
400. 12.5.4 Perlindungan darr Pemberdayaan

Penduduk
400.12.5.5 Pengembangan Wawasan

Kependudukan, Monitoring dan
Evaluasi

440.12.6 Penyerasian Kependudukan
44O.12.6.1 Indikator Kependudukan
4O4.L2.6.2 Proyeksi Pendudurk
40O.12.6.3 Perencanaan Kepr:ndudukan
4O4.L2.6.4 Penyerasian Kebijakan

Kependudukan dengan Lembaga
Non Pemerintah

38



400.12.6.5 Pelaksanaan Penyerasian
Kebijakan Kependudukan
dengan Lembaga Pemerintah

400.13 KELUARGA BERENCANA
400.13.1 Kebijakan di bidang Keluarga Berencana yang

dilakukan oleh Pemerintah Daerah
400.13.2 Analisis pengaduan kebijakan pengendalian

penduduk
400. 13.2.1 Pengumpulan dan pengolahan

data
4OO.13.2.2 Evaluasi dan pelerporan

400.13.3 Fasilitas pengaduan kebijakan pengendalian
penduduk
400.13.3.1 Penyiapan fasiliters
400.13.3.2 Eva_luasi dan peleLporan

400. 13.4 Profil dan proyeksi penduduk
400. 13.4.1 Data profil dan proyeksi

penduduk
4OO.13.4.2 Evaluasi data profil dan proyeksi

penduduk
400.13.5 Penetapan parameter pengendalian penduduk

400. 13.5. I Penetapan sasara.n parameter
400.13.5.2 Evaluasi sasaran parameter

400. 13.6 Pemanfaatan perencanaan pengendalian
penduduk
400.13.6.1 Pemanfaatan prolil dan proyeksi
400.13.6.2 Pemanfaatan par€rmeter

400. 13.7 Pengembangan Sistem
400.13.7.1 Pengembangan Sistem Jalur

Pendidikan Formzrl
400.13.7.2 pengembangan Sistem Jalur

Pendidikan Nonformal dan
Informal

4O0.13.8 Pengembangan Materi
400. 13.8. 1 pengembangan Materi Jalur

Pendidikan Forma.l
400. 13.8.2 pengembangan Materi Jalur

Pendidikan Nonformal dan
' Informal

400. 13.9 Monitoring dan Evaluasi
400. 13.9.1 Monitoring dan Evaluasi Jalur

Pendidikan Formal
4OO.13.9.2 Monitoring dan Evaluasi Jalur

Pendidikan No:rformal dan
Informal

400.13.10
400.13.1 1

400.13.t2

Analisis Sosial
Analisis Ekonomi
Analisis Dampak Politik, per:tahanan darr
Keamanan
Analsis Daya Dukung dan lraya Tampung
Lingkungan
Bina Keluarga Berencana Rurrah Sakit dan
K1inik Pemerintah

400.13.13

400. 13.14
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400. 13.15

400. 13.16

400.13.17

400.13.18

400.13.19

400.13.20

400.13.21

400.13.22

400. 13.23
400.r3.24
400. 13.25

400.13.26

Jaminan pelayanan dan perLyediaan sar€rna
keluarga berencana
Kualitas pelayanan keluarga berencana
pemerintah
400.13.16.1 S tandarisasi pelayanan keluarga

berencana pemerintah
400.13.16.2 Monitoring rlan evaluasi

pelayanan keluruga berencana
pemerintah

Bina keluarga berencana rumah sakit dan
klinik swasta
Jaminan dan ketersediaan srarana keluarga
berencana swasta
Kualitas pelayanan keluarga berencana swasta
400.13.19.1 Standarisasi pel:ryanan keluarga

berencana swasta
400.13. 19.2 Monitoring dan Evaluasi

pelayanan keluarga berencana
swasta

Akses dan kualitas pelayanan keluarga
berencana jalur witayah tertinggal, terpencil
dan perbatasan
400.13.20. 1 Peningkatan akses pelayanan

keluarga berer:Lcana wilayah
tertinggal, terpencil, dan
perbatasan

4OO.13.2O.2 Peningkatan kualitas pelayanan
keluarga beren.cana wilayah
tertinggal, terpencil, dan
perbatasan

Akses dan kualitas pelayanan keluarga
berencana wilayah miskin perkc,taan
400. 13.21.1 Peningkatan akses pelayanan

keluarga berencana wilayah
miskin perkotaan

4OO.13.27.2 Peningkatan kualitas pelayanan
keluarga berencana wilayah
miskin perkotaan

Kesertaan keluarga berencana pria
400.13.22.1 Peningkatan a}:ses keluarga

berencana pria
4OO.73.22.2 Peningkatan partisipasi keluarga

berencana pria
Kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak
Pencegahan PMS dan HIV/AIDS
Pencegahan kanker alat reproduksi dan
penanggulangan infertilitas
Pelembagaan bina keluarga Balita dan anak
4O0.13.26.1 Pengembangan l:elompok bina

keluarga Balita dan anak
4OO.13.26.2 Pengembangan kemitraan bina

keluarga dan ana-tri:
Monitoring dan evaluasi bina lceluarga Balita
dan anak

400.13.27
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400.13.28

400.ts.29

400.13.30

400.13.31

400.13.32

400. 13.33

400.13.34

400. 13.35

400.13.36

400.13.37

400.13.27.1 Monitoring bina keluarga Balita
dan anak

4OO.13.27.2 Evaluasi dan pelaporan bina
keluarga Ba-lita dan anak

Pelembagaan bina ketahanan r,emaja
400.13.28. 1 Pelembagaan bina ketahanan

remaja jalur penrlidikan
4OO.13.2A.2 Pelembagaan bina ketahanan

remaj a j alur masyarakat
Monitoring dan evaluasi bina kr:tahanan remaja
4OO.13.29.1 Monitoring birra ketahanan

remaja
400.13.29.2 Evaluasi dan pelaporan bina

ketahanan remaj a
Pengembangan Program Bina Ketahanan
Keluarga Lansia dan Rentan
400. 13.30.1 Pengembangan Program Bina

Ketahanan keiuarga Lansia
400. 13.30.2 Pengembangan Program Bina

Ketahanan kelua rga Rentan
Pelembagaan Bina Ketahanan keluarga
I"ansia dal Rentan
400.13.31.1 Pengembangan Kelompok Bina

Ketahanan KeluzLrga lansia dan
Rentan

400.13.31.2 Pengembangan l(emitraan Bina
Ketahanan Kelua.rga Lansia dan
Rentan

Monitoring dan evaluasi b:ina ketahanan
keiuarga La.nsia dan Rentan
400.13.32.1 Monitoring Bir:La Ketahanan

Keluarga l,ansia dian Rentan
400.13.32.2 Evaluasi dan pelaporan bina

ketahanan keluarga Lansia dan
Rental

Pengembangan program usiaha ekonomi
keluarga
Peningkatan teknologi dan permodalan usaha
ekonomi keluarga
Peningkatan manajemen us;aha ekonomi
keluarga
400. 13.35.1 Pengembangan a<lministrasi dan

keuangan kelompok usaha
ekonomi keluarga

400.13.35.2 Pengemangan pemasar€rn
kelompok usaha ekonomi
keluarga

Monitoring dan evaluasi u{laha ekonomi
keluarga
P_engembangan Program pusat pelayanan
Keluarga Sejahtera
Pelembagaan Pusat pelayar:Lan Keluarga
Sejahtera
400.13.38.1 Pengembangan Fusat pelayanan

Keluarga Sejahtera.

400. 13.38
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400.13.39

400.13.40

444.73.41
400.t3.42

400.13.43

400.t3.44

400.13.45

400.13.46

400.t3.47

400.13.48

400. 13.38.2 Pengembangarl X.emiitraan Pusat
Pelayanan Keluarga Sejahtera

Monitoring dan Evaluasi Frsat Pelayanan
Keluarga Sejahtera
400.13.39.1 Monitoring Fusat Pelayanan

Keluarga Sejahte:ra
4OO.13.39.2 Evaluasi dan prelaporan Pusat

Pelayanan Keluarga Sejahtera
Pengemba.ngan advokasi dan komunikasi,
informasi, edukasi
400.13.40.1 Perencanaan advokasi dan

komunikasi, inforrnasi, edukasi
400.13.40.2 Evaluasi dan pelaporan

advokasi dan komunikasi,
informasi, edukarsi

Advokasi dan pencitraan
Komunikasi, Informasi dan Edukasi
4OO.13.42.1 Promosi
404.13.42.2 Sarana produksi media

komunikasi
440.1,3.42.3 Produk media koinunikasi
Hubungan dengan lembag,a pemerintah
pusat provinsi
Hubungan dengan lembag;a pemerintah
kabupaten dan kota
440.13.44.1 Pengembangan hubungan

dengan lembaga pemerintah
kabupaten dan krta

4OO.13.44,2 Penguatan hubungan dengan
Lembaga pemerirrtah kabupaten
dan kota

Hubungan dengan lembaga nonpemerintah
400.13.45.1 Pengembangan hubungan

dengan lembaga nonpemerintah
400.13.45.2 Penguatan hubungan dengan

lembaga nonpem(rintah
Tenaga Lini La"pangan
400.13.46.1 Pengembangan tenaga lini

lapangan
404.13.46.2 Monitoring dan evaluasi tenaga

lini lapangan
Institusi Masyarakat Pedesaan
4OO.L3.47.1 Pengembangan institusi

masyarakat pedesiaan
40O.13.47.2 Monitoring dan e.raluasi institusi

masyarakat pedesraan
Mekanisme Operasional lini lapeurgan
400.13.48.1 Pengembangan mekanisme

operasional lini lapangan
4OO.L3.48.2 Monitoring dan evaluasi

mekanisme opr:rasional lini
lapangan

Pengembangan sistem perrcatatan dan
pelaporan

400.13.49
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400.13.50
400.13.51

400.13.52

400" 13.53

400.13.54

400.13.49.1 Perumusan pola sistem
pencatatan dan pelaporan

440.13.49.2 Monitoring dan evaluasi sistem
pencatatan dan pelaporan

Pengumpulan dan pengolahan riata
Analisis dan evaluasi
400.13.51.1 Analisis dan evaluasi

pengendalian perrduduk
400.13.51.2 Analisis dan evaluasi keluarga

berencana dan keluarga
sejahtera

Sistem aplikasi dan bank data
400. 13.52. 1 Pengembangan siistem aplikasi
44O.13.52.2 Pengelolaan banl,r data
Infrastruktur teknologi informarsi
40O.13.53.1 Pengembangan infrastruktur

teknologi informa.si
400.13.53.2 Pemeliharaan infrastruktur

teknologi informa.si
Dokumentasi dan penyebarluasan informasi
4OO.13.54. 1 Dokumentasi dan perpustakaan
400.13.54.2 Pengelolaan situs BKKBN dan

media konferensi

4OO.I4 HUBUNGAN MASYARAKAT
4OO.14.1 Keprotokolan

400.14.1.1 Penyelenggaraan acara
kedinasan (upacrrra, pelantikan,
peresmian, dan jamuan

termasuk ac€Lra peringatan
hari-hari besar)

440.14.1 .2 Buku tamu Keprotokolan
400. 14. 1.3 Agenda kegiatan pimpinan

daerah
404.14.1.4 Kunjungan dinas dalam dan luar

negen
40O.L4.2 Daftar namaf alamat kantor /pejabat
400- 14.3 Dokumentasi/ liputan ke,giatan dinas

pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa_
peristiwan bidang masing-nrasing, dalam
berbagai media: kertas, foto/ videof rekaman
suara/ multi media

4OO.14.4 pengumpulan, pengolahan <lan penyajian
informasi kelembagaan
400.14.4.1 Klipingkoran
40O.14.4.2 Brosur /t*aflet/poster lplakat40O.14.4.3 Pengumuman /pemberitaan400.14.5 Hubungan antar lembaga dan pemerintahan
Daerah
400.14.5.1 Hubungan an[ar lembaga

pemerintah
Hubungan dengan organisasi
sosial I LSM
Hubungan dengar:L perusahaan

100.14.5.2

400.14.5.3
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400.14.6
400.14.7

4O0.14.5.4 Hubungan dengan Perguruan
Tinggi/ sekolah,

termasuk magang, Pendidikan
Sistem Ganda (PSG)/ Praktek

Ke{a Lapang (PKL}
400.14.5.5 ForumKehumasrn
400.14.5.6 Hubungan dengan Media Massa
Dengar pendapat/hearing DPRI)
Bahan/materi pidato/sidang Muspida
Provinsi / Kota/ Kabupaten
Penerbitan Majalah, buletin, koran dan jurnal
Publikasi melalui media cetak maupun
elektronik
Pameran /sayemara./lomba/festival,
pembuatan spanduk dan iklan
Penghargaan / tanda kenang-kenangan
Ucapan Terimakasih, Ucapan Selamat, Bela
Sungkawa, Permohonan Maaf

400.14. 10

5OO PEREKONOMIAN
5OO. 1 KETAHANANPANGAN

500.1.1

500. i.2

500.1.3

500.1.4

500. 1.5

Kebijakan di bidang Ketahana.n Pangan yang
dilakukan Pemerintah Daerah
Ketersediaan dan Kerawanan P:rngan
500. 1.2. 1 Ketersediaan Pangan
500.1.2.2 Akses Pangan
500.1.2.3 KerawananPang:m
Distribusi dan Cadangan pangan
500.1.3.1 Distribusi pangarr
500. 1.3.2 Harga Pangan
500.1.3.3 Cadangaa Pangan
Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan
Pangan
500. 1.4. 1 Konsumsi pangarL
500.1.4.2 Penganekaragam:tn pangan
500.1.4.3 Keamanan panga:n Segar
Penguatan Kelembagaan Ketahanan pangan
500.1.5.1 Dewan Ketahanarr pangan
500.1.5.2 PenghargaanKeta.hanpangan
Swasembada Pangan (Kearifan lokal)
Bimbingan Teknis
Evaluasi

Kebijakan di bidang perdagangan
dilakukan oleh Pemerintah Daerah
Perdagangan Dalam Ne geri

500. 1.6
500.1.7
500. 1.8

500.2 PERDAGANGAN
500.2.1

500.2.2

yarrg

500.2.2.1

500.2.2.2
500.2.2.3

500.2.2.4
500.2.2.5

Bina Usaha Kel:mbagaan dan
Penguatan Usaha
Bisa Usaha Jasa F,erdangan
Bina Usaha Dagmg Asing dan
Keagenan
Informasi Perusahaan
Pelaku Pasar
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s00.2.3

500.2.4

500.2.2.6 Iklim Usaha dan Bimbingan
Teknis Usaha Dagang Kecil
Menengah

5OO.2.2.7 Fasilitasi Usaha dan Pemasanan
Usaha Dagang K:cil Menengah

5OO.2.2.8 PengembanganProdukLokal
5O0.2.2.9 Pencitraan Produk Dalam Negeri
500.2.2.10 Pengembangan Sarana Distribusi
5OO.2.2.11 Pengelolaan Sarana Distribusi
5OO.2.2.12 Kerjasama Pengembangan

Sistem togistik
500.2.2.13 Informasi dan Bimbingan Teknis

Penyedia Jasa Logistik
5OO.2.2.14 Informasi Pasar
500.2.2.15 Informasi Hasil Irrdustri
500.2.2.16 BarangStrategis
5OO.2.2.17 Bahan Pokok Agro
Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
500.2.3.1 Kelembagaan <lan informasi

standar
500.2.3.2 KerjasamaStand:rrisasi
500.2.3.3 Perumusan dan penerapan

standar
500.2.3.4 Tata usaha
500.2.3.5 Keq'asama, in.lormasi, dan

publikasi
500.2.3.6 Analisa p'enyelenggaraan

perlindungan konsumen
500.2.3.7 Bimbingan korrsumen dan

pelaku usaha
500.2.3.8 Fasilitas kelemba6;aan
500.2.3.9 Produk pertambangan dan aneka

industri
500.2.3.10 Produk pertaniarr, kimia dan

kehutanan
500.2.3.11 Jasa
500.2.3.12 Kerjasama
500.2.3.13 Sarana dan Kerjasama
500.2.3.14 Kelembagaan dan dan penilaian
500.2.3.15 UTTP dan Standar Ukuran
500.2.3.16 Pengawasan
500.2.3.17 Balai pengelola.an Standar

Nasional Satuan Ukuran
500.2.3.18 Balai Pengujian UlTp
Perdagangan Berjangka Komoditi
500.2.4.1 Pengkajianpasar
5OO.2.4.2 PengawasanTrans,aksi
500.2.4.3 Pengawasan Keuangan dan Audit
5OO.2.4.4 Pengkajianpasar
500.2.4.5 Pengembangan pasiar
500.2.4.6 Sistem informasi
5OO.2.4.7 Pembinaan pasar lelang dan

system resi gudang

!99 ? 4.8 Pengawasan pasar lelang
500.2.4.9 Pengawasansistemgudang
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500.2.5
500.2.6

Bimbingan Teknis
Evaluasi

500.3 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAFT
500.3.1 Kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah yang dilakukan oleh Pemerintah
Daerah

500.3.2 Kelembagaan Koperasi dan UKIvI
500.3.2.1 Organisasi dan Badan Hukum

Koperasi
5O4.3.2.2 ?ata Laksana Kolcerasi dan UKM
500.3.2.3 Keanggotaan Koprerasi
500.3.2.4 Pengendalian dan Akuntabilitas

500.3.3 Produksi
500.3.3.1 Pertanian Tanarnan Pangan dan

Hortikultura
500.3.3.2 Kehutanan dan F,erkebunan
500.3.3.3 Perikanan dan Pe:ternakan
500.3.3.4 Industri Kerajinan dan

Pertambangan
500.3.3.5 Ketenagalistrikan dan Aneka

Usaha
500.3.4 Pembiayaan

500.3.4.1 Program Pendana:an
500.3.4.2 Pengembangan dra.n pengendalian

Simpan Pinjam
500.3.4.3 Urusan Permodalan
500.3.4.4 Asuransi dan Jasa Keuangan
500.3.4.5 Pembiayaan dan penjaminan

Ituedit
500.3.4.6 Lembaga Pengelola Dana Bergulir

KUKM (LPDB)
500.3.5 Pemasaran dan Jaringan Usaha

500.3.5.1 Perdagangan Dalerm Negeri
500.3.5.2 Ekspor dan Impor.
500.3.5.3 Sarana dan prasarana

Pemasaran
500.3.5.4 Kemitraan dan Jaringan Usaha
500.3.5.5 Informasi dan publikasi Bisnis
500.3.5.6 l.embaga l.ayanim pemasaran

LLP Koperasi dan UKM
500.3.6 Pengembangan Sumber Daya Mimusia

500.3.6.1 PengembanganKe:wirausahaan
500.3.6.2 Kebijakan pendidikan Koperasi

dan UKM
500.3.6.3 Peran Serta Masyerakat
500.3.6.4 Monitoring dan ICvaluasi Diklat

Koperasi dan UKIVT
500.3.6.5 Advokasi

500.3.7 Pengembangan dan Restrukturisasi usaha
500.3.7.1 Produktifitas dan :Mutu
500.3.7.2 Restrukturisasi Us;aha
500.3.7.3 Pemberdayaan Lembaga

Pengembangan Bisrnis (LpB)
500.3.7.4 Fasilitasi Investasi UKMK
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500.3.8

500.3.9
500.3.10

500.3.7.5 PengembanganSaranaBisnis
Pengkajian Sumber Daya UKMI(
500.3.8.1 PenelitianKoper:rsi
500.3.8.2 Penelitian UKM
500.3.8.3 Penelitian Sumber Daya
500.3.8.4 PengembanganPerkaderanUMK
Keq'a Sama Hubungan Antar krmbaga
Pedagang Kaki Lima (PKL)
500.3.10.1 Peraturan Perundang-Undangan
500.3. 10.2 Sarana dan Prasarana
Monitoring dan Evaluasi

500.4

500.3.11

KEHUTANAN
500.4.1 Kebijakan di bidang Kehutanar yang dilakukan

oleh Pemerintah Daerah
50O.4.2 Penyuluhan

500.4.2.1 ProgramKerjaPenyuluhan
5OO.4.2.2 MateriPenlrrluhetn
500.4.2.3 Programpenyuluhan
5OO.4.2.4 SaranaPenyuluhan
500.4.2.5 Pengembangan Tenaga

Penyuluhan
500.4.2.6 Pelaksanaanpenlpluhan
5OO.4.2.7 PemberdayaanM,asyarakat
500.4.2.8 Deseminasi
500.4.2.9 Evaluasi, dan Laporan

500.4.3 Planologi Kehutanan
500.4.3.1 Perencanaan Makro Kawasan

Hutan
500.4.3.2 Penataar Ruang l(awasan Hutan
500.4.3.3 Statistik dan Jaringan

Komunikasi Data Kehutanan
500.4.3.4 pengukuhan dan penataaan

Kawasan Hutan
500.4.3.5 perubahan Irungsi dan

Peruntukan Kawa san Hutan
500.4.3.6 Informasi dan Dokumentasi

Kawasan Hutan
500.4.3.7 Inventarisasi Sumber Daya

Hutan
500.4.3.8 pemantauan Sumber Daya

Hutan
500.4.3.9 pemetaanSumber.DayaHutan
500.4.3.10 Jaringan Data Spasial
500.4.3.11 penggunaan Kawasan Hutan
500.4.3.12 penerimaan Negara Bukan pajak

(PNBP) Penggunaan Kawasan
Hutan

500.4.3.13 Informasi penggu:naan Kawasan
Hutan

500.4.3.14 pembentukan Wilayah
Pengelolaan Hutan.

500.4.3.15 penyiapan Areal pemanfaatan
Hutan
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500.4.4

500.4.3.16 Informasi Wilayah Pengelolaan
dan PemanfaaLtan Kawasan
Hutan

Bina Usaha Kehutanan
500.4.4.1 Data areal HPH IHTI/IUPHHK
5AO.4.4.2 SKHPH/HTr/IUPHHK
500.4.4.3 Keq'asama
5OO.4.4.4 Pembatalan/Penolakan
500.4.4.5 Perpanjangan
500.4.4.6 Modal dan Perala"tan
5AO.4.4.7 Investasi Industnl
500.4.4.8 Peralatan
500.4.4.9 Tenaga Kerja
500.4.4.10 Pemegang Saharrr
500.4.4.1 1 Neraca Perusaharan
540.4,4.72 Rencana Kaqya Kesatuan

Pengelolaan Hrutan Produksi
(KPHP)

500.4.4.13 Rencana Karya, Pengusahaan
Hutan (RKPH)

544.4.4.1,4 Rencana Katya Tahunan
Pengusahaan Hutan (RKT)

500.4.4.15 Rencana Karya Lima Tahun
Pengusahaan Hutan (RKL)

500.4.4.16 Target Produksi RKT dan Beban
Kerja

500.4.4.17 Produksi Kayu
500.4.4.18 Produksi non ka3.u
500.4.4.19 Industri Kayu HPH/HTI/IUPHHK
500.4.4.20 Industri llayu Non

HPH/HTr/TUPHHK
5OO.4.4.21 Industri Non Kayu
5OO.4.4.22 Hutan Tanaman .tndustri Pulp
500.4.4.23 Hutan Tananran Industri

Pertukangan
540.4.4.24 Pelanggaran dan Sanksi
500.4.4.25 Pemblokiran
5OO.4.4.26 Denda
544.4.4.27 Pencabutan Areal

HPH/HTI/IUPHHK
504.4.4.28 Pola Pemanfentan Hutan

Produksi
54O.4.4.29 Penataan Pema:nfaatan Hutan

Produksi
500.4.4.30 Informasi Sumber Daya Hutan

Produksi
500.4.4.31 Pengembangan Investasi Usaha
500.4.4.32 Penyiapan Pema.nfaatan Hutan

Alam
500.4.4.33 Rencana Keq'a pemanfaatan

Hutan Alam/Rencana Kerja
Usaha Produksi Ftasil

500.4.4.34 Produksi Hutan A.lam
500.4.4.35 Penilaian KirLeda Usaha

Pemanfaatan Hutan Alam
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500.4.5

500.4.6

500.4.4.36 Pengembangan l{utan Tanaman
Industri

5OO.4.4.37 Pengembangan I{utan Tanaman
Ralqyat

500.4.4.38 Pengembangan Rencana Keda
dan Produksi Hutal
Tanaman/ Rencarra Kerja Usaha
Produksi

500.4.4.39 Penilaian Kinerja. Pengembangan
Usaha Pemalfaatan Hutan
Tanaman

500.4.4.40 PembiayaanHuteLnTanaman
500.4.4.41 Penerimaan Nega.ra Bukan Pajak

Hasil Hutan
5OO.4.4.42 Peredaran Hasil Flutan
5OO.4.4.43 Pengukuran dan Pengujian Hasil

Hutan
5OO.4.4.44 Penertiban Peredaran Hasil

Hutan
500.4.4.45 Pengolahan dan l)emasaran Hasil

Hutan
500.4.4.46 Pengendalian Bahan Baku dan

Industri Primer H asil Hutan
5OO.4.4.47 Penilaian Kinerja Industri dan

Pemasaran Hasil .Hutan
500.4.4.48 Pembinaan HPH/ ITTI/IUPHHK
5O0.4.4.49 Pembinaan

TPTI / TpTJ / Silvikuttur
Standardisasi dan Lingkungan
500.4.5.1 Standardisasi
5OO.4.5.2 Sarana Pengujian Hasil Hutan
500.4.5.3 Pengembangan
500.4.5.4 Pemasaran Hasil l{utan
500.4.5.5 Pengendalian Lingkungan
500.4.5.6 Angkutan Hasil Hutan
500.4.5.7 Tanda Pengenal pr:rusahaan Tata

Usaha Hasil Hutan
500.4.5.8 Legalitas Tata Usaha Hasil Hutan
500.4.5.9 Palu Tok Kualitas Tata Usaha

Hasil Hutan
500.4.5.10 Pass Angkutan Hasil Hutan
500.4.5.1 1 Sertifikat Ekspor F[asil Hutan
Perlindungan Hutan dan Konsenasi Alam
500.4.6.1 Flora dan Fauna yreng Dilindungi
500.4.6.2 Flora dan Fauna yang Tidak

Dilindungi
500.4.6.3 Lembaga Kon servasi/Kebun

Binatang
500.4.6.4 Konvensi Keanekaragaman

Hayati
500.4.6.5 KawasanKonservasi
500.4.6.6 Pengamanan Hutarr
500.4.6.7 Program dan Evaluasi

Penyidikan dan perlindungan
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500.4.7

500.4.8

500.4.6.8 Penyidikan dan Perlindungan
Wilayah Hutan

500.4.6.9 Polisi Kehutanal dan Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

500.4.6.10 Pemanfaatan Ja.sa Lingkungar
dan Wisata Alam

5O0.4.6.11 Bina Cinta Alam
500.4.6.12 Kader Konservasi Sumber Daya

Alam
500.4.6.13 Data organisasi pencinta alam

dan kader konseruasi SDA
Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan
Perhutanan Sosial
500.4.7.1 PengelolaanBenih
5OO.4.7.2 Kebun Benih
500.4.7.3 TegakanBenih
5OO.4.7.4 PengadaanBenih
500.4.7.5 Pengujian dan Penyimpanan

Benih
5OO.4.7.6 Lalu Lintas Angku.tan Benih
5OO.4.7.7 Pembibitan
500.4.7.8 Lalu Lintas Angkutan Benih
500.4.7.9 Pengembangan Usaha

Perbenihan
500.4.7.10 Pengendalian Peredaran Benih
5OO.4.7.11 Rehabilitasi Hutar: dan Lahan
5OO.4.7.12 Tanaman Reboisasri
500.4.7.13 Pengelolaan D:Lerah Aliran

Sungai (DAS)
5OO.4.7.14 Perhutanan Sosial
5OO.4.7.15 Pengendalian PerlaLdangan
Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
500.4.8.1 Penelitian, Penlgkajian dan

Pengembangan Kehutanan
500.4.8.2 Monitoring da:e Evaluasi

Penelitian
50O.4.8.3 Diseminasi
500.4.8.4 Gelar Teknologi
500.4.8.5 Forum Komunikzrsi Penelitian

dan Pengembangan

500.5 KELAUTAN DAN PERIKANAN
500.5.1 Kebijakan di bidang Kelautan clan Perikanan

yang dilakukan oleh Pemerintah I)aerah
500.5.2 Perikanan Tangkap

5O0.5.2.1 Data dan Statistik Perikanan
Tangkap

500.5.2.2 Rancang Bangun dan Kelaikan
Kapal Perikanan

500.5.2.3 Rancang Bangun dan Kelaikan
AIat Tangkap Ikan

500.5.2.4 Pendaftaran Kapall)erikanan
500.5.2.5 Pengawakan Kapal dan

Ketenagakerjaan Pe:rikanan
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500.s.3

500.5.4

500.5.2.6 Perbantuan dan Evaluasi Kapal
Perikanan dan Alat Penangkapan
Ikan

500.5.2.7 Alokasi Usaha Penangkapan Ikan
500.5.2.8 Tata Pengusahaan Penangkapan

Ikan
500.5.2.9 Verifikasi Dokumen

Penangkapan Ikare
500.5.2.10 Pelayanan Dokumen

Penangkapan Ikan
500.5.2.11 Pemantauan clan Evaluasi

Pelayanan Usahzr penangkapan
Ikan

500.5.2.12 Kelembgaan Usaha penangkapan
500.5.2.13 Investasi dan Perrnodalan Usaha
50O.5.2.14 Kenelayanan
500.5.2.15 Pembinaan PengeJolaan Usaha
500.5.2.16 Pemantauan dan Evaluasi Usaha

Penangkapan lkan
Perikanan Budidaya
500.5.3.1 Potensi Lahan dan Air
500.5.3.2 Prasarana dan SaLrana Budidaya

Air Tawar
500.5.3.3 Pengelolaan Indtrk perbenihan

ikan air tawar
500.5.3.4 Perbenihan Skala Kecil
500.5.3.5 Informasi dan Distribusi

Pembenihan
500.5.3.6 Budidaya Air TawzLr
500.5.3.7 Budidaya Ikan Hia.s
500.5.3.8 SertifikasiBudida5a perikanan
500.5.3.9 Data dan Statistik perikanan

Budidaya
500.5.3.10 Hama dan Penyakit Ikan
500.5.3.1 1 Perlindungan Lingkungan

Budidaya
500.5.3.12 Investasi dan permodalan Usaha

Budidaya
500.5.3.13 Kewirausahaan Budidaya
500.5.3.14 Pelayanan Usaha Eludidaya
500.5.3.15 Kelembagaan dan

Ketenagaakerjaan
500.5.3.16 Promosi Usaha dan Budava
Pengolahan dan Pemasaran Hasil perikanan
500.5.4.1 StandarisasipengolahanHasil
500.5.4.2 Pengembangan produk
500.5.4.3 Pengembangan Lrsaha Mikro,

Kecil, dan Menengalr
500.5.4.4 Industri pengolaha:n
500.5.4.5 Sarana dan prasarana

Pengolahan Hasil
500.5.4.6 Standarisasi f,engembangan

Produk Non Konsurnsi
500.5.4.7 Promosi dan Jaringan lkan Hias
500.5.4.8 Pengembanganlndr:stri
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500.5.5

500.5.4.9 Sarana dan Prasarana
Pengembangan Produk Non
Konsumsi

500.5.4.10 Kelembagaan Pe:masaran Dalam
Negeri

500.5.4.11 Analisis dan Leformasi Pasar
Dalam Negeri

500.5.4.12 Jaringan Distribusi dan
Kemitraan Pemasaran Dalam
Negeri

500.5.4.13 Promosi dan Kerja Sama
Pemasaran Dalar:n Negeri

500.5.4.14 Sarana dan Prasarana
Pemasaran Dalarn Negeri

500.5.4.15 Kelembagaan Pr:masaran Luar
Negeri

500.5.4.16 Analisis dan Informasi
Pemasaran Luar Negeri

500.5.4.17 Pengembangan Ekspor
500.5.4.18 Pengembangan Irnpor
500.5.4.19 Promosi dan Keqa Sama

Pemasaran Luar.Negeri
500.5.4.20 Pelayanan Usaha
500.5.4.2L KemitraanUsaha
50A.5.4.22 Ketenagakerjaan Pengolahan dan

Pemasaran
500.5.4.23 Investasi dan Per:modalan
500.5.4.24 Informasi dan Promosi
Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil
500.5.5.1 Rencana Tata Ruang Laut

Nasional dan Peririran Yurisdiksi
500.5.5.2 Rencana Tata Ruang dan hna

Wilayah I
500.5.5.3 Rencana Tata Ruang dan hna

Wilayah II
500,5,5.4 Informasi dan Evialuasi Spasial
500.5.5.5 Jejaring, Data, dan Informasi

Konservasi
500.5.5.6 Konservasi Wawasan
500.5.5.7 Konservasi Jenis Ikan
500.5.5.8 Pemanfaatan Kavyasan dan Jenis

Ikan
500.5.5.9 Mitigasi Bencana Lingkungan
500.5.5.1O Pendayagunaan Sumber Daya

Kelautan
500.5.5.11 Penanggulangan Pencemaran

Sumber Daya Pesisir dan Laut
500.5.5. 12 Rehabilitasi dan l{eklamasi
500.5.5.13 Identifikasi Pulau-Pulau Terkecil
500.5.5.14 Pengelolaan Ekosistem Fulau-

Pulau Terkecil
500.5.5.15 Investasi dan lbomosi pulau-

Pulau Terkecil
500.5.5.16 Sarana dan Prersarana pulau-

Pulau Terkecil
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s00.s.6

500.5.7

500.5.5.17 Akses Permodalaia
500.5.5.18 Akses Ilmu Pe:ngetahuan dan

Teknologi
500.5.5. 19 Sosial Budaya Masyarakat
500.5.5.20 Pengembangan Usaha
Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan
Perikanan
500.5.6.1 Pengawasan Penangkapan

Wilayah Barat
500.5.6.2 Pengawasan Penangkapan

Wilayah Timur
500.5.6.3 Pengawasan Pengangkutan,

Pengolahan dan Pemasaran
500.5.6.4 PengawasanUsahaBudidaya
500.5.6.5 Pengawasan Ekosistem Perairan

dan Kawasan Konservasi
500.5.6.6 Pengawasan Pencemaran

Perairan
500.5.6.7 Pengawasan Pesisir dan Pulau-

Pulau Terkecil
500.5.6.8 Pengawasan Jasa Kelautan dan

Sumber Daya NonHayati
500.5.6.9 Logistik dan Ope:rasional Wilayah

Barat
500.5.6.10 Logistik dan Ope:rasional Wilayah

Timur
500.5.6. 1 1 Perawatan Kapal Pengawas
500.5.6.12 Pengawakan Kap,al Pengawas
500.5.6.13 Sistem Pemantauan
500.5.6.14 Pemantauan Pemanfaatan

Sumber Daya Kelautan
500.5.6.15 Pemantauan fiumber Daya

Perikanan
500.5.6.16 Pengembangan Infrastruktur

Pengawasan
5OO.5.6.17 Penyidikan
500.5.6.18 Penanganan Barang Bukti dan

Awak Kapal
500.5.6.19 Kerja Sama Penegakan Hukum

dan Fasilitas PPNS Perikanan
500.5.6.20 Pemantauan dan Evaluasi

Penanganan Pela:nggaran
Karantina Ikan
500.5.7.1 Pemeriksaan Ikarr
500.5.7.2 Penahanan
500.5.7.3 Pengasingan
500.5.7.4 Pengamatan
500.5.7.5 Pengakuan
500.5.7.6 Penolakan
500.5.7.7 Pemusnahan
500.5.7.8 Persyaratan lalu Lintas

Pemasukan
500.5.7.9 Persyaratan lalu Lintas

Pengeluaran
500.5.7.10 Permohonan Sert:ifikat
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500.5.7.11
500.5.7.12
500.5.7.13

500.5.7.14
500.5.7. 15
500.5.7.16
500.s.7.17
500.5.7.18

Pemasukan Formulir
Pemasukan Sertifikat
Evaluasi dan Monitoring
Sertifikat
Surat Perintah
Rekomendasi
Penutupan Suatu Area
Pelanggaran l,alu Lintas Ikan
Pengawasan peraturan
Perkarantinaan
Pengawasan pelaksanaan
Operasional
Instalasi Karantirra Sementara
Lokasi Karantina

500.5.7. 19

500.5.7.20
500.5.7.21

s00.6 PERTANIAN
500.6. 1 Kebijakan di bidang pertaniar-r yang

dilakukan oleh pemerintah Daerah500.6.2 Perlindunganhortikultura
500.6.2.1 perlindunganTarLamanBuah
500.6.2.2 perlindungan Tantaman Savuran

dan Tanaman Obat
500.6.2.3 perlindungan Tanaman

Florikultura
500.6.2.4 Dampak iklim dan persyaratan

Teknis
Perbenihan Hortikultura
500.6.3.1 penilaianVarietas
500.6.3.2 pengawasan Mutrr Benih500.6.3.3 Budidaya dan pascapanen

Florikultura
Perluasan dan pengelolaan lahrm
500.6.4.1 Basis Data LaharL
5OO.6.4.2 pengendalianLa.tLan
500.6.4.3 Optimasi, Rehrabilitasi dan

Konservasi l,ahar:r
500.6.4.4 perluasan Kawzrsan Tanaman

pangan
500.6.4.5 perluasan Kawasa.n Hortikultura,

perkebunan dan .petemakan
Pengelolaan Air Irigasi
!99.6 5 1 pengembangan Srrrnlsl 411500.6.5.2 pengembangan Jaringan dan

Optimasi Air
500.6.5.3 Iklim, Konservasi Air dan

Lingkungan Hidup
500.6.5.4 Kelembasaan
Pembiayaan pertanian

:9999 I pembiayaan progr:am
500.6.6.2 pembiayaan SyiAn dan Keda

Sama

I99 q g 3 pembiayaan agribisnis500.6.6.4 Kelembagaandarrpemberdavaan
agribisnis

Pupuk Pestisida

500.6.4

500.6.5

500.6.6

500.6.7
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soO.6.8

500.6.9

500.6.10

500.6.1 1

54O.6.12

500.6.13

500.6.14

500.6.15

500.6.7.1 Pupuk Organik dan Pembenah
Tanah

500.6.7 .2 Pupuk Anorganilr
500.6.7.3 Pestisida
5OO.6.7 .4 Pengawasan Pupuk dan Pestisida
Alat dan Mesin Pertanian
500.6.8.1 Pengembangan .Alat dan Mesin

Pertanian
500.6.8.2 Pengawasan danr Peredaran Alat

dan Mesin Pertanian
500.6.8.3 Kelembagaan datr Pelayanan AIat

dan Mesin Pertanian
Perbenihan Tanaman Pangan
500.6.9.1 Penilaian Varietas dan

Pengawasan Mutu Benih
54O.6.9.2 Produksi Benih Sierealia
500.6.9.3 Produksi Benih Aneka Kacang

dan Umbi
500.6.9.4 Kelembagaan Berrih
Budidaya Serealia
500.6. 10. 1 Padi Ingasi dan tlawa
500.6.10.2 Padi Tadah Hu.ian dan Lahan

Kering
500.6.10.3 Jagung
500.6.10.4 Serealia Lain
Budidaya Aneka Kacang dan Urnbi
500.6. i 1.1 Kedelai
500.6. 1 1.2 Ubi Kayu
500.6.1 1.3 Aneka Kacang
500.6.1 1.4 Aneka Umbi
Tartaman Pangan
500.6.12.1 Pengeloalan Data Organisasi

Pengganggu Tumbuhan
500.6.12,2 Dampak Perubahan Iklim
500.6.12.3 Teknoogi Pengendalian

Organisme pengganggu
Tumbuhan

5OO.6.L2.4 Pengelolaan Pengendalian Hama
Tepadu

Pascapanen Tanaman Pangan
500.6.13.1 Padi
500.6.13.2 Jagung dan Sereerlia alin
500.6.13.3 Kedelai dan Aneka Kacang
500.6.13.4 Aneka Umbi
Pengolahan Hasil Pertanian
500.6.14.1 Tanaman Pangan
5OO.6.14.2 Holtikurtura
500.6.14.3 Perkebunan
500.6.14.4 Peternakan
Mutu dan Standariasi
500.6.15.1 Standardisasi
500.6.15.2 Penerapan dan pengawasan

Jaminan Mutu
500.6.15.3 Akreditasi dan Kelembagaan
500.6. 15.4 Kerjasama dan Hermonisasi
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500.6.16

500.6.17

500.6.18

500.6.19

500.6.20
500.6.21

54O.6.22

500.6.23

50a.6.24
500.6.25

s00.6.26

500.6.27

Pengembangan Usaha dan Invesrtasi
500.6. 16. 1 Kemitraan dan Kt:wirausahaan
500.6.16.2 Investasi
500.6.16.3 Promosi Dalam Nr:geri
500.6.16.4 Promosi Luar Negeri
Pemasaran Domestik
500.6.17.1 Informasi Pasar
50A.6.17.2 Pemantauan Pasar dan

Stabilisasi Harga
500.6"17.3 Sarana dan Kelenrbagaan Pasar
5AA.6.17 .4 Jaringan Pemasan"an
Administrasi Penelitian, Pengkajian, dan
Pengembangan, antara lain: Rencana Kerja,
TOR/ Proposal, Pembentukan Tim Kerja dan
Surat menyurat
Hasil Penelitian, Pengikajian, dan
Pengembangan
500.6.19.1 Hasil Penelitian dan

Pengembarlgarl
500.6.19.2 Hasil Pengkajian dan Kebijakan

dan Strategi
Diseminasi
Publikasi Hasil Penelitian/ Pengkajian
500.6.21.1 Pameran, Temu Lapang, Temu

Bisnis, Demlot, Seminar
Iokakarya, Temu Karya,
Workshop

504.6.21.2 Jurnal, Buleti"n, Monograf,
Prosiding, dan Pubikasi lainnya

Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian, dan
Pengembangan
Forum Komunikasi Penelitian dan
Pengembangan
Data Penelitian dan Pengemban;gan
Evaluasi Penelitian I Pengkajian dan
Pengembangan
Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
500.6.26.1 Hak Cipta
504.6.26.2 Hak Paten Sederhana
500.6.26.3 Hak Paten Biasa
500.6.26.4 Hak Merek
500.6.26.5 Pendaftaran Varietas Tanaman
504.6.26.6 Permohonan Hak PVTT Tanaman

Semusim dan Tahunan
500.6.26.7 Permohonan HKI :fang ditolak
Pelayanan Perijinan Pertanian
504.6.27.1 Sarana I (biCang pupuk,

pestisida, alat dan mesin
pertanian)

54A.6.27.2 Sarana it {tridang benih
tanaman, baha.n penelitian,
teknis pangan segar asal
tumbuhan, teknis pengalihan
saham perkebunan)
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s00.6.28

500.6.29

500.6.27.3 Sarana III (bidarrg bibit, karkas,
daging, dan jeroan, pakan
ternak, obat hewan,dan teknis
sumber daya genetik ternak)

Pelayanan Hukum
500.6.28.1 Sertifikasi
500.6.28.2 Pertimbangan Hukum
Karantina Pertanian
500.6.29. L Karantina T\rmbuha.n
504.6.29.2 Karantina Hewarr
Bimbingan Teknis
Evaluasi

500.7

s00.6.30
500.6.31

PETERNAKAN
500.7.1 Kebijakan di bidang Peternakarr yang dilakukan

oleh Pemerintah Daerah
5OA.7 .2 Peternakan dan Kesehatan Heuan

540.7.2.1 Perbibitan TerneLk, Antara lain:
Produksi B:ibit Ternak
Ruminansia, Irroduksi Bibit
Ternak Non Ruminansia,
Penilaian dan Pelepasan Bibit
ternak, Pengernbangan Bibit
Ternak, Surat lRekomendasi &
Persetujuan Pemasukanf
Pengeluaran

500.7.2.2 Pakan Ternak
500.7.2.3 Budidaya Ternak
500.7"2.4 Kesehatan Hewan, Antara lain:

Pengamatan Penyakit Hewan,
Pencegahan dan Pemberantasan
Penyakit Hewan, Perlindungan
Hewan, Kelenrbagaan dan
Sumber Daya Kesehatan Hewan,
Pengawasan Obail Hewan

500.7.2.5 Kesehatan Masyarakat Veteriner
dan Pascapaner:1, Antara lain:
Pascapanen, Higien Sanitasi,
Pengawasan lianitary dan
Keamanan Produk Hewa:r,
Zoonosis dan Kesejahteraan
Hewan, Pengujian dan Sertifikasi
Produk Hev,ran, Surat
Rekomendasi & persetjuan
Pemasukan/ Penlgeluaran

500.7.3 Bimbingn Teknis
500.7.4 Evaluasi

PERKEBUNAN
500.8.1 Kebijakan di bidang perkebunan yang

dilakukan oleh pemerintah Daerah
500.8.2 Tanaman Semusim

500.8.2.1 Identifikasi dan pendayagunaan
Sumber Daya Tanaman Semusim

5OO.8.2.2 perbenihan Tanarnan Semusim

s

500.8
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500.8.3

500.8.4

s00.B.s

500.8.6

500.8.7
500.8.8

500.8.2.3 Budidaya Teknr>logi Budidaya
Tanaman Semusim

500.8.2.4 Pemberdayaan Tanaman
Semusim

Tanaman Rempah & Penyegar
500.8.3.1 Identifikasi dan Pendayaguunaan

Sumber Daya Tanaman Rempah
& Penyegar

500.8.3.2 Perbenihan Tanaman Rempah &
Penyegar

500.8.3.3 Budidaya Tanarn.al Rempah &
Penyegar

500.8.3.4 PemberdayaandanKelembagaan
Tanaman RempalL & penyegar

Tanaman Tahunan
500.8.4.1 Identifikasi dan Pendayagunaan

Sumber Daya., Tanaman
Tahunan

500.8.4.2 PerbenihanTanamanTahunan
500.8.4.3 BudidayaTanamanTahunan
500.8.4.4 Pemberdayaan dan Kelembagaan

Tanaman Tahunarr
Perlindungan Perkebunan
500.8.5.1 Identifikasi dan pengendalian

Organisme pengganggu
T[mbuhan ?anarnan Semusim,
Perlindungan perk ebunan

500.8.5.2 Identifikasi dan pengendalian
Organisme pengganggu
T\rmbuhan Tanaman Rempah
dan Penyegar

500.8.5.3 Identifikasi dan Pengendalian
Organisme pengganggu
Tumbuhan Tanaman Tahunan

500.8.5.4 Dampak Perubahan Iklim dan
Pencegahan Kebakaran

Pascapanen dan Pembinaan Usalu
500.8.6.I Pascapanen Tanarnan Semusim,

Rempah dan Penye'gar
500.8.6.2 PascapanenTananranTahunan
500.8.6.3 Bimbingan Usaha dan

Perkebunan Berkelanjutan
500.8.6.4 Gangguan Ur;aha dan

Penanganan Konfli.k
Bimbingan Teknis Perkebunan
Evaluasi Perkebunan

PERINDUSTRIAN
500.9.1 Kebijakan di bidang perindrrstrian yang

dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.9.2 Iklim Usaha dan Keda Sama

500.9.2.1 IndustriManufaktur
540.9.2.2 Industri Agro
500.9.2.3 Industri UngguluLn Berbasis

Teknologi Tinggi

I

500.9
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5OO.9.2.4 Industri Kecil da:r Menengah
500.9.3 Promosi Industri

500.9.3.1 IndustriManufal,tur
500.9.3.2 Promosi Industri Agro
500.9.3.3 Industri Unggrrlan Berbasis

Teknologi Tinggi
500.9.3.4 Industri Kecil dan Menengah

500.9.4 StandarisasidanTeknologi
500.9.4.1 IndustriManufak.tur
5OO.9.4.2 Industri Agro
500.9.4.3 Industri Unggrrlan Berbasis

Teknologi Tinggi
5OO.9.4.4 Industri Kecil dan Menengah

500.9.5 Hak dan Kekayaan intelektual
500.9.5.1 IndustriManufaktur
500.9.5.2 Industri Agro
500.9.5.3 Industri Unggulan Berbasis

Teknologi Tinggi
500.9.5.4 Industri Kecil dan: Menengah

500.9.6 Industri Hijau
5O0.9.6.1 IndustriManufaktur
500.9.6.2 Industri Agro
500.9.6.3 Industri UnggtLlan Berbasis

Teknologi Tinggi
500.9.6.4 Industri Kecil dan Menengah

5OO.9.7 Analisis Kerja Sama Industri Unggulan
Kabupaten/ Kota

500.9.8 Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Inti
Industri (Provinsi dan Kabupaten/ Kota)

500.9.9 Pengembangan Infrastruktur pendukung
Pengembangan Kawasan Indu stri

500.9.10 Fasilitasi Pengembangan Kawasurn Industri
500.9.1 1 Ke{a Sama Ketahanan Industri [nternasional
500.9.12 Standarisasi

500.9.12.1 Standar
5OO.9.12.2 penyiapan peneral:an
500.9.12.3 Infrastruktur Standar

500.9.13 Pengk4lian Kebijakan dan Iklim Usrha Industri
500.9.13.1 Kebijakantndustrj
500.9.13.2 perpajakan dan Ta.rif
500.9.13.3 pengembangan Mcdel Industrial

500.9.14 Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan
Hidup
500.9. l4. t Industri Hijau
5OO.9.14.2 Lingkungan Hidup
500.9. r 4.3 Energi

500.9.15 Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual
500.9. 15.1 pengkajian dan penerapan

sooe ls2 fflJfrHJ"uTl?ju'"X::|i*".
Inovasi Teknologi Irrdustri

500.9.15.3 pengembangan Hak Kekayaan
Intelektual

500.9.16 Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Industri
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5OO.10 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
500.10.1 Kebijakan di bidang Energi dan Sumber Daya

Mineral yang dilakukan oleh Pemerintah
Daerah

500. 10.2 Rekomendasi Kegeologian
500.10.2,1 Mitigasi Gunung Api, Gempa

Bumi, Tsunami, dan Gerakan
Tanah

500.10.2.2 Air Tanah dan Geologi Tata
Lingkungan

500.10.2.3 Pertambangan
500.10.2.4 Panas Bumi
500.10.2.5 Geosains
500.10.2.6 Pengukuran l.'ime Domain

Electromagnetic (TDEM)
544.10.2.7 Kelayakan Lingktrngan

500.10.3 Penelitian Kegeologian
500.10.3.1 Administrasi pelaksanaan

penelitian
500.10.3.2 Administrasi teneiga penelitian
500.10.3.3 Administrasi penggunaan

peralatan penelitian
500.10.3.4 Log-book peralatan

surveil peralatan uj il kalibrasi
5OO.10.3.5 Hasil penelitian dan penyelidikan

kegeologian
500.10.3.6 Sumber Daya Geologi
500.10.3.7 Air Tanah dan Geologi Tata

Lingkungan
500.10.3.8 Vulkanologi rlan Mitigasi

Bencana Geologi
500.10.3.9 Survei Geoiogi

500.10.4 Inventarisasi dan evaluasi kegec,logian
500.10.4.1 Sumber Daya Geologi
500.10.4.2 Vulkanologi clan Mitigasi

Bencana Geologi
500.10.4.3 Air Tanah dan Geologi Tata

Lingkungan
500.10.4.4 Survei Geologi
500.10.4.5 Konservasi

500.10.5 Administrasi pelayanan Kegeologian dan
Penyajian Data dan Informasi
500.10.5.1 Peta potensi dan sebaran
500.10.5.2 Air Tanah dan Geologi Tata

Lingkungan
500.10.5.3 Mitigasi Bencana Gunungapi,

Gerakan Tanah, Gempa Bumi
dan Tsunami, Semburan
Lumpur/Gas serta kebakaran
Batubara

500.10.5.4 Survei Geologi
500.10-6 pembinaan program Minyak dan Gas Bumi

500.10.6.1 Rencana Induk Jaringan Gas
Bumi

500.10.6.2 Rencana dan Realisasi Investasi
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500.10.7

500.10.6.3 Penetapan Harga Minyak Mentah
500.10.6.4 Penetapan Bagi Hasil

Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) Minyak dem Gas Bumi

500.10.6.5 Pelaksanaan Pe:meriksaan dan
Pengujian PNBP

500.10.6.6 Verifikasi Tinglet Komponen
Dalam Negeri (TKDN)

500.10.6.7 Rekomendasi Kemampuan
Produksi Barang dan Jasa Dalam
Negeri

500.10.6.8 Rencana KebuLtuhan Impor
Barang (RKIB) dan Rencana
Impor Barang (RI B)

Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
500.10.7.1 Penyiapan darr Penawaran

Wilayah Kerja $fK) Minyak dan
Gas Bumi (Konvensional dan Non
Konvensional)

5OO.1O.7.2 Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi
{anta-r:a lain: Pernanfaatan Data
Migas untuk pres,entasi makalah,
publikasi makalilh, pembukaan
data, lzin Pengiriman Data ke
Luar Negeri, lzin Pengiriman
Data ke Luar llegeri, Unitisasi
Lapangan Minyak dan Gas Bumi,
Rekomendasi Pengalihan
Interest, Rekomendasi
Penyisihan Wilayrah Kerja Minyak
dan Gas Burni, Penyiapan
Dokumen Pengal<hiran Kontrak,
Laporan Data liurvei Seismik,
Laporan Data Pemboran Sumur
Eksplorasi per semester, Laporan
Data Pemboran Sumur
Eksplorasi Tahunan)

500.10.7.3 Eksploitasi Minyak dan Gas
Bumi (antara lain: Rekomendasi
Penggunaan Derta Eksploitasi
(publikasi mal.ralah, analisa
laboratorium, Reprocessing),
Penetapan Pengu sahaan Minyak
Bumi dari Sumur Tua,
Penetapan Pengusahaan
Lapangan Produksi yang
Dikembalikan Kepada
Pemerintah, Buiku Cadangan
Minyak dan Gars Bumi, Data
Cadangan Strategis/Penyangga
Minyak dan Gas Bumi, La.poran
Hasil Pemantaualr Data Produksi
Minyak dan Gas Bumi, l.a,poran
Hasil Inventarisarsi Mutu Minyak
dan Gas Bumi)
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500. 10.7.4 Pengembangan lapangan Minyak
dan Gas Bumi (PICD)

500.10.7.5 Perpanjangan Kontrak KKS
5O0.10.7.6 Penetapan Alokasi dan Harga

Gas
5OA.1O.7.7 Partisipasi Interest
500.10.7.8 Tumpang Tindih Lahan

500.10.8 Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
500.10.8.1 Perumusan pedoman, prosedur,

layanan serta pengawasan Usaha
Pengolahan, Pengangkutan,
Penyimpanan, dern Niaga Minyak
Bumi dan Gars Bumi, Hasil
O1ahan dan Bahan Bakar La.in,
Antara lain: Pedoman dan
Prosedur, La5ranan Usaha
{Izin / rckomendasi / penandasaha
n), Pengawasan

500,10.8.2 Fasilitasi dan pertimbangan
pelanggaran

5OO.1O.8.3 Penetapan Harga dan Subsidi
Bahan Bakar yang ditetapkan
dengan KeputuseLn Menteri

500.10.9 Teknik dan Lingkungan
500.10.9.1 Perumusan pelaksanaan dan

pengawasan Standar Nasional
Indonesia (SNI) / Standar
Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia (SKKNI)

500.10.9.2 Registrasi No:nor Pelumas
Terdaftar {NPT}, Antara lain:
Berkas permoJronan, Berita
Acara Hasil Evaluasi, Salinan
Sertifikat NPT, Register NPT

50O.10.9.3 Buku Register Wr:lding Procedure
Specification (WPS)/ Procedure
Qualification Rec,rrd (PQR)

500. 10.9.4 Register dan Sertifikat Kualifikasi
Juru Las

500.10.9.5 Keselamatan Hulu Minyak dan
Gas Bumi, Antara lain:
Pemeriksaan Teknis dan
Pengujian Instalasi dan
Peralatan, Pemer:lksaan Kalibrasi
Teknis, Pengawasan
Keselamatan Operasi

500.10.9.6 Keselamatan Hilir Minyak dan
Gas Bumi, Antara lain:
Pemeriksaan Teknis dan
Pengujian Instalasi dan
Peralatan, Pemerj:ksaan Kalibrasi
Teknis, pengawasan
Keselamatan Ope:rasi

500.10.9.7 Keselamatan Kerja dan
Lindungan Lingkungan
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500. 10. 10

500. 10.11

500. 10. I 1.6
500. r0.1 1.7

500. 10. 12 Panas Bumi
500. 10. 12.1

500.10.9.8 Dokumen Persetujuan
Penunjukkan Kepala/Wakil
Kepala Teknik 'l'ambang Hulu
dan Hilir, Antara lain: Dokumen
Permohonan Pengajuan
persetujuan penunjukkan Calon
kepala/wakil kr:pala Teknik
tambang minyak dan gas bumi,
Surat Undangan Presentasi,
Makatah Presentasi, Surat
Persetujuan/ pengesahan
penunjukan kepa la/wakil Kepala
Teknik Tambang, Minyak dan
Gas Bumi

500.10.9.9 Penghargaan Kesrdamatan Kerja,
Antara lain: ureLt permohonan
Mendapatkan penghargaan,
Surat Penugasan Da1am Rangka
Verifikasi, Berkas Hasil Evaluasi
Veri{ikasi, Salinan Tanda
Pengfiargaan, Dokumen
Pengajuan dan prenilaian Tanda
Penghargaan Keselamatan
Minyak dan Gas Ilumi

500. 10.9.10 Usaha penunjang
Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
500.10.10. 1 Perencanaan program Keq'a

Pembangunan Infrastruktur
Minyak dan Gas llumi

500. 10. 10.2 Pengadaan pembangunan
Infrastruktur Minyak dan Gas
Bumi

500.10.10.3 Pelaksanaan pembangunan
Infrastruktur Minyak dan Gas
Bumi

500.10.10.4 Pengawasan clan Evaluasi
Pembangunan Infrastuktur
Minyak dan Gas Ilumi

Penyiapan Program Energi Terbarukan dan
Konservasi Energi
500.10. 11.1 Usulan Wilayah Kerja panas

Bumi
500.10. 11.2 Usul program Aneka Energi

pemerintah Daerzth dan Lembaga
500. 10. 11.3 Penyiapan program pemanfaatln

Energi
500.f0. 11.4 Proyeksi Kebutuhan Energi dari

500.10. 1 1.5
EBT
Perencanaan pemanfaatan
Energi dari EBT
Penyu sunan Nera.ca Energi
Road Map di Bidang EBT

Penerbitan Surat
Terdaftar (SKT)

Keterangan
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500.10.12.2

500.r0.12.3

500.10.12.4
500.10.12.5

500.10.12.6
500.10.12.7

s00.10.12.8

500.10.12.9
500.10. t2.to

500.10. L2.tL

s00.10.12.12

s00.10.12.t3

500.10. 12.14

500.10.12.15

500.10.12.16

500.10.12.17

500.10.13 Bioenergi
500.10.13.

500.10.13.2

500.10.13.3

500.10.13.4

500.10.13.5
500.10.13.6
500.10.13.7

Sertifikasi Kelayakan
Penggunaan Instralasi (SKPI)
Sertifikasi Kelayakan
Penggunaan PeraLlatan
Rekomendasi Bahan Peledak
Perizinan pengepnaan Gudang
bahan peledak
Izin Tangki Bahan Bakar Cair
Persetujuan sertifikasi Welding
Prosedure Specifikation {WPS)
dan Prosedure: Quali{ication
Record (PQR) dan kualifikasi
Juru LasQualilication Record
(PQR) dan kualifikasi Juru Las
Penerbitan lzin Usaha Panas
Bumi (IUP)
Penerbitan Izin Panas Bumi (IPB)
Penerbitan lzirt Pemanfaatan
Langsung (IPL)
Penetapan kapasitas usaha
panas bumi
Penetapan kapas'itas Pembangkit
Listrik Tenaga Panas Bumi
(PLrP)
Pengawasan Eksploras dan
Eksploitasi Panas Bumi
Pelaksanaan Kerja Sama Panas
Bumi
Inventarisasi, Verifikasi dan
Evaluasi Obvitna.s Bidang Panas
Bumi
Monitoring Pelaksanaan Program
Pengembangan dan
Pemberdaya€rn Masyarakat (PPM)
pada Kegiatan Pengusahaan
Panas Bumi
Pembinaan dan Pengawasan
Investasi Panas Eiumi

Penerbitan Izin Usaha Niaga
Bahan Bakar Natrati (BNN)
Pengadaan Bahan Bakar Nabati
(BBN)
Penerbitan Rekornendasi Ekspor
- Impor
Penetapan Indeks Harga Pasar
BBN (HIP BBN)
Evaluasi/ Revisi H.IP BBN
Database Pengusahaan Bioenergl
Penetapan BadarL Usaha sebagai
Pengelola Energi Biomassa atau
Biogas untuk Penrbangkit Listrik
Penetapan Spesifikasi Bahan
Bakar Nabati

1

500.10.13.8
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500.10.13.9 Usul Progra:m Bioenergi
Pemerintah Daer,ah dan lembaga

500.10.14 Aneka Energi
500.10.14.1 Penerbitan lzin Usaha Aneka

Energi
500. 10. 14.2 Penetapan Kapasitas Usaha
500.10.14.3 Rekomendasi Kompetensi dan

Rencana Pengg;unaan Tenega
Kerja Asing

500.10.14.4 Rekomendasi Persetujuan
Perubahan Peme;gang Saham

500.10.14.5 Persetujuan Rencana Impor
Barang (RIB)

500. i0.15 Konservasi Energi
500.10.15.1 Audit Energi nrelalui program

kemitraan Konse:rvasi Energi
500.10.15.2 Monitoring Implementasi hasil

audit energi rrrelalui program
kemitraan konservasi energi

500.10.15.3 Pembinaan darr pengawasan
pelaksanaan manajamen energi
di pengguna ener:S di atas 6.00O
TOE

5OO.10.15.4 Pengawasan sertifikasi 1abel dan
tand,a hemat energi pada lampu
swabalast

500.10.15.5 Penyusunan daftar
peralatan/ teknologi efisiensi

500.10.15.6 Penyusunan emisi energi gas
rumah kaca

500.10.15.7 Pemberian i:nsentif dan
disinsentif konservasi energi

500.10.15.8 Profil investasi efisiensi energi
500.10.15.9 Invesment Grade Audit {IGA)
500.10.15.10 Bimbingan Teknis Bidang EBTKE

500.10.16 Perencanaan dan PembangunaLn Infrastrul<tur
EBTKE
500. 10. 16. 1 Usul pembangunan Infrastruktur

Pemerintah Daererh dan Iembaga
5O0.10.16.2 Perencanaan pembangunan

Infrastruktur Mi.nyak dan Gas
Bumi

500.10.16.3 pelaksanaan pembangunan
Infrastruktur Bidang EBTKE

500.10.16.4 Evaluasi program Kerja
50O.10.17 Bina Program Tenaga Listrik

5O0.10.17.1 Investasi dan pendanaan tenaga
listrik, Antara lain: Dokumen
grant/hibah/loan agreement luar
negeri, Monirloring loan
pembangunan infrastruktur
penyediaan te:naga 1istrik,
Laporan penanganan
permasalahan infrastruktur
penyediaan te:naga listrik,
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l,aporan Kegiatan investasi dan
pendanaan tena6;a listrik

50O.10.17.2 Pengemban gan listrik pedesaan,
Antara lain: Data program listrik
perdesaan, Data rasio
elektrifikasi (RE) dan Rasio Desa
Berlistrik (RD), Monitoring dan
evaluasi listrik p,erdesaan, Listrik
untuk masyaraktt tidak mampu

500. 10.17.3 Data dan Informasi
KetenagalistrikarL

500.10. 18 Bina Usaha Ketenagalistrikan
500.10.18. 1 Penyiapan Usaha

Ketenagalistrikar:1, Antara lain:
Pelayanan izin usaha penyediaal
tenaga listrik (Itl, IUPL-S, dan
ruPL), Bimbingan Usaha
Ketenagalistrikan, Data laporan
berkala pemegan;g Izin

500.10. 18.2 Harga dan Subsidi Listrik
5OO. 10. 18.3 Hubungan kornersial tenaga

listrik
50O.10. 18.4 Perlindungan konsumen listrik,

Antara lain Penanganan
pengaduan konsumen listrik,
Dokumen Pengerwasan tingkat
mutu pelayanan tenaga listrik,
Dokumen Evaluasi realisasi

500.10. 19 Teknik dan
500. 10. 19.1

tingkat mutu pelayanan tenaga
listrik, Dokumen evaluasi
pemberian kom;rensasi pinalti
tingkat mutu pelayanan PT pLN
(Persero)

Lingkungan Ketenag alistrikan
Kelaikan Terknik dan
keselamatan ketenagalistrikan
Penyiapan kontpetensi dan
pengawasan tonaga teknik
ketenagalistrikan
Usaha
ketenagalistrikan, *i"?""',iX:
Dokumen lzin Usaha Jasa
Penunjang Tenaga Listrik
(IUJPTL), Do}rumen lnn
Pemanfaatan Jaringan Tenaga
Listrik untuk Kepentingan
Telematika (iPJ Telematika),
Dokumen penandasahan
Rencana Impor Barang (RiB)
Perlindungan lingkungan
ketenagalistrikan, Antara lain:
Dokumen forum keselamatan
instalasi pemanfaatan tenaga
listrik, Dokumen pelaksanaan
pengelolaan lingl,:ungan hidup

500.10.19.2

500.10.19.3

s00.10.19.4
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s00.10.20

so0.10.21
540.1A.22
500.10.23

500.10.24

500.10.25

sector ketenagalis'trikan, Laporan
pembinaan dan pengawasan
lingkungan, Dokumen
perhitungan factor emisi Clean
Development Mec hansim {CDM)

Sertilikasi
500.10.20.1 Dokumen Sertifikasi Produk

peralatan dan pemanfaatan
tenaga listrik

500.10.20.2 Dokumen Penuniukan Lembaga
Sertifikasi Kompe,tensi (LSK)

500.10.20.3 Dokumen Penertritan Sertifikasi
Laik Operasi (SLO) Instalasi
Tenaga Listrik

500.10.20.4 Dokumen Penrbinaan dan
pengawasan sertifikat taik
operasi (SLO) instalasi tenaga
listrik

500. 10.20.5 Registrasi Sertifikasi
Akreditasi Ketenagalistrikan
Standarisasi Kompetensi
Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) Bidang
Ketenagalistrikan
500.10.23.1 Perumusan rarncangan SNI

bidang ketenagalirstrikan
500.10.23.2 Forum consensus rancangan SNI

bidang ketenagalirstrikan
500"10.23.3 Program pemberlerkuan SNI wajih

bidang ketenagalistrikan
500.10.23.4 Dokumen pengawasan

penerapan SNI wajib bidang
ketenagalistrikan

Standardisasi Usaha Penunjang
Ketenagalistrikan
500.10.24.1 Klasifikasi usaha penunjang

ketenagalistrikan
500.10.24.2 Kualifikasi usaha penunjang

ketenagalistrikan
500.10.24.3 Dokumen penunjukan LIT

(Lembaga Inspeksl Teknis]
540.LA.24.4 Laporan berka;La pemegang

penunjukan LIT
500.10.24.5 Laporan hasil pengawasan

penunjukan
Bina Program Mineral dan Batutrara
500.10.25.1 Penyiapan dan perencanaan

Program Mineral dan Batubara
500.10.25.2 Rencana Induk Minerai dan

Batubara
500.10.25.3 Pengembangan:lnvestasi dan

Kerja Sama Bidang Mineral dan
Batubara

500.10.25.4 Data dan Informasai Mineral dan
Batubara
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500. 10.25.5 Pelaporan Program Mineral dan
Batubara

500.10.25.6 Perencanaan, Penyiapan dan
Penawanan Wilayah Keq'a (WK)
Mineral dan Batubara melalui
lelang reguler

500.10.25.7 Data dan Infcrrmasi Wilayah
Mineral dan BatuLbara

50O. 10.25.8 Perencanaan Produksi Mineral
dan Batubara

500. 10.25.9 Pengembangan dan Pemanfaatan
Mineral dan Batu bara

500. 10.26 Pembinaan Pengusahaan Mineral
500. 10.26.1 Ketenagakedaan
500.10.26.2 Pemberdayaan masyarakat

sekitar tambang
500.10.26.3 Penyelesaian perselisihan usaha

pertambangan m.ineral
500.10.26.4 Rekomendasi Xegiatan usaha

pertambangan m:heral
500. 10.26.5 Laporan/data Kegiatan

eksplorasi minereLl
500.10.26.6 Pengawasan produksi dan

pemasaran mineral (logam,
bukan logam batuan, radioaktit
dan mineral jarang)

500.10.26.7 Perizinan usaha pertambangan
mineral

500.10.26.8 Kontrak Karya (K.K)
500.10.26.9 Pengelolaan barang Kontrak

Karya (KK)
500. 1 0.26. 1O Persetujuan Obyek Vital Nasional

(oBVTTNAS)
500.10.26.11 Persetujuan perrrbahan saham

direksi, komisaris, pada
perusahaan mineral

500. 10.26.12 Teguran kepada pengusahan
Kontrak Karya (KI{)

5O0. 10.26.13 Tanggapan kepada pemerintah
daerah terkait usaha
pertambangan mi.neral

5O0.10.26.14pedoman/petunjuk teknis
pertambangan mineral termasuk
rancangan awal rsampul dengan
rancangan akhir

500.10.26. 15 pelaporan usaha pertambangan
mineral

500. 10.26.16 penghargaan usaha
pertambangan mitreral

500. 10.26.12 penerbitan sertifikat clear and
clean (CnC) lzin Usaha

5oo.ro.27 pembinaan 
"Jff#lilgan 

(IUP) Mineral

500.10.27.1 Ketenagakeq'aan
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50O.1O.27.2 Pemberdayaan masyarakat
sekitar tambang

500.10.27.3 Penyelesaian perselisihan usaha
pertambangan bcrtubara

5OO.1O.27.4 Rekomendasi l:egiatan usaha
pertambangan beLtu bara

500.10.27.5 Laporan/data Kegiatan
eksplorasi batubera

500.10.27.6 Pengawasan produksi dan
pemasaran batr.rbara (bitumen
padat, batuan :rspal, batubara
dal gambut), Antara lain:
Laporan Produksi dan Penjualan
Batubara PKP2I}, IUP hingga
Laporan Kontrak Penjualal
Pertam bangan Batubara

5OO.1O.27.7 Perizinan Usaha Pertambangan
Batubara

500.10.27.8 Pe{anjian Karya Pengusahaan
Batubara (PKP2B)

500.10.27.9 Pengelolaan Banr.ng Pe4anjian
Karya Pengrsahaan Batubara
(PKP2B), Antara lain:
Persetujuan Peng',adaan Barang
Modal (Masterlist)

500. 10.27.10 Persetujuan Obyel< Vital Nasiona-l
(oBVTTNAS)

500.10.27.11 Persetujuan perubahan saham
direksi, komisraris, pada
perusahaan Pe{anjian Karya
Pengusahaan BatuLbara {PKP2B)

5OO.lO.27.l2 Teguran kepada pengusahan
Perjanjian Karya Pengusahaan
Batubara (PKP2B)

500. 10.27.13 Tanggapan kepada pemerintah
daerah terkait usaha
pertambangan batubara

500.10.27.14 Pedoman/petunjuk teknis
peftambangan mirreral termasuk
rancangan awal s,ampul dengan
rancangan akhir

5OO.10.27.i5 Pelaporan usaha pertambangan
batubara

500. 10.27.16 Penghargaan usaha
pertambangan batubara

5OO.lO.27.l7 Penerbitan sertifikat clear and
clean (CnC) lzin Usaha
Pertambangan (IUP) Batubara

Penerimaan Negara
50O.10.28.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak
500.10.28.2 Penetapan Bergi Hasil

Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP)

500.10.28.3 Pelaksanaan Pemeriksaan dan
Pengujian PNBP

500.10.28
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500.10.29 Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara
500.10.29.1 Perumusan RSNI (Rancangan

Standar Nasiorral Indonesia)/
RSKKNI (Rancangan Standar
Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia), Antara lain: Draft
Rancangan, Rancangan Standar
Nasional

500. 10.29.2 Pengawasan Standardisasi
500.10.29.3 Persetujuan Penunjukkan

Kepala/ Wakil Kepala Teknik
Tambang

500.10.29.4 Pengawasan Keselamatan
Kegiatan dan Keselamatan
Pekerja, Antara lain: I"aporan
Kecelakaan Tambang/Statistik
hingga Laporan Hasil
Pemeriksaan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3)

500.10.29.5 Pemeriksaan teknis dan
pengujian instala.si dan peral atan
tambang, Antara lain:
Pemeriksaan clan Pengujian
Instalasi dan Peralatan

500.10.29.6 Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan {AMDAL)

500.10.29.7 Upaya Pengelolaan Lingkungan
(UKL) dan Upalga Pemantauan
Lingkungan (UPL)

500.10.29.8 Rekomendasi bakran kimia
500. i0.29.9 Pengawasan pelaksanaan

Pengelolaan dail Pemantauan
Lingkungan, Antara lain:
l.a.poran Pelaksanaan Rencana
Pengelolaan Lingkungan
(RKL)/Rencana pemantauan
Lingkungan (RPl, hingga Surat
Penetapan Ja:minan pasca
Tambang

500.10.29.10 Laporan berkala Teknik dan
lingkungan
pertambangan/ laporan tahunan,
Antara lain: Laporan Bulanan
Tedadinya Pencemaran (LPLS)
pelaksanaan reklamasi

500. 10.29. 1 1 pemberian penghLargaan, Antara
lain: Pemberian penghargaan
Lingkungan pertambangan,
Pemberian penghargaan
Keselematan Kerja, Dokumen
Pengqjuan dan t,enilaian Tanda
Penghargaan lingkungan
Pertambangan, Dokumen
Pengajuan dan F,enilaian Tanda
Penghargaan Keselamatan
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500.10.29.12 Pengawasan lingkungan
pertambangan

500.10.29.13 Usaha Jasa Mineral dan
Batubara

500.10.29.14 Pembinaan dan pengawasafl
usaha jasa mineral dan batubara

500.10.29.15 Rekomendasi'[eknis, Antara
lain: Pengajuan Rekomendasi
Teknis, Hasil EveLluasi

500. 10.29.16 Persetujuan Tek:ris, Antara lain:
Pengajuan Pers:tujuan Teknis,
Hasil Evaluasi

5OO. 10.29. 1 7 Pengawasan Teknis
5OO. 10.29. 18 Pengawasan Korrservasi Mineral

dan Batubara
500.10.29. 19 Peminaan ll'eknik dan

Lingkungan Mineral dan
Batubara, AntareL lain: Sosialisasi
Standardisasi, Bimbingan Teknis

5OO. 10.30 Program Penelitian dan Pengembangan
5O0.10.30.1 Rencana Penelitian dan

Pengembangan
50O. 10.30.2 Pengembangan dan inovasi
50O.10.30.3 Dokumen penerapan /

pemanfaatan / pendayagunaan I
replikasi / prototipe hasil
penelitian / pengkajian I

soo. 10.s0.4 1ilffi*ffi"(,,1il::f;'""e1itian,

soo 1o.3o.s 3:fffiT*"ilIi t""JH'*,,tian,

pengembangan dan penerapan
ilmu pengetahua:r dan telcrologi

500.10.30.6 Pembinaan 1:enelitian /
Pengembangan, pengkajian, dan
penerapan ilmu pengetahunarl
dan teknologi

5O0.10.30.7 Jaringan Sistem Nasional
Penelitian, Pengembangan dan
Penerapan ilmuL pengetahuaa
dan teknologi

500.10.30.8 Data dan informasi hasil
penelitian, pengembangan dan

:H"ffffo*it*' Pengetahuan

5O0.10.30.9 Master proceedingl jurnal
penelitian, pengr?mbangan dan
penerapan ilmu pengetahuan
dan teknologi

500.10.30.10 Hak atas kekayaan intelektual
(HaKI)

5OO.10.30.1 1 Forum komunikasi penelitian,
pengembangtm dan penerapan
ilmu pengetahuanL dan teknologi
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s00.10.31

500.10.32

500.10.33

500.10.34

s00.10.35

500.10.36

500.10.3A.12 l,ayanan jasa penelitian,
pengembangan, Penerapan
IPTEK

500.10"30.13 Sertifikasi personal peneliti
bidang Sumber DaYa Mineral

Sarana Litbang
500.10.31.1 Administrasi penggunaan

peralatan
500.10.31.2 Log-book Peralatan

Survei/ Peralatan Uji Kalibrasi
Afiliasi
500.10.32.1 Proyek Percontohan
500.10.32.2 Promosi dan Layanan Jasa

Teknologi
500.10.32.3 Pembinaan Pr:nelitian dan

Pengembangan
500.10.32.4 Penyajian Informia"si
Penelitian dan Pengembangan llegeologian
500.10.33.1 Pemetaaan dan penelitian

geologi, geokimier, dan geolisika
kelautan

500.10.33.2 Energi Kelilutan dan
Kewilayahan Penelitian Energi
dan kewilayahan pantai

500.10.33.3 Penelitian sumber daya energi
dan mineral kelautan

500.10.33.4 Penelitian Sumbr:r Daya Mineral
Kelautan

Penelitian dan Pengembangan Teknologi
Minyak dan Gas Bumi
50O.1O.34.1 Teknologi Eksplorasi
5OO. 10.34.2 Teknologi Eksploitasi
500. 10.34.3 l,aboratorium
500.10.34.4 Study
500. 10.34.5 Teknologi Proses
500.10.34.6 Teknologi Aplikasi Produk
500.10.34.7 Teknologi Gas
Penelitian dan Pengembangan Teknologi
Mineral Batubara
500.10.35.1 Teknologi Ekspl,oitasi Tambang

dan Pengolahan liumber Daya
500.10.35.2 Teknologi Pengolahan dan

Pemanfaatan mir:ieral
500. 10.35.3 Teknologi Pemanlaatan Batubara
Penelitian dan Pengembangan
Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan
5O0.10.36.1 Energi baru terbarukan
500.10.36.2 Teknologi KetenEgalistrikan
500.10.36.3 Lingkungan dan Konservasi

Energi
500.10.36.4 Penelitian dan Pengembangan

Teknologi PLTSa (Pembangkit
Listrik Tenaga Sampah) dan
Konservasi Energi
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5OO. 11 PERHUBUNGAN
500.11.1 Kebijakan di bidang Perhubungan yang

dilakukan oleh Pemerintah Dae rah
50O.11.2 Jaringan Prasarana dan Pelayanan

5O0. 1 1 .2. 1 Penentuan lokasi terminal
barang tipe penl;umpul dan tipe
penunjang

5OO.11.2.2 Penentuan lokasi terminal
penumpang tipe A, tipe B, dan
tipe C

500.11.2.3 Penetapan lokasi terminal barang
utama

5OO.1 1.2.4 Standar pelayanan minimal
pengoperasian te:rminal

500.11.2.5 Jaringan trayek angkutan antar
kota/provinsi

500. 1 1.2.6 Jaringan lintas pada jaringan
jalan primer

5OO.ll .2.7 Penetapan kelas jalan primer
500. 1 f .2.8 Kualifikasi tel<nis petugas

terminal
500.1 1.2.9 Jaringan transiportasi jalan

sekunder
5O0.11.3 Pengembangan Tlansportasi Jalan

500. 1 1.3.1 Sistem info:rnasi dan
komunikasi lalu lintas dan
angkutan jalan

5O0. 1 1.3.2 Pengembangan tnrnsportasi jalan
500.11.4 Pengujian Kendaraan Bermotor

500.11.4.1 pengesahan hasil uji tipe
kendaraan bermor:or

500.11.4.2 Sertifikasi uji tipe kendaraan
bermotor

5O0.1 1.4.3 Sertifikasi tenaga penguji
kendaraan bermotor

5OO.17.4.4 Akreditasi unit pengujian
kendaraan bermotor

500.11.5 Teknologi Kendaraan Bermotor
500.11.5. 1 Sertifikasi rancang bangun dan

rekayasa kendarazm bermotor
500.11.5.2 Pelaksanaan kalibrasi peralatan

uji kendaraan bennotor
500.11.5.3 Persyaratan teknisr dan laik jalan

kendaraan bermotor
500.1 1.5.4 Harmonisasi dan standardisasi

regulasi kendaraarr bermotor
500. I 1.6 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

500. 1 1.6. 1 Analisa dampak lzrlu lintas jalan
nasional di luar kawasan
perkotaan

500.1 1.6.2 Manajemen dan rekayasa lalu
lintas di jalan nasional

500. 11.7 Perlengkapan Jalan
5OO.11.7.i pedoman teknis perlengkapan

jalan
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500. 11.8

500. 11.9

500.11.10

500. 11.7.2 Penimbangan kendaraan
bermotor di jalar.

500. 1 1.7.3 Akreditasi unil, penimbangan
kendaraan bermotor

500. I 1.7.4 Kualilikasi teknis petugas
penimbangan kendaraan
bermotor

500.11.7.5 Pengadaan, pelnasangan,
perbaikan, dan. pemeliharaan
perlengkapan jalan di jalan
nasional

Angkutan Penumpang
500.1 1.8.1 Tarif angkutan penumpang kelas

ekonomi
500.1 1.8.2 Izin trayek angkutan penumpang

untuk trayek lintas batas negara
500. 1 1.8.3 lzin trayek antar kota antar

provinsi
500.11.8.4 Izin operasi angl.rutan pariwisata.

dan angkutan penumpang tidak
dalan trayek yar,g wilayah
pelayanannya bersifat lintas
batas negara & antar
kota/ provinsi

500. 1 1.8.5 Penilaian kineqia perusahaan
angkutan umum

500.1 1.8.6 Pemberian subsidi angkutan
umum

500. I 1.8.7 Angkutan perintilr
500.11.8.8 Penghargaan perusahaan

angkutan umum
Angkutan Barang
500. 1 1.9. 1 Sistem inforrnasi dan

komunikasi lalu lintas dan
angkutan jalan

50O.11.9.2 Tarif angkutan barang
500.I 1.9.3 Izin operasi anl3kutan barang

tertentu
500. 1 1.9.4 Pembinaan angkutan barang
500.11.9.5 Izin dispensasi angkutan jalan
Monitoring Operasional
500. 1 1. 10. 1 Pengendalian operasional La.lu

Lintas dan Angkutan Jalan
500.1 1. 10.2 Pengawasan, penertiban dan

pemberian sanksi administratif
terhadap pelanggaran
operasional kenda.raan angkutan
umum yang menjadi
kewenangan

500.1 1.10.3 Berkas Pelanggaran perda

!!1!i1San Teknis Penyidik pegawai Negeri Sipil
500.1 1.11.1 Pedomar Teknis
500. 11.11.2 Penyidikan pela:rggaran lalu

Lintas dan Angku tan Jalan oleh

500. 11.11
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500. 1 1.12

500.1 i, r3

500.11.14

s00.11.15

500.11.16

500. 1 1.17

Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS)

500.11.11.3 Bimtek PPNS
500.11.11.4 Pengusulan perrgangkatan dan

pemberhentian l,enyidik Pegawai
Negeri Sipil (PPNti)

Analisa dan Evaluasi Jaringan Jaringan
Transportasi Sungai, Danau dan
Penyeberangan
500.11.12.1 Pendataan jaringan transportasi

sungai, demau, dan
penyeberangan

500.1 1.12.2 Analisis serta inibrmasi jaringan
transportasi surrgai, danau, &
penyeberangan

Pengem bangan Jaringan Jaringpn Transportasi
Sungai, Danau, dan PenyeberarLgan
500.11.13.i Pengembangan dan penetapan

jaringan transprortasi sungai,
danau dan penyr:be161**, 1Or,^
j anngan, blueprint jarin gan)

500. I 1. 13.2 Pengembangan Sistem Informasi
Manajemen (SIM) lalu lintas dan
angkutan sungai, danau dan
penyeberangan

Rancang Bangun Sarana Angkutan Sungai,
Danau, dan Penyeberangan
Bimbingan Perawatan Sarana Angkutan
Sungai, Danau, dan Penyeberangan
500.11.15. 1 Perawatan dan pemeliharaan

sarana sungai, danau, dan
penyeberangan

500.11.15.2 Pengawakan dan registrasi
sarana angkutan sungai dan
danau danau dan penyeberangan

Rancang Bangun Pelabuhan ilungai, Danau
dan Penyeberangan
500.11.16.1 Perencanaan dan pembangunan

pelabuhan sunga.i, danau dan
penyeberangan

500.11.16.2 Pemberian sertifil:asi pelabuhan
penyeberangan

500. 1 1. 16.3 Rekomendasi perretapan lokasi
Pelabuhan penyeberangan di
lintas nasional dan internasional

5O0.11.16.4 Penyelenggaraan, pemeliharaan,
perawatan dan perbaikan
pelabuhan sungai, danau, dan
penyeberangan

Kualifikasi teknis petugas pelabuhan suneai,
danau dan penyeberangan
Manajemen Lalu Lintas Sungai, Danau dan
Penyeberangan
500. 1 1. 18. I Manajemen lalu lin tas

500. 11.18



500.1 1.19

500.1 1.20

500.1 1.21

soo.tL.22

500.11.23

500.11.18.2 Tata caraberlalu lintas di sungai,
danau dan penyeberangan

500.11.18.3 Penyidik Pegawai Negeri Sipil
bidang lalu linta.s dan angkutan
sungai & danau

500.11.18.4 Sertifikasi inspel<tur sungai dan
danau dan pejabat
pemberangkatan angkutan
sungai dan dana'u

Alur dan Perambuan Lalu Lintas Sungai,
Danau dan Penyeberangan
5OO. 1 1. 19.1 Pengerukan atur pelayaran

sungai, danau dan kolam
pelabuhan penyeberangan

500.11.19.2 Penetapan kelas alur dan peta
alur pelayaran su:ngai dan danau

500.11.19.3 Perambuan sunSgai, danau, dan
penyeberangaJl

Bimbingan Usaha Angkutan Sungai, Danau,
dan Penyeberangan
500.1 1,.2A.1 Penyelenggaraan angkutan

sungai, demau dan
penyeberangan

500.17.2O.2 Persetujuan o,perasi kapal
penyeberangan dl lintas nasional
dan internasional

Tarif dan Keperintisan
500.1 1.21.1 Perhitungan tarif, pemantauan

tarif angkutan dan jasa
Pelabuhan sungai, danau dan
penyeberangan

500.1L.21.2 Kriteria dan pelaksanaan
pelayanan keperirrtisan

Bina Sistem Transportasi Perkotaan
500. 1 1.22.1 Jaringan Transportasi perkotaan
500.11.22.2 Transportasi pe,rkotaan yang

berbasis jalan, jalan rel dan
perairan daratan

500.1 1.22.3 Transportasi perkotaan untuk
Kawasan perl,:otaan yang
melebihi satu wilayah
administrasi provinsi

Lalu Lintas Perkotaan
500.11.23.1 Manajemen dan rekayasa lalu

lintas perkotaan
500. 1 L.23.2 Man4jemen dan rekayasa lalu

lintas perkotaan di jalan nasional
dalam kawasan p€lrkotaan

500.11.23.3 Penanganan lalu lintas
perkotaan berbasls teknologi di
wilayah

Angkutan Perkotaan
500.11.24.1 Penyelenggaraan angkutan

perkotaan dalam trayek
500.1 7.24.2 Jaringan trayek perkotaan

500.11.24

76



500.11.25

500. 1 1.26

500.1 1.27

500. I 1.24.3 Penentuan dan pemenuhan
alokasi kebutuhan angkutan
perkotaan dalarn trayek yang
wilayah pelayan annya melebihi
satu wilayah administrasi
provinsi

Pengaduan Moda Transportasi llerkotaan
50O.11.25.1 Penyelenggaraan angkutan

perkotaan tidak dalam trayek
untuk angkutain penumpang
dan / atau barang

50O.1 1.25.2 Pengaduan mo<la transportasi
perkotaan yang tnenghubungkan
antar simpuLl (bandara,
pelabuhan, stasiun, dan
terminal) di kauasan perkotaan
yang melebihi satu wilayah
administrasi prorinsi

500. 1 1.25.3 Penentuan da.lr pemenuhan
alokasi kebutuhan angkutan
perkotaan tidak clalam trayek
yang wilayah pelayanannya
melebihi satu wilayah
administrasi provinsi

Dampak Tran sportasi Perkotaarr
5OO.11.26.1 Penyelenggaraan transportasi

perkotaan berwawasan
lingkungan

500.11.26.2 Penanganan dampak
transportasi di kawasan
perkotaan

500. 1 1.26.3 Masterplan pengembangan
teknologi trans.portasi ramah
lingkungan

500. 11.26.4 Pelaksanaan aralisis dampak
lalu lintas di jalan nasional
dalam kawasan kota

500.1 1.26.5 Rekomendasi hasil analisis
dampak lalu lintas di jalan
nasional dalam kawasan
perkotaan

500. I 1.26.6 Masterplan transportasi
perkotaan

Monitoring dan Evaluasi Manajemen
Keselamatan
5OO.11.27.1 Monitoring dan evaluasi data

kecelakaan
5OO.1I.27.2 Kualifikasi unit perngkajian
5OO.11.27.3 Pengembangan sistem informasi

manajemen keselamatan lalu
lintas dan angkutan jalan,
sungai, da:nau dan
penyeberangan

Pengembangan Keselamatan500.11.28
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500.11.29

500.1 1.30

500. 1 1.31

500.1 1.32

5OO. 1 1.33 Parkir
500.11.33.1
500.1 1.33.2
500.1 1.33.3

Surat Tugas Juru Parkir
Izin tempat khusus parkir swasta
Surat Ttrgas ?KP Pemerintah

500"1L.28.1 Program keselauutan lalu lintas
dan angkutan jalan, sungai,
danau, dan penyeberangan

500. 1 L.28.2 Harmonisasi kebijakan
Promosi dan Kemitraan Keselarnatan
500.11.29.1 Promosi Keselamatan:

penyuluhan, ioublikasi dan
destinasi keselarnatan lalu lintas
dan angkutan jalan, sungai,
danau dan penyeberangan

500.1 1.29.2 Kemitraan keselamatan antar
lembaga dan masyarakat di
bidang keselamatan lalu lintas
dan angkutan jalan, sungai,
danau dan penye:berangan

Bina Keselamatan Angkutan Urnum
5OO. 1 1.30.1 Keselamatan Pengusahaan

Angkutan Umum
5OO. 1 1.30.2 Keselamatan Awak Angkutan

Umum dan aweLk kapal sungai
dan danau

Audit Keselamatan
500. 1 1.31. 1 Pedoman audi[ keselamatan

sarana, prasararra, sumber daya
manusia

500.1 1.31.2 Identifikasi daerah rauran
kecelakaan jalan dan pelaku
transportasi jaleu: dan sungai,
danau dan penyeberangan

5OO. 1 1.3 1.3 Audit faktor keselamatan lalu
lintas dan a_lrgkutan jalan,
sungai, dernau dan
penyeberangan serta laik fungsi
jalan

Inspeksi Keselamatan
500.1 1.32.1 Pedoman keselarnatan
500.1 L.32.2 Inspeksi kesela:matan sarana,

prasarau.a, s,umber daya
manusia, dan pelaku
transportasi jalan dan sungai,
danau dan penyeberangan

500.1 1.32.3 Investigasi kecellakaan sungai,
danau dan penyr:berangan serta
laik fungsi jalan

500.12 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
500.12.1 Kebiiakan di bidang Kornunikasi dan

Informatika yang dilakukan oleh pemerintah
Daerah

500. 12.2 Telekomunikasi
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500.12.3

s00.12.4

500.12.5

s00.12.8

5OO.12.2.1 Layanan Jaringan
Telekomunikasi

5OO.12.2.2 l,ayanan Jasa Telekomunikasi
500.12.2.3 Penomoran Tele.komunikasi dan

Informatika
500.12.2.4 Kelayakan Sistem

Telekomunikasi
Penyiaran
500.12.3.1 Pemetaan Penyelenggaraan Radio

dan Televisi
5OO.12.3.2 Database Penyelenggaraan Radio

dan Televisi
Telekomunikasi Khusus, Penyi,aran Publik dan
Kewajiban Universal
500. 12.4. 1 Telekomunikasi Khusus

Pemerintah Daerah
5OO.12.4.2 Telekomunikasi Khusus Non

Pemerintah Daerah
500.12.4.3 Layanan Khusus Penyiaran
500.12.4.4 Pelayanan Kewajiban Universal
500.12.4.5 Pengembangan Infrastruktur
Pengendalian Informatika
500. 12.5.1 Monitoring dan Evaluasi

Jaringan TelekonLunikasi
5OO.12.5.2 Monitoring dan Evaluasi Jasa

Telekomunikasi
500.12.5.3 Monitoring dan Evaluasi

Penyiaran
500.12.5.4 Pencegahan dan l)enertiban
e-Government
5OO.12.6.1 TataKelolae-Government
500.12.6.2 Teknologi dan Infrastruktur e-

Govemment
500.12.6.3 Interoperabilitas dan

Interkonektivitas e-Government
500.12.6.4 Aplikasi l,ayanan

Kepemerintahan
5O0.12.6.5 Aplikasi Layanan publik
e-Business
5O0.12.7.1 Tata Kelola e-Bus;iness
5OO.12.7 .2 Teknologi dan l:nfrastruktur e-

Business
500.12.7.3 Interoperabilitas dan

Interkonektivitas r_,-Business
5OO.12.7.4 Aplikasi Layanan e-Busniness
Pemberdayaan Informatika Masl,arakat
500. 12.8. I Pemberdayaan Informatika

Masyarakat perkoraan
500.12.8.2 Pemberdayaan Informatika

Masyarakat pedesaan
Pemberdayaan Industri Informatika
500. 12.9.1 Industri Infrastruktur dan

Layanan Aplikasi I nformatika
5O0.12.9 .2 Industri perangkrtt Informatika

Pengguna

500.12.9
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s00.12.10

500.12.1 1

500.12.12

500.12.13

s00.12.14

500.12.15

500.12.16

5AA.L2.17

500.12.18

500.12.19

5OO. 12.9.3 Industri Perangkart Lunak
500. 12.9.4 Industri Konten h{ultimedia
Keamanan Informasi
500.12.10"1 Tata Kelola Keamanan Informasi
500. 12. 10.2 Teknologi Keamanran Informasi
500.12.10.3 Monitoring, Evaluasi, dan

TanggaP Darur"at Keamanan
Informasi

500. 12. 10.4 Penyidikan dan Penindakan
500. 12. 10.5 Budaya Keamanan Informasi
Komunikasi Publik
500.12.11.1 Tata Kelola Komunikasi Publik
500.12.1 1.2 Pengelolaan Opini Publik
500.12. 1 1.3 Layanan Komunikasi Publik
Pengolahan dan Penyediaan Infitrmasi
5OA.L2.l2.l Informasi Politik, Hukum, dan

Keamanan
5AO.n.n.2 Informasi Perekorromian
5OO. 12. 12.3 Informasi Kesejatrteraan Ra\yat
Pengelolaan Media Publik
500.12. 13. 1 Media Cetak
500.12.13.2 MediaOnline
500.12. 13.3 Media Luar Ruang dan Audio

Visual
Kemitraan Komunikasi
500.12.14.1 Kemitraan Pernerintah dan

Lembaga Negara
5OO.12.L4.2 Kemitraan Media dan Dunia

Usaha
500.12.14.3 Kemitraan Organisasi

Kemasya r akatan dan Profesi
Infrastruktur Informatika
500.12. 15.1 Jaringan
500.12. 15.2 Piranti Teknologi Informatika
5OO. 12. 15.3 Keamanan Infornratika
Sistern dan Data
500.12.16.1 Portal dan Konten
500.12.16.2 Pengumpulan dan Pengolahan

Data
500. 12, 16.3 Pengembangan Aplikasi
Pusat Kerjasama
500.12.17.1 Kerja Sama daeraih
5OO.12.L7.2 Kerja Sama Bilattral
Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat
500.12.18.1 Pelayanan Informasi
500.12. 18.2 Hubungan MasyaLrakat
5O0.12. 18.3 Bimbingan Teknis
Evaluasi

500.13 PARI\ITISATA DAN EKONOMI KREATIF
500.13.1 Kebijakan di bidang Pariurisata dan Ekonomi

Kreatif yang dilakukan oleh Penrerintah Daerah
5O0.13.2 Pengembangan Destinasi Wisatrr.

50O.13.2.1 Perancangan Destinasi dan
Investasi Pariwiserta
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500. 13.3

500. 13.4

500. 13.5

500.13.6

500.14 STATISTIK
500.14. 1

500. 14.2

500. 13.2.2 Pengembangan Daya Tarik
Wisata

50O. 13.2.3 Industri Pariwisata
500.13.2.4 Pemberdayaan Masyarakat

Destinasi Pariwis,ata
500.13.2.5 Pengembangan Wisata Minat

Khusus, Konvensi, Insentif, dan
Event

Pemasaran Pariwisata
500.13.3.1 Pengembangan Pasar dan

Informasi Pariwis,ata
500.13.3.2 Promosi Pariwisata Luar Negeri
500.13.3.3 Promosi Pariwisata Dalam Negeri
500.13.3.4 Pencitraan Indonesia
Ekonomi Kreatif Berbasis Seni <lan Budaya
500. 13.4.1 Pengembangan industri

Perfilman
500.13.4.2 Pengembangan Seni Pertunjukan

dan Industri Mus,ik
500.13.4.3 Pengembangan Seni Rupa
Ekonomi Kreatif Berbasi Med:ia, Desain, dan
IPTEK
50O. 13.5.1 Pengembangan Ilkonomi Kreatif

Berbasis Media
5O0. 13.5.2 Desain dan Arsitt:ktur
500. 13.5.3 Kery'asama dan Frrsilitasi
Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
50O.13.6.1 Penelitian dan Pengembangan

Kebij akan Kepari,visataan
500.13.6.2 Penelitian dan pengembangan

Kebijakan Ekonorni Kreatif
500.13.6.3 Pengembangan SDM

Kepariwisataan dan Ekonomi
Kreatif

5O0. f 3-6.4 Kompetensi Kepeu-iwisataan dan
Ekonomi Kreatif

Kebijakan di bidang Statistik .yang dilakukan
oleh Pemerintah Daerah
Sensus Penduduk, Pertanian, dan Ekonomi
5O0.14.2.1 Perencanaan
5OO.14.2.2 Persiapan, Antara lain:

Penyusunan ranc€rngan
organisasi kegiatan sensus,
Penyusunan Kuesioner,
Penyusunan konsep dan definisi,
Penyusunan metodologi
(cakupan, organirsasi, lapangan,
ukuran statistik, prosedur),
Penyusunan buku pedoman
(pencacahan, pengawasan,
pengolahan), per:yusunan peta
wilayah kerja dan muatan peta
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s00.14.2.3
500.14.2.4

*ilayah, Penyusrunan pedoman
sosialisasi, Sosi,alisasi kegiatan
kepada stakeholler dan sumber
data (leaflet, poster, pertemuan),
Pelaksanaan pertemuan
koordinasi (intern dan ekstern),
Pelaksanaan pelatihan
instruktur (TOT), Pelaksanaan
pelatihan petug.rs, Penyusunan
program penSlolahan (rule
validasi, pemeriksaan data entri,
tabulasi), Pelar-ihan petugas
pengolahan, Penmcangan tabel,
Pelaksanaan Ujic,oba
Pelaksanaan Lapangan
Pengolahan, Antara lain:
Pengelolaan dokumen
(penerimaan/ pengiriman,
pengelompokkan,t Batching),
Pemeriksaan clokumen dan
pengkodean (llditing/Codingi,
Perekaman data (entri, scanner),
Tabulasi Data, Pemeriksaan
tabulasi, Laporan konsistensi
tabulasi
Analisis dan Penyajian Hasil
Sensus
Diseminasi hasil siensus

Survei
500.14.3.1 Perencanaan
500. 14.3.2 Persiapan
500.14.3.3 Pelaksanaan LaF,angan, Antara

lain: pelaksan.aan listing,
Pemilihan sampel, pengumpulan
data, Pemeriksaan, pengawasan
Lapangan, Monitoring kualitas

500.14.3.4 Pengolahan, l\ntara lain:pengelolaan dokumen
(penerimaan / pengjriman,
pengelompokkan / Batching),
Pemeriksaan dokumen dan
pengkodean (Editing/Coding),
Perekaman data (r:ntri, scanner),
Tabulasi Data, pemeriksaan
tabulasi, l,aporan konsistensi
tabulasi

500.14.3.5 Analisis dan pe nyajian Hasil
Survei, Antara lairr: pembahasan
angka hasil pengolahan,
Penyusunan

500. 14.3.6 Diseminasi hasil S.uruei
Konsolidasil Data Statistik
500. 14.4.1 Kompilasi Data
5OO.14.4.2 Analisisdata

500.14.3

500.14.4
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500.14.5
50O.14.4.3 Penyusunan Publikasi
Evaluasi dan Pelaporan Sensus, Survei, dan
Konsolidasi Data Statistik

5OO. 15 KETENAGAKERJAAN
500.15.1 Kebijakan di bidang Ketenagakedaan yang

dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.15.2 Perencanaan Tenaga Kerja

500.15.2.1 Perencanaan Tenaga Kerja
Perusahaan Pemr:rintah

500.15.2.2 Perencanaan Tenaga Kerja
Perusahaan Swarsta

500.15.3 Pengembangan Standarisasi Kompetensi
500. 15.3. 1 Penerapan Standar Kompetensi
500.15.3.2 Pengembangan Standarisasi

Kompetensi
500. 15.3.3 Pengembangan Program

Pelatihan Keten4gakerjaan
500 . 1 5. 3 .4 Pengembangan Program

Pelatihan Procluktivitas dan
Kewirausahaan

500.15.3.5 Pengembangan Program
Pelatihan Ketransmigrasian

500.15.4 Bina l,embaga dan Sarana Pelatihan Kerja
500.15.4.1 Akreditasi dan Siistem Informasi

Kelembagaan
500.15.4.2 Pengembangan Sarana dan

Fasilitas Lembaga Pelatihan
500.15.4.3 Pengemb€Lngan Standar Mutu

(PSM) Lembaga Pelatihan
500.15.4.4 Sistem Penclanaan dan

Kerjasama Antar Lembaga
500.15.5 Bina Instruktur dan Tenaga pelatihan

500.15.5.1 Instruktur dan PSM Lembaga
Pelatihan Pemerirrtah

500.15.5.2 Instruktur l,embaga pelatihan
Swasta

500.15.5.3 Tenaga Pelatihan
500.15.5.4 Sistem Informa,si Instruktur,

PSM, dan Tenaga Pelatihan
500.15.6 Bina Pemagangan

500.15.6. 1 Pemagangan DaleLm Negeri
500.15.6.2 Pemagangan Luar Negeri
500.15.6.3 Perizinan dan Advokasi

Pemagangan
500.15.6.4 Promosi dan Jenjang

Pemagangan
5O0.15.7 Produktivitas dan Kewirausahaern

500.15.7.1 Pengembangan promosi dan
Kerjasama Prorluktivitas dan
Kewirausahaan

500.15.7.2 Pengembangan Sistem dan
Peningkatan Prod uktivitas

500.15.7.3 Pengembangan pengukuran dan
Kajian Produktivitas
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500.15.8

500.1s.9

500.1s.10

500.15.1 1

s00.15.12

500.15.13

500.15.14

500.15.15

500. 1 5. 7.4 Pengembangan Kewirausahaan
Pengembangan Pasar Kerja
50O.15.8.1 Informasi Pasar lle{a
500.15.8.2 Analisis Pasar Kerja
500.15.8.3 Bursa Ke{a
500.15.8.4 Analisis Jabatan
Penempatan Tenaga Kerja Dala:n Negeri
500.15.9.1 Antar Ke{a
500" 15.9.2 Penempatan 'lenaga Kerja

Khusus
500.15.9.3 Penyuluhan drm Bimbingan

Jabatan
500.15.9.4 Pemberdayaan Pengantar Kerja
Perluasan Kesempatan Kerja dan
Pengembangan Tenaga Ke{a Se:ktor Informal
5OO. 15. 10. 1 Tenaga Kerja Mandiri dan

Sektoral Informal
500.15.10.2 Pengembangan Padat Karya
500.15.10.3 Terapan Teknologi Tepat Guna
500.15.10.4 Pemberdayaan Pendampingan

dan Kerjasama Antar Lembaga
Standardisasi Profesi
500. 15. 1 1, 1 Sistem Informasi dan Registrasi
500. 15. 1 1.2 Pembakuan Akre,ditasi
Persyaratan Kerja, Kesejahterailll, dan Analisis
Diskriminasi
500.15.12.1 Peraturan Perusahaan dan

Perjanjian Kerjasrema Bersama
500.15. 12.2 Perjanjian Kerja
500.15. 12.3 Kesejahteraan Pekerja
500.15.12.4 Analisis Diskriminasi Syarat

Ke{a
Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan
Industrial
500.15.13.1 Organisasi l,ekerja dan

Pengusaha
500. 15. 13.2 Kelembagaan Hubungan

Industrial
500" 15.13.3 Pemasyarakatan Hubungan

Industrial
Pengupahan dan Penyelesaieu: perseiisihan
Hubungan Industrial
500. 15. 14. 1 Pengupahan
500.15.14.2 Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Dalam Hubungan Kerja
Pencegahan dan Penyelesaian pelestarian
Hubungan Industrial
500.15.15.1 Pencegahan perselisihan

Hubungan Industrial
500.15.15.2 Penyelenggaraan penyelesaian

Perselisihan Hubungan
Industrial

5OO.15.15.3 Pemberdayaan Kerlembagaan dan
Tenaga Penyelesalan perselisihan
Hubungan Industrial
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s00.15.16

500.15.17

500.15.18

500.15.19
500.15.20

500.1s.21

Pengawasan Norma Keda dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja
500.15. 16.1 Pengawasan Nonna Kerja
500.15.16.2 Pengawasan Norma Hubungan

Ke{a dan Perlindungan
Berserikat

500.15.16.3 Pengawasan Norma
Penempatan dari Latihan Tenaga
Kerja

Pengawasan Norma Kerja Perenrpuan dan Anak
500.15.17.1 Pengawasan Norma Kerja

Perempuan
500.15.17.2 Pengawasan Nortna Kerja Anak
500.15. 17.3 Kerjasama Lintas Sektoral
500.15.L7 .4 Advokasi Tenaga Kerja

Perempuan dan linak
Pengawasan Norma Keselamatan dan
Kesehatan Kerja
500. 15. 18. 1 Pengawasan Norma Mekanik,

Pesawat Uap dan Bejana Tekan
50O.15.18.2 Pengawasan Norma Konstruksi

Bangunan, Lislrik dan
Penanggulangan .Kebakaran

5O0.15.18.3 Pengawasan Norrna Kesehatan
Keda

500. 15. 18.4 Pengawasan Nonma Lingkungan
Kerja dan Bahan Berbahaya

500.15.18.5 Pengawasan Norma
Kelembagaan, Keahlian dan
Sistem Manajemen K3

I-aporun Hasil Pengawasan Kete,aagaakery'aan
Bina Penegakan Hukum
500.15.20.1 Pemeriksaan Norma

Ketenagakerjaan
500.15.20.2 Penyidikan Norma

Ketenagakeq'aan
500.15.20.3 Pengembangan penyidik pegawai

Negeri Sipil
500. 15.20.4 Kerjasama penegakan Hukum
Pengkajian dan Bimbingan Tel<nis pelayanan
Keselamatan dan Kesehatan Keria (K3)
500.15.21.1 Analisis dan Standardisasi

bidang K 3
500.15.21.2 Hasil kajian, perr=kayasaan dan

penerapan teknologi dan alih
teknologi K 3

500. 15.2 i .3 Bimbingan Teknisi dan Evaluasi
Pengkajian K 3

500. 15.2 1 .4 Bimbingan Teknisr dan Evaluasi
Pelayanan K3

Pengembangan SDM dan Komper:ensi K3
500.15.22.1 Program, Analisis dan

Standardisasi pengembangan
SDM dan Kompetensi K3

500. i5.22
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500.15.22.2

500.15.22.3

500.t5.22.4

500.15.22.5

500.15.22.6

Penyebarluasan Informasi
Pengembangan SDM dan
Kompetensi K3
Kerjasama Tingkat Nasional
Bidang Pengembrangan SDM dan
Kompetensi K3
Kerjasama Tingkat Regional
Bidang Pengembrrngan SDM dan
Kompetensi K3
Keq'asama Tingkat Internasional
Bidang Pengembangan SDM dan
Kompetensi K3
Bimbingan Tekn:is dan Evaluasi
Pengembangan SDM dan
Kompetensi K3

5OO. 16 PENANAMAN MODAL
500.16.1 Kebijakan di bidang Penanaman Modal yang

dilakukan oleh Pemerintah Daerrah
500.16.2 Perencanaan Penanaman Modall

500.16.2.1 Perencanaan Industri Agribisnis
dan Sumber Daya Alam Lainnya

500.16.2.2 Perencanaan Industri
Manufaktur

500.16.2.3 Perencanaan Jasa dan Kawasan
500.16.2.4 Perencanaan Infrastruktur

5O0.16.3 Pengembangan Iklim Penanaman Modal
500.16.3.1 Deregulasi penan,aman Modal
500.16.3.2 Pengembangan Potensi Daerah
500.16.3.3 PemberdayaanUsaha
500.16.3.4 Pemberdayaan Us;aha pembinaan

dan Penyuluhan
500.16.3.5 Pemberdayaan Usaha Kemitraan

Usaha
500. 16.3.6 Pemberdayaan Usaha pelayanan

Usal.a
5OO.16.4 Promosi Penanaman Moda_l

500.16.4.1 pengembangan promosi
5O0.16.4.2 Analisis Strategi Ffomosi
500.16.4.3 Fasilitasi promosi Luar Negeri
500.16.4.4 promosiSektoral
500. 16.4.5 Fasilitasi promosi Daerah
500.16.4.6 pameran dan SareLna promosi

500. 16.5 Kery'a Sama penanaman Modal
500. 16.5. 1 Kerja Sama Bilateral dan

Mulitilateral
500. 16.5.2 Kerja Sama Regiorral
500.16.5.3 Kerja Sama Dunia Usaha

Internasional
500. 16.6 Pengendalian pelaksanaan penanaman Modal

500.16.6.1 pemantauan penanaman Modal
500.16.6.2 Data Realisasi penanaman Modal
500.16.6.3 Bimbingan Sosialisasi Ketentuan

Penanaman Modal
500.16.6.4 Fasilitasi penyelesaian Masalah

86



500.16.7

500.16.6.5 Pengawasan Penanaman Modal
500.16.6.6 Pencabutan/Pembatalan

Perizinan Penanaman Modal
Pelayanan Penanaman Modal
500.16.7.1 PelayananAplikasi
5OO.16.7.2 Pelayanan Perijinan
500.16.7.3 Pelayanan Konsultasi Perijinan
500.16.7.4 Pelayanan Non R:rijinan
500.16.7.5 Pelayanan Fasilitas

5OO. 17 PERTANAHAN
500.17.1 Kebijakan di bidang Pertanahan yang

dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.17.2 Pengadaan dan Penataan Administrasi

Pertanahan
500.17.2.1 Fasilitasi Pengadeun Tanah
5OO.17.2.2 Pembinaan dan pengendalian

Administrasi Pertra.nahan
5OO.1,7.2.3 Data dan Informasi pertanahan
5OO.17.2.4 Advokasi dan pengendalian

5OO. 17.3 Penatagunaan dan Penguatan H al< Atas Tanah
500.17.3.1 PenatagunaanTa:eah
500. 17.3.2 Data dan pemetaem Tematik
500. 17.3.3 penguatan Atas lanah

500.17.4 SengketaTanah
500.17.4.1 pengkajian dan penanganan

Sengketa
5OO.17.4.2 Advokasi dan pen;gendalian

500.18 TRANSMIGRASI
500. 18. 1 Kebijakan di bidang Transmigrasi yang

dilakukan oleh pemerintah Daerah
5O0.18.2 Penyediaan Tanah Transmigrasi

500. 18.2.1 Fasilitasi pengada,an Tanah
500.18.2.2 pengurusan LegalitasTanah
500. 18.2.3 Dokumentasi perhnahan
500.18.2.4 Advokasi pertanahan

500. 18.3 Pembangunan pemukiman darL Infrastruktur
Kawasan Tran smigrasi
5O0.18.3.1 penyiapanLahan
500. 18.3.2 penyiapan Sarana
500.18.3.3 penyiapan prasarana
500.18.3.4 Evaluasi Kelayaka:r permukiman

5O0.18.4 Fasilitasi penempatan Tlansmigr,asi
5O0. 18.4.1 penyiapan Calon Transmigrasi
500.18.4.2 penyiapan perpindahan
500.18.4.3 pelaksanaan perpirrdahan
500.18.4.4 penataan dan Adaptasi

500.18.5 partisipasi Masyarakat
500. 18.S.1 promosi dan Motivasi
50O.18.5.2 KerjasamaKelembagaan
500.18.5.3 Kerjasama Antar Daerah
500. 18.5.4 pelayanan Investasi

5OO. 18.6 Pembinaan pengembangan Masyarakat dan
Kawasan Transmigrasi
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500.18.7

s00.18.8

500.18.9

500.18.10

500.18.6.1 Perencanaan Teknis
Pengembangan l\dasyarakat dan
Kawasan

500.18.6.2 Bina Sistem Informasi
500.18.6.3 Perencanaan Pengembangan

Kawasan
500.18.6.4 Perencanaan Pengembangan

Masyarakat
500.18.6.5 Perencanaan Pengembangan

Pusat Pertumbuhan
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Manusia dan Masyarakat
500.18.7.1 Bantuan Pangan dan Kesehatan
500. 18.7.2 Fasilitas Sosial Budaya
500.18.7.3 Pengembangan K,:lembagaan
500.18.7.4 Bina Pendampingan Masyarakat

Transmigrasi
Pengembangan Usaha
500.18.8.1 Kewirausahaan
500.18.8.2 Produksi
500.18.8.3 Pengolahan Hasil dan Pemasaran
500.18.8.4 Lembaga Ekonomi dan

permodalan
Pengembangan Sarana dan Frarlarana Kawasan
500.18.9.1 Analisis dan StarLdarisasi Sarana

dan Prasarana
500.18.9.2 Pengembangan Sarana
5O0. 18.9.3 Pengembangan Prasarana
500.18.9.4 Evaluasi Pengembangan Sarana

dan Prasarana
Penyerasian Lingkun gan
500.18.10.1 Persiapan Pengelolaan dan

Pemantauan Lingkungan
500.18.10.2 Adaptasi da.n Mitigasi

Lingkungan
500.18.10.3 Evaluasi Perkembangan

Permukiman Transmigrasi
500.18.10.4 Evaluasi Perkenrbangan Pusat

Pertumbuhan

600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN
600.1 PEKERJAAN UMUM

600. 1.1 Kebijakan di bidang Pekerjaan Umum yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah

600. 1.2 Penatagunaan Sumber Daya Air
600.1.2.1 Perencanaan Wilayah Sungai
640.1.2.2 Kelembagaan
600.1.2.3 Pemanfaatan Sunrber Daya Air
600.t.2.4 Hidrologi dan Lingkungan

Sumber Daya Air
600.1.2.5 Pengaturan dan Pemantauan

600. 1.3 Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air
600.1.3.1 Perencanaan pengelolaan

Sumber Daya Air
600.1.3.2 Manajemen Mutu
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600.1.4

600.1.5

600.1.6

6A0.1.7

600.1.8

600.1.9

600.1.3.3 Informasi dan Derta Sumber Daya
Air

600.1.3.4 Keterpaduan Penrrograman
Pengelolaan Sumber Daya Air
600.1.4.1 Pengelolaan Sunlgai dan Pantai
600.1.4.2 Pengelolaan Irigasi dan Rawa
600.1.4.3 Pengelolaan Bendungan, Danau,

Situ, dan Embung
600.l .4.4 Pengelolaan Air Tanah dan Air

Baku
Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
600.1.5.1 Operasi dan Pemeliharaan

Sungai dan Pantrf
600.1.5.2 Operasi dan Pemeliharaan Irigasi

dan Rawa
600.1.5.3 Operasi dan Pemeliharaan

Bendungan, Dantau, Situ, dan
Embung

600.1.5.4 Operasi dan Pe:meliharaan Air
Tanah dan Air Berku

600. 1.5.5 Operasi dan pemeliharaan
Pengendalian Lurnpur Sidoaq'o

Pengendalian Lumpur Sidoarjo (Bencana lokal
Lingkup Nasional)
600.1.6.1 Perencanaan pengendalian

Lumpur Sidoarjo
600.1.6.2 Pemrograman pengendalian

Lumpur Sidoarjo
600.1.6.3 Pelaksanaan pengendalian

Lumpur Sidoarjo
6A0.7.6.4 Pengendalian Dampak Sosial,

Ekonomi, dan LinLgkungan akibat
Lumpur Sidoarjo

600.1.6.5 Sistem Manajemen Keselamatan
dan Kesehatan Kerja

Pengembangan Jaringan Jalan
600.1.7.1 Keterpaduan perencanaan
600.l.7 .2 Sistem Jaringan Jialan
600. 1.7.3 Lingkungan dan Keselamatan

Jalan
Pembangunan Jalan
600.1.8.1 Standar dan pedoman
600.1.8.2 Manajemen Konstruksi
600.1.8.3 Pengelolaan Gedometrik,

Perkerasan, dan t)rainage
600.1.8.4 Pengelolaan Geoteknik dan

Manqjemen Lereng
Preservasi Jalan
600.1.9. 1 Standar dan pedorran
6OO.L.9.2 Perencanaan Teknis
600.1.9.3 Teknik Rekonstrulcsi
6OO.L.9.4 Teknik pemelihara.an Jalan
Pengelolaan Jembatan
600.1.1O.1 Standar dan pedornan
600.1.1A.2 PerencanaanTeknis

600.1.10

89



600. 1.1 1

604.1.12

600. r.13

600. 1 . 14

600.1.1s

600.1.16

600.1.10.3 TeknikJembatart
600.1.10.4 Teknik Tero',vongan dan

Jembatan Khusu s
Pengelolaan Jalan Bebas Hambatan,
Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah
600. 1. 1 1 . I Bimbingan Teknik Jalan Daerah
600.1.11.2 Pengembangan Jalan

Metropolitan dan Kota Besar
600.1.11.3 Pembinaan Teknik Jalan Bebas

Hambatan
Pengaturan Jalan Tol
600.1.12.1 Persiapan pengurnhaan jalan tol
600.1.12.2 Pengadaan Investasi Jalan Tol
600.1.12.3 Teknik Pengaturan Jalan Tol
600.1.12.4 Pengambilalihan hak

pengusahaan jalen tol
Keterpaduan Infrastruktur Perrnukiman
600.1.13.1 Keterpaduan Pe.rencanaan dan

Kemitraan
600. 1.13.2 Keterpaduan Pembiayaan dan

Pelaksanaan
Pengembangan Kawasan Permukiman
600.1.14.1 Perencanaan Teknis
600.1.14.2 Kawasan Permuk iman Perkotaan
600.1.14.3 Kawasan Permuk.iman Pedesaan
600.1.14.4 Kawasan Permukiman Khusus
600.1.14.5 Kelembagaan
Pembinaan Penataan Bangunan
600.1.15.1 Perencanaan Teknis
600.1. 15.2 Penataan Bangunan Gedung
600. 1.15.3 Pengelolaan Rumah Negara
600. I.15.4 Penataan Bangunan dan

Lingkungan Khusus
600.1.15.5 Kelembagaan
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
600.1.16.1 Perencanaan Teknis
600.1.16.2 Sistem Penyediaem Air Minum

Perkotaan
600. 1.16.3 Sistem PenyediaeLn Air Minum

Pedesaan
600.1.16.4 Sistem Penyediaarn Air Minum

Khusus
600.1.16.5 Kelembagaan
600. l. 16.6 Peningkatan pr:nyelenggaraan

Sistem Penyediaan. Air Minum
600. 1. 16.7 Pengelolaan Laboratorium dan

Bengkel Kerja
Pengembangan Penyehatan Lingkungan
Permukiman
600. 1.17. 1 Perencanaan Tekn:is
600.I.77.2 Pengelolaan AirLirnbah
600.1.17.3 Pengelolaan persarnpahan
600.1.17.4 Penyehatan Lingkungan

Permukiman Khusus
600. 1. 17.5 Kelembagaan

600. 1 . 17
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600. 1 . 18

600.1.17.6 Pengelolaan Laboratorium dan
Bengkel Kerja

Pemantauan dan Evaluasi

600.2 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
600.2.1 Kebijakan di bidang Perumahan Rakyat dan

Kawasan Pemukiman yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah

600.2.2 PerencanaanPembiayaan Perumahan
600.2.2.1 KeterpaduanPerencanaan
600.2.2.2 Strategi PembiayeLan dan Analisa

Pasar Perumahan
600.2.2.3 Kemitraan

600.2.3 Pola Pembiayaan Perumahan
600.2.3.1 Pola Pembiayaan Perumahan

Rumah Umum
600.2.3.2 Pola Pembiayaa:n Perumahan

Rumah SwadaYa dan Mikro
Perumahan

600.2.3.3 PolalnvestasiPentmahan
600.2.4 Pendayagtnaan Sumber Pembiayaan

Perumahan
600.2.4.1 SumberPembiayaim Primer
600.2.4.2 SumberPembiayaan Sekunder
600.2.4.3 Sumber Tabungan Perumahan

dan PembiaYaan LatnnYa
600.2.4.4 SistemPembiayaa:rPerumahan
600.2.4.5 Pengelolaan Dana Pembiayaan

Perumahan
600.2.5 PerencanaanPenyediaanPerumahan

600.2.5.1 Keterpaduan Perertcanaan

600.2.5.2 AnalisaTeknik
600.2.5.3 Rencana Pengembangan

Lingkungan Hunian
600.2.5.4 KemitraandanKel'3mbagaan

600.2.6 PenYediaan Rumah Susun
600.2.6.1 PerencanaanTeknik
600.2.6.2 PenYediaan
600.2.6.3 Penghunian' Pengalihan' dan

Pemanfaatan
600.2.6.4 Pengelolaan

600.2.7 PenYediaan Rumah Khusus
6 Od.Z.z .t Perencanaan Teknik
600.2.7.2 Penyediaan dan Pengelolaan

Rumah TaPak Khursus

600.2.7.3 Bimbingan teknis dan supervisi

600.2.7.4 Penyelenggaraan Bantuan
Rumah SwadaYa

600.2.7.5 PerencanaanTeknik
600.2.7 -6 Fasilitas Backl:g Ruma|t

Swadaya dan Rumah Tidak
layak Huni

600.2.7.7 PeiaksanaanBantuanSimultan
600.2.8 Penyediaan Rumah Umum dan Komersial

600.2.8.1 PerencanaanTeknil<
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600.2.9

600.2.10

600.2.t1

640.2.12

600.2.13

640.2.14

600.2.1s

60a.2.L6

600.2.8.2 Pemberian Bantuan Rumah
Umum

600.2.8.3 FasilitasiHunian Berimbang
604.2.8.4 Fasilitasi Penyediaan Lahan

Perumahan
Investasi Infrastruktur
600.2.9.1 Pelaksanaan Kebijakan Investasi

Infrastruktur
604.2.9.2 Sinkronisasi Investasi

Infrastruktur
604.2.9.3 Fasilitasi dan Mitigasi Risiko

Investasi Infrastr:aktur
640.2.9.4 Pasar Infrastruktur
Penyelenggaraan Jasa Konstrul,:si
600.2.10.1 Sistem Penyelenggaraan
604.2.10.2 Kontrak Konstrul<si
600.2.10.3 KonstruksiBerkelanjutan
600.2.10.4 Manajemen Mutu
Kelembagaan dan Sumber Daya. Konstruksi
600.2.1 1.1 Kelembagaan
600.2.11.2 Material dan peralatan

Konstruksi
600.2.1 1.3 Teknologi Konstruksi dan

Produksi Dalam llegeri
6OO.2.1L.4 Usaha Jasa Konstruksi
Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi
600.2.12.1 Standar dan Materi Kompetensi
60A.2.12.2 Penerapan Kompetensi
600.2.12.3 Pengembangan profesi Jasa

Konstruksi
600.2.12.4 Pengembangan pr.oduktivitas
Peningkatan Kerjasama dan pemberdayaan
Jasa Konstruksi
600.2. 13. 1 Peningkatan Kerjersama
640.2.13.2 Pemberdayaan Jasa Konstruksi
Peningkatan Jasa Konstruksi
604.2.14.1 Koordinasi dan Sinkronisasi

Rencana Keda
604.2.1,4.2 Pelaksanaan pengendalian Mutu
Penerapan Teknologi Konstruksi
600.2.15.1 Koordinasi, Sinlrronisasi, dan

Kerjasama penrlrapan
Teknologi Konstruksi

600.2.15.2 Pengembangan Ma.teri
600.2.15.3 Pendayagunaan Material dan

Peralatan Konstruksi
Rencana Pengembangan Infrastruktur
Peke{aan Perumahan Ralcyat (plJpR)
600.2.16.1 Antar Sektor
6A0.2.16.2 Antar Wilayah
Pengembangan Kawasan Strategls
600.2.17.1 Keterpaduan Infrastruktur

Kawasan Strategis
600.2.17.2 Pengembangan Infrastruktur

Antarkawasan Strzrtegis

6AA.2.r7
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600.2.18

600.2.19

Pengembangan Kawasan Perkolaan
600.2.18.1 Pengembarlgan Infrastruktur

Kawasan Metropolitan
6OO.2.L8.2 Pengembangan Infrastruktur

Kawasan Kota ]Sesar dan Kota
Baru

600.2.18.3 Pengembangan Infrastruktur
Kawasan Koter Kecil dan
Pedesaan

600.2.18.4 Analisa Manfaa.t dan Skema
Pembiayaan

600.2.18.5 Sinkronisasi Program dan
Pembiayaan Infrastruktur
Perumahan Rakyat TPUPR)

Pemantauan dan Evaluasi

Peta Dasar
Survey Pemetaan Ruang Darat
Survey Pemetaan Ruang Air
Survey Pemetaan Ruang Udara

600.3

6AA-4

TATA RUANG (TATA KOTA}
600.3.1 Kebijakan di bidang Tata Ruang yang

dilakukan Pemerintahan Daera h
60A 3.2 Perencanaan

600.3.2.1 Tata Ruang Wiklyah Kabupaten
{Rr/Rw}

600.3.2.2 Rencana Detail Tata Ruang
(RDrR)

600.3.2.3 Rencana Tata Iluang Strategis
Kabupaten

6443.2.4 Rencana Ta.ta. Bangun
Lingkungan (RTBL)

600.3.2.5 Rencana Pengenrbanga.n Sistem
Sarana dan Prasaraaa
Kabupaten

600.3.2.6 Rencana Teknis llrasarana Kota
604.3.2.7 Rencana Teknis Rencana

Peremajaan dan Pengembangan
Kotas Prasarana Kota

600.3.3 Pemanflaatan dan Pengendalian
600.3.3.1 Evaluasi dan Pengawasan penata

Ruang
600.3.3.2 ljin Pemanfaatan Ruang
600.3.3.3 Pembatalan IjirL pemanfaatan

Ruang
600.3.4 Pemetaan

600.3.4.1
6403.4.2
600.3.4.3
60a 3.4.4

LINGKUNGAN HIDUP
600.4.1 Kebijakan di bidang Lingkungan Hidup yang

dilakukan oleh Pemerintah Daerah
Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup
600.4.2.1 Inventarisasi, penerapan

ekoregion, dan rencana
perlindungan drur pengelolaan
Lingkungan

600.4.2
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600.4.3

600.4.4
600.4.5

600.4.6

600.4.7

600.4.8

600.4.9

600.4.10

600.4.11

640.4.2.2 Evaluasi Peman,faatan Sumber
Daya Alam

Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor
600.4.3.1 Evaluasi Penerapan
600.4.3.2 Perencanaan Lingkungan Hidup
Ekonomi Lingkungan
Dampak Lingkungan
600.4.5.1 Bimtek Dampak l-ingkungan
600.4.5.2 Penerapan sisl.em kebijakan

Dampak lingkunllan
600.4.5.3 Evaluasi dan Tinrlak Lanjut
Pemantauan dan Pengawasan
600.4.6.1 Manufaktur Prasarana dan Jasa
600.4.6.2 Pertambangan Ilnergi, Minyak

dan Gas
604.4.6.3 Agro Industri dan Usaha Skala

Kecil
60A.4.6.4 Udara Sumber Be:rgerak
Evaluasi dan Pengembangan
600.4.7.1 Manufaktur, Prasarana, dan

Jasa
600.4.7.2 Pertambangan lDnergi, Minyak

dan Gas
600.4.7.3 Agro Industri dan Usaha Skala

Kecil
600.4.7.4 Udara Sumber Bergerak
Keanekaragaman Hayati dan pengendalian
Kerusakan Lahan
600.4.8.1 Pengembangan
600,4.8.2 Pemanfaatan
600.4.8.3 Pengelolaan Sumber Daya

Genetik
600.4.8.4 Keamanan Hayati
600.4.8.5 Pengendalian kenrsakan Lahan
Kerusakan Ekosistem Perairan Darat
640.4.9.1 Kerusakan Ekosistem
604.4.9.2 Rawa
Mitigasi dan pelestarian Fungsi r\tmosfer
600.4.10.1 Perangkat mitigasl
600.4.10.2 Inventarisasi Emisi Gas Rumah

Kaca
600.4.10.3 Pengendalian Bethan perusak

Ozon
600.4.10.4 Pengendalian Kerusakan Akibat

Kebakaran Hutan dan Lahan
Adaptasi Perubahan Iklim
600.4.1 1.1 Perangkat Adaptasi perubahan

Iklim antara lain: pengembangan
perangkat Adaptasri perubahan
Iklim, pemantauart dan Evaluasi
Adaptasi Perusahaan Iklim

60A.4.7 1.2 Kerentanan perubahan lklim
Pengelolaan Bahan Berbahaya dem Beracun
600.4.12.1 Registrasi dan Notifikasi

60a.4.12
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600.4.13

600.4.14

600.4.15

600.4.16

600.4.17

600.4.18

600.4.19

640.4.20

600.4.21

600.4.22

6O4.4.L2.2 Pemantauan BeLhan Berbahaya
dan Beracun

600.4.12.3 Evaluasi dan Tindak Lanjut
Verilikasi Pengelolaan Limbah bahan
Berbahaya dan beracun
600.4. 13. 1 Pengumpulan dan pemanfaatan
64O.4.L3.2 Pengangkutan dern Pengolahan
600.4.13.3 Penimbunan dan Dumping
600.4. 13.4 Notifikasi dan Rekomendasi

Limbah Lintas beLtas
Pengelolaan Limbah El3 clan Pemulihan
Kontaminas Limbah 83
600.4.14.1 Pemantauan
600.4.14.2 Tanggap darurat dan pemelihan

Kontaminasi
Pengelolaan Sampah
600.4.15.1 Pembatasan sam;rah
600.4. 15.2 Daur Ulang dan Pemanfaatan

Sampah
600.4.15.3 Pembentukan De,uyan Adipura
6AA.4.15.4 Penetapan pemenang adipura
Hukum Administrasi Lingkungan
600.4.16.1 Pengelolaan dan pengembangan

pengaduan
600.4.16.2 Penataan hukurn administrasi

lingkungan
Penyelesaian Sengketa Lingkungan
600.4.17.1 Penyelesaian serrgketa Melalui

Pengadilan
600.4.17.2 Penyelesaian sengketa

lingkungan di lua- pengadilan
Penegakan hukum pidana lingkungan
600.4.18.1 Penyidikan
600.4.18.2 Koordinasi penunlutan, evaluasi,

dan tindak lanjut
600.4. 18.3 Koordinasi pembinaan penyidik

PNS
Komunikasi Lingkungan
600.4. 19. 1 Pengembangan Komunikasi
600.4.19.2 Publikasi dan Karrtpanye
Penguatan Inisiatif Masyarakat
600.4.20.1 Komunitas pendidikan

Lingkungan
600.4.20.2 Kearifan Lingkungan
Peningkatan Peran Masyarakat
600.4.2 1. 1 Masyarakat Perkotaan
6OO.4.2L.2 Masyarakat Pedeseran
Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan
600.4.22.1 Organisasi Sosial l\dasyarakat
60A.4.22.2 Organisasi Profesi Dunia Usaha
Data dan Informasi Lingkungan
600.4.23.1 Pengelolaan Data.
600.4.23.2 Pengelolaan Informasi
600.4.23.3 Pengembangan perangkat Lunak

600.4.23
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604.4.24

640.4.25

600.4.26

60A.4.23.4 Pengembangall Sistem dan
Layanan Jaringan

Kelembagaan Lingkungan
6AA.4.24.1 Kelembagaan dan Tata Laksana
60A.4.24.2 Fasilitasi Standar Pelayanan

Minimal
Standarisasi dan teknologi
60A.4.25.1 Standarisasi Manajemen dan dan

Pengujian Lingkungan
6AA.4.25.2 Standarisasi Kompetensi

Keahlian dan Lembaga Penyedia
Jasa Lingkungan

600.4.25.3 Teknologi Ramah Lingkungan
Pusat Sarana Pengend,alian Dampak
Lingkungan
600.4.26.1, Pemantauan dan K4jian Kualitas

Lingkungan
644.4.26.2 Laboratorium Rujukan dan

Pengujian

7OA PENGAWASAN
7OO.1 PENGAWASANINTERNAL

700.1.1 Rencana Pengawasan
7OO. 1. 1.1 Rencana Strategis Pengawasan
700.1.1.2 Rencana Keqia Pengawas

Tahunan
700.1.1.3 Rencana Kinerja Tahunan
700.1.1,4 Rencana dan Pe:netapan Kinerja

Tahunan
700.1.1.5 Rakor Pengaw'asan Tingkat

Daerch
7AA.l .2 Pelaksanaan Pengawasatl

700.1.2.1 Laporan Hasil Audit (LHA),
Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP), Laporan Hasil
Pemeriksaan Operasional
(LHPO), l,aporan Hasil Evaluasi
(LHE), Laporan Akuntan (LA),
Laporan Auditor Independen
(LAI) yang meniLerlukan tindak
lanjut {TL}

7AO"1.2.2 Laporan Hasil A.udit Investigasi
(LHAI) yang mengandung unsur
Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan
memerlukan tind,ak lanjut

7O4.L.2.3 Laporan Hasil Audit Investigasi
(LHAI) yang mengandung unsur
Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan
tidak memerlukan tindak lanjut

7OA.1.2.4 Laporan perkembangan
Penanganan Surat Pengaduan
Masyarakat

700. 1 .2.5 Laporan pemulakhiran Data
Tindak Lanjut Ternuan
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800

700.1 .2.6 laporan Perkerrrbangaa Barang
Milik Negara
Laporan Hasil Monitoring dan
Evaluasi
laporan Kegiata:r Pendampingan
Penyusunan Laporan Keuangan
dan Review
Good Corporal€ Governance
(GCG)

700.t.2.7

700.1.2.8

700.1.2.9

KEPEGAWAIAN
8OO. 1 SUMBER DAYA MANUSIA

800.1.1 Penyusunan dan Penetap:rn Kebutuhan
Aparatur Sipil Negara
800. 1.1.1 Perencanaan Kebutuhan

Aparatur Sipil Negara Antara
lain: Bahan penyusunan rencana
kebutuhan, Analisis Kebutuhan,
Pengolahan data kebutuhan

800.1.1.2 Perencanaan pertimbangan
Formasi Antara larn:
Pertimbangan teknis penetapan
formasi ASN, Pertimbangan
teknis penetapan formasi ikatan
dinas

800.1. 1.3 penetapan Keburuhan Aparatur
Sipil Negara

800. 1. 1 .4 Standarisasi JeLbatan Antara
lain: Informasi Jabatan,
Kompetensi Jaba.tan, Klasifikasi
Jabatan

8O0.1.2 Formasi dan pengadaan pegawai
800.1.2.1 Formasi ASN Antrrra lain: Usulan

formasi, Usularr permintaan
formasi kepada I\Ienpan RB dan
Kepala BKN, persetujuan
Formasi, peneta.pan Formasi,
Penetapan Formasi Khusus

AOO.I.2.2 proses Rekrutrnen/pengadaan
ASN Antara lain: proses
Rekrutmen ASI,I, penetapan
Pengumuman Kehtlusan ASN

800.1.2.3 pengumumanKehrlusanASN
800. 1.2.4 Berkas Lamaran yang Tidak

Diterima
8O0.1.2.S pengangkatanASll
800. 1.2.6 Open Biding (Seteksi Terbuka

Jabatan)
8OO.l.2.Z pengelolaan Sistem Rekrutmen

ASN
800.1.2.8 Fasilitasi penyelenggaraan

Seleksi ASN
8OO. 1.3 Mutasi pegawai

80O. 1.3.1 Usul (BApERJAKA,I)
8OO.1.4 pengembanganKarir
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800. 1.s

800" 1.6

800.1.7
800.1.8

800.1.9

800.1.4.1 Usulan Tugas Belajar/ Ijin
Belajar/ Diklat/ Kursus/
Magang/ Ujian Dinas/ Praktek
Kerja di Instansi larn/
Pertukaran an&r ASN dengan
pegawai swasta

80O.1.4.2 Penyesuaianijazah
800.1.4.3 Penyusunan Sistem Karier
8OO.1.4.4 Standar Kinerja Pegawai {SKP}

dan Penilaian Frestasi Kerja
800. 1.4.5 Angka lkedit Antara lain:

Pengajuan Daftar Usul
Pengajuan Angka Kredit,
Penilaian Daftar Usul Pengajuan
Angka lkedit

Kinerja Aparatur Sipil Negara
800.1.5.1 Hasil Penilaian Kinerja dan

Standar Ke4'a
80O.1.5.2 Pengelolaan Database dan

Analisis Sistem Irrformasi Kinerja
800. 1.5.3 Evaluasi dan Pemantauan

Penilaian Kinerj,a dan Standar
Kineq'a

Kode Etik, Disiplin, PemL,erhentian dan
Pensiun ASN
800.1.6.1 Kode Etik Pegaweri
800.1.6.2 Disiplin
800.1.6.3 Pemberhentian Dengan Hormat
BOO.1.6.4 Pemberhentian Dengan Tidak

Hormat
800.1.6.5 Pemberhentian S,-.mentara
8OO" 1.6.6 Pensiun ASN Antara lain:

Administrasi Pensiun ASN,
Penetapan Pensiun ASN,
Penetapan Pertinrbangan Teknis
Pensiun ASN, F,ensiun pejabat
Negara dan Janda/ Dudanya

Bantuan Hukum
Status dan Kedudukan Pegawai
800.1.8.1 Status Kepegawaian
800.1.8.2 Kedudukan Kepegawaian
800.1.8"3 KeberatanPegaweri
800.1.8.4 Perselisihan/Sengketa

Kepegawaian
Sistem Informasi Kepegawaian
800.1.9.1 Pengolahan Data dan Informasi

Kepegawaian
800. 1.9.2 Pengembangan S istem Informasi

Kepegawaian
800.1.9.3 Pengembangan Sistem

Pengelolaan Arsi.p Kepegawaian
Elektonik

800.1.9.4 Sistem pengelolaan Arsip
Kepegawaian Fisilr

Pengawasan dan pengendalian800"1.10
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800.1. 1 1

8O0.1.12

800.1.13

800.1.10.1 Formasi, PengadLaan dan Pasca
Diklat

800.1.1O.2 Kepangkatan, Pengangkatan,
dan Pemberhr:ntian Dalam
Jabatan

800. 1" 10.3 GEi dan Tunjangan,
Kesejahteraan dan Kinerja

800.1.10.4 Kode Etik, Disiplin,
Pemberhentian dan Pensiun ASN

800. 1 . 10.5 Laporan Hasil Pengawasan dan
Pengendalian

800.1. 10.6 Sanggahan terhadap
Permasalahan Tenaga Honorer

Administrasi Pegawai
800.1.1 1.1 Surat Perintah Dinas/Surat

Tugas
800.1.11.2 Cuti Sakit
800.1.1 1.3 Cuti Bersalin
800.1 .1L.4 Cuti Tahunan
800. 1. 1 1.5 Cuti Alasan Penting
BOO. 1. 1 1.6 Cuti Besar
800.1.1i.7 Cuti Di luar Tanggungan Negara
80O. 1.1 1.8 Karpeg/KPE/Karis/Karsu
800. 1. 1 1.9 Keanggotaan Org;anisasi Profesil

Kedinasan
800.1.11.10 Laporan Pajall Penghasilan

Pribadi (LP2P)
800. 1. 1 1. 1 1 Keteratlgan Penerimaan

Pembayaran Penghasilan
Pegawai {KP4}

BOO.1 .11.12 Daftar Urut Kepangkatan {DUK}
800.1.11.13 Pengurusan Xenaikan Gaji

Berkala, Mutasi <\ajil tunjangan
Kesejahteraan Pegawai
800.1 .12.1 Pemeliharaan Kerrchatan pegawai
800.1.12.2 Asuransi Pegawai/BPJS
800. 1 . 12.3 Tabungan Perum,ahan
800.1 .12.4 Bantuan Sosial
800.1.12.5 Pakaian Dinas
8OO. 1. 12.6 Layanan Pegawai yang Meninggal

Karena Dinas
800.1.12.7 Pemberian Tali Kasih
800.1 .L2.8 Pemberian Piagam penghargaan

dan Tanda Jasa
800.1 .12.9 Olahraga dan Relreasi
800. 1 .12.10 Rekam Medis
Administrasi Perseorangan
800.1.13.1 Pegawai Negeri Sipil (pNS)
800.1.13.2 Pegawai pemerintah dengan

Pe{ary'ian Kerja (pppK)
800.1.13.3 Pejabat Negara dan pejabat

lainnya yang diserarakan
800.1.13.4 Sekretaris Daerah
80O.1.13.5 ASN berjasa/tt:rlibat dalam

peristiwa berskaler nasional
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800. 1. 1 4 Penilaian Kompetensi
800.1.14.1 Penilaian Komper:ensi
800.1.14.2 Hasil Penilaian Kompetensi

800.2 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
8OO.2.1 Kebrjakan di bidang Pendidikan dan Pelatihan

yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
8OO.2.2 Pendidikan dan Pelatihan

8OO.2.2.1 Sistem Informas,i program dan
pembinaan diklal:

804.2.2"2 Pedoman-pedoman kediklatan
800.2.2.3 Kurikulum-kurikulumdiklat
800.2.2.4 Modul-modul diklat
800.2.2.5 Panduan fasilitator
800.2.2.6 Saran/rekomendasi

penyelenggaraan diklat
840.2.2.7 Notulen sosialisasi/Rapat

Koordinasi Kebija.kan Diklat
800.2.2.8 Monitoring dan evaluasi program

dan pembinaan diklat
80A.2.2.9 Konsultasi, advokasi, asistensi

diklat
8O0.2.3 Widyaiswara

800.2.3.1 Seleksi dan pengembang€ul
Widyaiswara

8OO.2.3.2 Sertifikasi Widyaiswara
800.2.3.3 Monitoring dan evaluasi

Widyaiswara
800.2.3.4 PenilaianWidyaiswara
800.2.3.5 Konsultasi, a,Cvokasi dan

asistensi Widyaisrvara
800.2.3.6 Sistem Informasi pembinaan

Widyaiswara
8AO.2.4 Penyelenggaraan Diklat

8OO.2.4.1 Perencanaan; peserta, pengqjar,
penjadwalan f,enyelenggaraar.l
DikIat

8OO.2.4.2 Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Diklat

800.2.4.3 Konsultasi, advokasi, asistensi
penyelenggaraan <liklat

8OA.2.4.4 Pengembangan bahan ajar dan
metodologi pembe tajaran

800.2.4.5 Sistem informasi cliklat
8AA.2.4.6 MonitoringpenyelrenggaraDiklat
8OO.2.4.7 Monitoring dan eviluasi pasca

diklat
800.2.5 Alumni

9OO KEUANGAN
900.1 KEUANGAN DAERAH

Rencana Anggaran pendapatarr dan Belanja
P"-.."f, (RAPBD) dan Anggaran pendapatan din
Belanja Daerah Perubahan (ApBD-p)

900.1.1
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900.1.2

900.1.3

900.1.4

900.1.1.1 Penyusunan Prioritas Plafon
Anggaran {PPA}

900.1.1.2 Penyusunan Flencana Ke{a
Anggaran SatuarL Kerja
Perangkat Daerah (RKASKPD)

900" 1" 1.3 Penyampaian Rancangal
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah kepada Dewan
Perwakilan

9AO:.1" .4 Anggaran Perrdapatan dan
Belanja Daerah Perubahan
TRAPBD-P)

Penyusunan Anggaran
900. 1 .2. 1 Musyawarah Rencana

Pembangunan (Musrenbang)
kecamatan

9OO.7.2.2 Musyawarah Rencana
Pembangunan (Musrenbang)
Kota

9OO" 1.2.3 Rancangan Dokumen
Pelaksan aan Anggaran (RDPA)
SKPD yang l.elah disetujui
Sekretaris Daerah

900.1.2.4 Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) SKPD yanft telah disahkan
oleh Pejabat Penlgelola Keuangan
Daerah (PPKD)

Pelaksanaan Anggaran
900.1.3.1 Surat Penyedia Dana (Spp, SpM

dan SP2D): UP, C.U, TU, LS
940.7.3.2 Pendapatan
900.1.3.3 Belanja
900.1.3.4 Pembiayaan Daerah
900.1.3.5 Dokumen Penatausahaan

Keuangan
900.1.3.6 Pertanggungjawalcan

900.1.
900.1.
900.1.

Penggunaan Danil
Daftar Gaji
Kartu Gaji
Data Rekenin;g Bendahara
Umum Daerah {BUD)

900. 1.3. 10 Laporan Keuangan
Pinjaman/Hibah Luar Negeri
900.1.4.1 Permohonan llinjaman/Hibah

Luar Negeri (Blue Book)
90AJ.4.2 Dokumen Kesanggupan Negara

Donor untuk Membiayai (Green
Book)

9O0.1.4.3 Dokumen Menrorandum of
Understanding {MoU}, dan
dokumen sejenisnya

904.L .4.4 Dokumen Loan Agremeent
(PHLN) Antara lain: Draft
Agreement, l,egal Opinion, Surat
Menyurat dengan Lender

3.V
3.8
3.9
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900.1.5

900. 1.6

900.t.7

900.1.4.5 Alokasi da:e Relokasi
Penggunaan Dana Luar Negeri,
antara lain: urrulan luncuran
dana

900.1.4.6 Aplikasi Penarilan Dana BLN
berikut lampiran;nya

9AO.1.4.7 Dokumen Otorisasi Penarikan
Dana (Payment Advice)

900.1.4.8 Dokumen Realisasi Pencairan
Dana Bantuan Luar Negeri,
yaitu: Surat Perintah Pencairan
Dana, SPM beserta lampirannya,
a.1.: SPP, Kontrak, BA, dan data
pendukung lainnya.

900.1.4.9 Replenishment (Permintaan
Penarikan Dana dari Negara
Donor) meliputi antara lain: No
Objection Letter (NOL), Project
Implementation, Notification of
Contract, Withdrawal
Autltoitzation (Wl\),

9OO. 1.4. 10 Staff Appraisal Rr:port
900.1 .4.11 Report /l,aporan
90O.1 .4.12 la.poran Hutang l)aerah
900. 1 .4.L3 Completion Report/Annual

Report
900.1.4.L4 Ketentuan/Peraturan yang

menyangkut Pinjaman/Hibah
Luar Negeri

Pengelolaan APBD /Dana Pinjanran/Hibah Luar
Negeri {PHLN)
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
900.1.6.1 Manual Implen:Lentasi Sistem

Akuntansi Keuangan Daerah
(sAKD)

9OO.1..6.2 Dokumen Kebijakan Akuntansi
900.1.6.3 Arsip Data Komputer dan Berita

Acara Rekonsiliasi
900.1.6.4 Laporan Realisasl Anggaran dan

Neraca Bulanarr /Triwulanan
/Semesteran

Penyaluran Anggaran T\rgas pentbantuan
9OO.L.7 .l Surat Penetapan pemimpin

Proyek/Bagran proyek,
Bendahara, atali penggunaan
Anggaran Kegiatan pembantuan,
termasuk Specimen Tanda
Tangan

9OAl.7 .2 Berkas Permintaetn pembayaran
(SPP) dan lampirannya: Spp_Spp_
Daftar perinciarL penggunaall
SPPR-SPDR-L, SP,M-LS, SPM-DU,
bilyet grro, SpM Nihil,
Penagihan/Invoice:, Faktur pqiak,
Bukti penerimaan Kas/Bank
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900.1.8

beserta Bukti Pendukungnya a.l.:
Copy Faktur Pajak dan Nota
Kredit Bank, Permintaan
Pelayanan Jasa/Service Report
dan Berita Acara Penyelesaian
Pekerjaan

900.1.7.3 Buku Rekening Elank
900.1.7.4 KeputusanPembukuanRekening
900. 1.7.5 Pembukuan anggaran terdiri

antara lain: Buku Kas Umum
(BKU), Buku Pernbantu, Register
dan Buku Tarabahan, Daftar
Pembukuan
Pencairan / Pengeluaran (DPP),
DaftarHimpunarr Pencairan
(DHP), dan Rekening Koran

Penerimaan Anggaran T\rgas Pembantuan
900. 1 .8. 1 Berkas Penerirr.aan Keuangan

Pelaksanaan dan Tugas
Pembantuan tr:rmasuk Dana
Sisa atau Pengeltraran Tainnya

90O.1.8.2 Berkas Penerimaan Pajak
termasuk PPh 21, PPh 22,
PPh 23, dan PPn dan Denda
Keterlambatan Menyelesaikan
Pekerjaan

Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya
Bantuan Pemilu Dari APBD me.iiputi: Kebijakan
Keuangan Pilkada dan Penyus;unan Anggaran
Bantuan Pemilu, Peraturan / Pedoman/ Standar
Belanja Pegawai, Barang darr Jasa, Operasional
dan Kontingensi untuk Biaya pilkada dan
Bantuan Pemilu, Bahan Ursulan Rencarra
Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KpUD
dan Panwasda Kota, PPK, F,pS, KppS dan
Permohonan Pengajuan RIG KPUD dan
Panwas, Berkas Pembahasan RKA pilkada dan
Bantuan Pemilu, Rencana Arrggaran Satuan
Keq'a (RASK) Pilkada dan Bantuan pemilu Kota,
Dokumen Rancangan Anggara:t Satuan Ke{a
(DRASK) Pilkada KPUD dan pa.nwas Kota dan
Bantuan Biaya Pemilu dari ApBD, Berkas
Pembentukan Dana Cadangan pilkada, Bahan
Rapat Rancangan Peraturan l)aerah tentang
Pilkada, dan Bantuan Biaya pernilu dari APBD,
Nota Persetujuan DPRD tentang perda ApBD
Pilkada dan Bantuan Biaya pemilu dari ApBD
Pelaksanaan Anggaran PILKADII dan Anggaran
Biaya Bantuan Pemilu
900.1.10. 1 Berkas Penetapan Bendahara

dan Atasan Langsung Bendahara
KPUD, Bendahara. panwasda dan
Bendahara pada panitia pilkada
dan Pemilu

900.1.10
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900. 1.1 1

900.1.12

900.1.13

900. 1 .LO.2 Berkas Penerfunaan Komisi,
Rabat Pembayaran Pengadaan
Jasa, Bunga, Pelaksanaan
Pilkada/Pemilu

900.1. 10.3 Berkas setor sisa dana
Pilkada/Pemilu tt:rmasuk setor
komisi pengadatrn barang/jasa,
rabat, bunga, jtrsa giro Berkas
Penyaluran Eliaya Pemilu
termasuk diantaranya Bukti
Transfer Bank

900.1.10.4 Pedoman Dokunaen Penyediaan
Pembiayaan Kegiatan
Operasional {PPKO} Pemilu
termasuk Perubahanl
Pergeseran/Revisinya

Pemeriksaan/ Pengawasan Keu€mgan Daerah
900.1. 1 1. 1 Laporan Hasil Pemeriksaan

Badan Pemeriksa. Keuangan
Republik Indoner;ia atas Laporan
Keuangan

900.1.11.2 Hasil Pengawasan dan
Pemeriksaan Internal

900.1.1 1.3 Laporan Aparat Pemeriksa
Fungsional

900.1 .1"7.4 Dokumen Penyelesaian Kerugian
Daerah

Anggaran Daerah
90O.1 .12.L Anggaran Daerah
9OO.1 .12.2 Dukungan Tekrris Anggaran

Daerah
Pendapatan dan Investasi Daererh
900.1.13.1 Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah Antara lain: fasilitasi
pelaksanaan kebijakan
standardisasi pa.iak daerah dan
retribusi daera.h, penyiapan
bahan perumu{ian bimbingan
teknis pqiak daerah dan retribusi
daerah, penyiapan bahan
perumusan zmalisis dan
evaluasi, pemantauan pajak
daerah dan rertribusi daerah,
penyiapan bahzrn perumusan
kebijakan fasilitasi pemberian
insentif pAiak daerah dan
retribusi daerah

900.1 .L3.2 Badan Usaha Milik Daerah
Antara lain: rlasilitasi serta
bimbingan teknis di bidang
usaha milik daerah lembega
keuangan, fasilitas serta
bimbingan teknis di bidang
badan usaha milik daerah
lembaga non keuangan,
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penyiapan pelaksanaan
monitoring dan evaluasi badan
usaha milik daera.h

900.1.13.3 Badan Layanan Umum Daerah
Antara lain: analisis,
standardisasi te,knis, fasilitasi
serta bimbingan teknis,
pemantauan dan evaluasi di
bidang pola pengelolaan
keuangan badan layalan umum
daerah, Pembinaan pelaksanaan
kebijakan, standardisasi teknis,
prosedur dan kriteria, fasilitasi
serta bimbingan teknis
penerapan pola. pengelolaan
keuangan keuangan badan
layanan umum daerah,
Penyiapan pelaksanaan
monitoring dan evaluasi pola
pengelolaan keuangan badan
layanan umum daerah

900. 1 . 13.4 Pengelolaan Kekrryaan Daerah
Antara lain: fasilitasi serta
bimbingan tekni.s pengelolaan
kekayaan, Fasilitasi serta
bimbingan teknis investasi
daerah, Penyiapan pelaksanaan
monitoring dan evaluasi
pengelolaan kekayaan dan
investasi daerah

900.1.13.5 Pinjam Dan Obligasi Daerah
Antara lain: fasilitasi
pelaksanaan kebijakan
pinjaman dan hibah kepada
pemerintah daerah dan/atau
badan usaha rnilik daerah,
Fasilitasi pelaksanaan kebdakart
obligasi daeralL, Fasilitasi
pelaksanaan kebijakan dana
bergulir yang bersumber dari
APBN, Bimbingan teknis obligasi
daerah, dana trergulir serta
penyertaan morlal daerah,
Penyiapan pelaksanaan
monitoring dare evaluasi
pinjaman dan hibah, obligasi
daerah, dan dana bergulir, dan
penyertaan modal daerah

Fasilitasi Dana Perimbangan
900.1.14.1 Fasilitasi Dana Alokasi Umum

Antara lain: Koordinasi
penyiapan data dasar
penghitungan, dan rekonsiliasi
dana alokasi umuln, Sosialisasi
dan supervise dana alokasi

900.1.14
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900.1"15

umum, Penyiapan pelaksanaan
monitoring dan evaluasi dana
alokasi umum

900.1 .14.2 Fasilitasi Dana Alokasi Khusus
Antara lain: Koordinasi
penyiapan data d.asar, Sosialisasi
dan supervisi dana alokasi
khusus, perryiapan
pelaksanaa.n monitoring, evaluasi
dana alokasi khusus, Penyiapan
pelaksanaan monitoring, evaluasi
dana alokasi khusus

90O.1.14.3 Dana Bagr Hasil Pajak dan
Sumber Daya Alam Antara laia:
K<rordinasi penyiapan data
dasar perhitungan, dan
rekonsiliasi dana bagr hasil pajak
dan sumber daya alarr5
Sosialisasi dan supervisi dana
bagr hasil pajak dan sumber
daya alam, Penyiapan
pelaksanaan rrronitoring dan
evaluasi dana bagi hasil pajak
dan sumber daya alam

900.1 .L4.4 Dana Otonomi Khusus dan Dana
Transfer Lainnya Antara lain:
Sosialisasi dan supervisi dana
otonomi khusus, Sosialisasi dan
supervisi dan tl'ansfer lainnya,
Pelaksanaan rrronitoring dan
erraluasi dan otonomi khusus
dan dana transfe:: lainnya

900.1.14.5 Dukungan Teknis Fasilita.si Dana
Perimbangan Antara lain:
Penyiapan sinkronisasi kebijakan
dan perimbangan, Penyiapan
dukungan teknis dana
perimbangan, Penyiapan data
dan informasi untuk
penyusunan laporan dana
perimbangan

Pelaksanaan Dan Pertrrnggungjawaban
Keuangan Daerah
900.1. 15.1 Akuntansi Dan

Pertanggungjawal:an Keuangan
Daerah Antara lain: Fasilitasi
serta bimbingan teknis di bidang
akuntansi dan
pertangungjawabim keuangan
daerah, Penyia.pan evaluasi
rancangan pereLturan daerah
pertanggungiawaban keuangan
daerah

9O0.1 .15.2 Pembinaan liineda dan
Kapasitas Pengelolaan Keuangan
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900.1.15.3

900.1.1s.4

900.1.15.5

Daerah Antara lain: Fasilitasi
serta bimbingan teknis di bidang
pembinaan kinerja dan kapasitas
pengelolaan keuLangan daerah,
Penyiapan evalttasi rancangan
peraturan daerah
pertangungiawaban keuangan
daerah
Pembinaan dan Evaluasi
Pengelolaan Keuangan Daerah
Antara lain: llasilitasi serta
bimbingan teknis di bidang
pembinaan dan evaluasi
pengelolaan kettangan daerah,
Penyiapan evaluasi rancangan
peraturan daerah
pertangungjawaban keuangan
daerah
Kqjian Kebijakan dan Bantuan
Keterangan Ahli Antara lain:
Penyiapan bahan bantuan
keterangaa ahli di bidang
keuangan daerah, Penyiapan
evaluasi rancarrgan peraturan
daerah per*rnggungjawaban
keuangan daerah
Data Informasi rlan Pengelolaan
Keuangan Daererh Antara lain:
Penyiapan sinkronisasi kebijakan
pelaksanaan pertangungjawaban
pelaksanaan ker:angan daerah,
Penyiapan data dan informasi
untuk penyusunan laporan
pertangungiawaban pelaksanaan
keuangan daererh, Pengelolaan
sistem informasi pengelolaan
keuangan daerah.

BUPATI TORAJA U?\RA,

BASSANG
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